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SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM 
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PENAWARAN UMUM
EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 – SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET 

KELAS A 
("EBA Kelas A")

Dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) dan akan diterbitkan 
tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) pada Tanggal Emisi sebagai bukti kepesertaan untuk kepentingan Pemegang EBA Kelas A. 
EBA Kelas A adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket (“KIK-MandiriGIAA01”) yang dibentuk berdasarkan Akta No. 4 
tanggal 3 Mei 2018 jo. Akta No. 49 tanggal 22 Juni 2018, keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dari dana hasil penerbitan EBA Kelas A dan EBA Kelas B setelah dikurangi biaya-biaya 
transaksi, KIK-MandiriGIAA01 akan membeli aset keuangan berupa Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket, berjangka waktu 5 (lima) tahun, bernilai Rp 2.615.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) 
dengan harga penerbitan sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). EBA Kelas A ditawarkan dengan nilai 
100% (seratus persen) dari jumlah pokok EBA Kelas A, dengan imbal hasil investasi sebesar 9,75% (sembilan koma 
tujuh lima persen) per tahun. Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A yang 
terakhir jatuh pada tanggal 27 Juli 2023. Pemegang EBA Kelas A berhak untuk mendapatkan pembayaran imbal hasil 
setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi Kelas A. Pembayaran pokok atas EBA Kelas A akan 
dilakukan secara bertahap tahunan dengan memperhatikan tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana 
diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebagai Penjamin Pembayaran Pendapatan Penjualan Tiket memberikan 
jaminan pembayaran pokok EBA Kelas A sebesar Rp 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) per 
tahun untuk masing-masing Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima sehingga total nilai jaminan sebesar  
Rp. 1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu penjaminan dimulai sejak Juli 
2018 sampai dengan Juli 2023.

Mengingat investasi pada EBA Kelas A mengandung risiko, maka calon Pemegang EBA Kelas A diwajibkan 
untuk membaca terlebih dahulu seluruh isi Prospektus ini beserta lampirannya sebelum memutuskan untuk 
membeli EBA Kelas A.

Dalam rangka penerbitan EBA Kelas A ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 
hanya akan menerbitkan Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang didaftarkan atas nama KSEI pada Tanggal Emisi 
dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan EBA Kelas A ini, diperoleh hasil pemeringkatan awal atas EBA Kelas A dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”): idAA+

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Prospektus ini
EBA Kelas A akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pemegang EBA Kelas A memiliki risiko atas tidak likuidnya efek yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi 
dalam EBA Kelas A merupakan investasi jangka panjang.

Risiko utama yang dihadapi EBA Kelas A adalah risiko kredit dan penjelasan atas seluruh risiko investasi pada 
EBA Kelas A dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 26 Juli 2018
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I.	 ISTILAH DAN DEFINISI

(i) “Agen Pembayaran” adalah KSEI yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran 
Pokok Investasi EBA Kelas A dan Hasil Investasi EBA Kelas A kepada Pemegang EBA A 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat di bawah tangan, 
dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KIK EBA.

(ii) “Agen Pengumpulan Pendapatan Tiket”/”Collection Agent” adalah Penerbit Surat 
Berharga dalam kapasitasnya sebagai Collection Agent berdasarkan Perjanjian Pengumpulan 
Pendapatan Tiket, termasuk setiap penggantinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket. Agen Pengumpulan Pendapatan 
Penjualan Tiket yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai kewenangan 
dan kewajibannya berdasarkan KIK EBA, sebagaimana akan dinyatakan dalam Perjanjian 
Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

(iii) “Akuntan” adalah akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bereputasi 
baik di Indonesia, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan KIK 
EBA ini.

(iv) “Arus Kas Tetap” adalah penghasilan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu.

(v) “Arus Kas Tidak Tetap” adalah penghasilan berupa uang tunai dengan jumlah tidak tentu.

(vi) “Bank Kustodian” adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk., dan setiap Bank Kustodian 
Pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan Bank Kustodian sesuai dengan KIK EBA.

(vii) “Bank Kustodian Pengganti” adalah bank kustodian yang ditunjuk untuk menggantikan atau 
sebagai pengganti dari Bank Kustodian.

(viii) “BAPEPAM” atau “BAPEPAM dan LK” adalah lembaga yang melakukan pembinaan, 
pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 
(dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 
31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan 
LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus 
dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(ix) “Biaya-Biaya KIK EBA” adalah imbalan jasa dan biaya-biaya yang menjadi beban KIK-
MandiriGIAA01 sebagaimana diatur dalam Bab X Prospektus.

(x) “Bursa Efek” adalah PT Bursa Efek Indonesia.

(xi) “Daftar Pemegang EBA Kelas A” adalah daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
EBA Kelas A oleh Pemegang EBA Kelas A. Daftar Pemegang EBA Kelas A dibuat bersama-
sama oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan disimpan di Bank Kustodian, atau 
dibuat dan disimpan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian 
Pendaftaran EBA Kelas A, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan 
ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

(xii) “Daftar Pemegang EBA Kelas B” adalah daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
EBA Kelas B oleh Pemegang EBA Kelas B. Daftar Pemegang EBA Kelas B dibuat bersama-
sama oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan disimpan di Bank Kustodian.

(xiii) “Dokumen Keterbukaan EBA” adalah Prospektus dan dokumen-dokumen keterbukaan 
lain sehubungan dengan EBA yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau wajib 
disampaikan kepada calon Pemegang EBA.
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(xiv) “Dokumen Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang harus disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan 
Penawaran Umum.

(xv) “Dokumen Transaksi EBA” adalah KIK EBA, Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket, Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket, dan 
semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen lainnya yang ditandatangani dan/atau dibuat 
dan diserahkan kepada KIK EBA sehubungan dengan penerbitan EBA Kelas A dan EBA  
Kelas B.

(xvi) “EBA” adalah EBA Kelas A dan EBA Kelas B secara bersama-sama, yang diterbitkan 
berdasarkan KIK-MandiriGIAA01.

(xvii) “EBA Kelas A” adalah EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 – SURAT BERHARGA 
HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Kelas A yang diterbitkan berdasarkan 
KIK-EBA dan merupakan bukti kepesertaan dalam KIK EBA, yang memberikan hak kepada 
pemiliknya untuk menerima Arus Kas Tetap pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A. 

(xviii) “EBA Kelas B” adalah EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 – SURAT BERHARGA 
HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Kelas B yang diterbitkan berdasarkan 
KIK-EBA dan merupakan bukti kepesertaan dalam KIK EBA, yang memberikan hak kepada 
pemiliknya untuk menerima Arus Kas Tidak Tetap pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap 
Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B berdasarkan KIK-EBA.

(xix) “Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket” adalah hak atas Pendapatan Penjualan Tiket yang 
melekat pada Surat Berharga dan menjadi hak KIK EBA berdasarkan Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Selengkapnya mengenai Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

(xx) “Hari Bursa” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bursa Efek buka untuk 
melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

(xxi) “Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan dimana bank-bank dan Bursa Efek buka 
untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

(xxii) “Hasil Investasi EBA Kelas A” adalah hasil investasi yang diperoleh Pemegang EBA Kelas 
A atas Pokok Investasi-nya pada EBA Kelas A yang dimilikinya.

(xxiii) “Hasil Investasi EBA Kelas B” adalah hasil investasi yang diperoleh Pemegang EBA Kelas 
B atas Pokok Investasi-nya pada EBA Kelas B yang dimilikinya.

(xxiv) “Info Memo Penerbitan Surat Berharga” adalah dokumen keterbukaan atas informasi 
mengenai penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, sebagaimana 
terlampir pada Prospektus ini.

(xxv) “Jangka Waktu Surat Berharga” atau “Jangka waktu Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket” adalah jangka waktu Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
yang diterbitkan oleh Penerbit yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. 

(xxvi) “Jumlah Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah jumlah Arus Kas Tetap 
yang merupakan pembayaran tahap akhir atas pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas A, 
dibayarkan oleh KIK EBA kepada Pemegang EBA Kelas A, pada Tanggal Pelunasan Akhir 
Pokok Investasi EBA Kelas A.

(xxvii) “Jumlah Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas B” adalah jumlah Arus Kas Tidak 
Tetap yang merupakan pembayaran tahap akhir atas pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas 
B, dibayarkan oleh KIK EBA kepada Pemegang EBA Kelas B, pada Tanggal Pelunasan Akhir 
Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B.
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(xxviii) “Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah jumlah Arus Kas 
Tetap yang merupakan pembayaran sebagian-sebagian secara bertahap atas pelunasan 
Pokok Investasi EBA Kelas A, dibayarkan oleh KIK EBA kepada Pemegang EBA Kelas A, 
pada Tanggal-Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A.

(xxix) “Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B” adalah jumlah Arus Kas 
Tidak Tetap, jika ada, yang merupakan pembayaran sebagian-sebagian secara bertahap 
atas pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas B, dibayarkan oleh KIK EBA kepada Pemegang 
EBA Kelas B, pada Tanggal-Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas B.

(xxx) “Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A” adalah jumlah Arus Kas Tetap yang 
merupakan pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A.

(xxxi) “Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B” adalah jumlah Arus Kas Tidak Tetap, 
jika ada, yang merupakan pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B.

(xxxii) “Kekayaan KIK-MandiriGIAA01” adalah seluruh kekayaan KIK-MandiriGIAA01. 

(xxxiii) “Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” 
adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi 
pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus2014 
tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta 
penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di 
kemudian hari.

(xxxiv) “KIK EBA” adalah akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket No. 4 tanggal 3 Mei 2018 jo. akta 
Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga 
Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket No. 49 tanggal 22 Juni 2018, keduanya dibuat di 
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian, untuk kepentingan para Pemegang EBA, termasuk perjanjian-
perjanjian perubahannya (bila ada). Semua rujukan KIK EBA sebagai subyek dalam KIK EBA 
berarti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sesuai kewenangan dan kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian KIK-EBA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
semua rujukan kepada kepemilikan oleh KIK EBA berarti kepada Kekayaan KIK EBA. Dalam 
Prospektus ini KIK EBA adalah sama dengan KIK-MandiriGIAA01.

(xxxv) “KIK-MandiriGIAA01” adalah KIK EBA. Dalam Prospektus ini KIK EBA dapat juga disebut 
dengan KIK-MandiriGIAA01, penyebutan mana semata-mata untuk memudahkan pemahaman 
suatu kalimat dalam Prospektus.

(xxxvi) “Konfirmasi Tertulis” adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo EBA Kelas A milik 
Pemegang EBA Kelas A, yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 
atau Pemegang Rekening Efek berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening EBA Kelas A 
dengan Pemegang EBA Kelas A, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang EBA 
Kelas A untuk mendapatkan pembayaran Pokok Investasi EBA Kelas A dan pembayaran Hasil 
Investasi EBA Kelas A, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan EBA Kelas A.

(xxxvii) “Konsultan Hukum” adalah konsultan hukum pasar modal yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan, yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum mengenai peralihan kekayaan 
yang menjadi portofolio Kekayaan KIK EBA.

(xxxviii) “Laporan Bulanan” adalah laporan bulanan KIK EBA sebagaimana diatur dalam POJK 
Tentang Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(xxxix) “Lembaga Pemeringkat Efek” adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau lembaga 
pemeringkat lainnya yang akan ditunjuk di kemudian hari oleh Manajer Investasi dan yang 
telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pemeringkat dari Bapepam dan LK atau OJK.
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(xl) “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”/“KSEI” adalah PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar 
Modal yang dalam penerbitan EBA Kelas A bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan 
Perjanjian Agen Pembayaran dan sebagai pengadministrasi EBA Kelas A berdasarkan 
Perjanjian Pendaftaran EBA Kelas A.

(xli) “Manajer Investasi” adalah PT Mandiri Manajemen Investasi.

(xlii) “Manajer Investasi Pengganti” adalah manajer investasi yang ditunjuk untuk menggantikan 
atau sebagai pengganti Manajer Investasi.

(xliii) “Masa Penawaran” adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran 
Umum dan menjual EBA Kelas A, yang tanggal dan jangka waktunya akan ditentukan oleh 
Manajer Investasi dalam Prospektus. 

(xliv) ”Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” adalah lembaga yang independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai 
Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (dua puluh satu Desember dua ribu dua 
belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 
Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan 
kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(xlv) “Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah pembayaran sebagian-
sebagian secara bertahap atas pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas A oleh Manajer Investasi 
kepada Pemegang EBA Kelas A secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan EBA Kelas A 
oleh masing-masing Pemegang EBA Kelas A, dilaksanakan pada Tanggal-Tanggal Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dan pada Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi 
EBA Kelas A.

(xlvi) “Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B” adalah pembayaran sebagian-
sebagian secara bertahap atas pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas B oleh Manajer 
Investasi kepada Pemegang EBA Kelas B secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan 
EBA Kelas B oleh masing-masing Pemegang EBA Kelas B, dilaksanakan pada Tanggal-
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B dan 
pada Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B.

(xlvii) “Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A” adalah pembayaran uang tunai atas Hasil 
Investasi EBA Kelas A oleh Manajer Investasi kepada Pemegang EBA Kelas A secara 
proporsional sesuai jumlah kepemilikan EBA Kelas A oleh masing-masing Pemegang EBA 
Kelas A, dilaksanakan pada Tanggal-Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A.

(xlviii) “Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B” adalah pembayaran uang tunai atas Hasil 
Investasi EBA Kelas B oleh Manajer Investasi kepada Pemegang EBA Kelas A secara 
proporsional sesuai jumlah kepemilikan EBA Kelas A oleh masing-masing Pemegang EBA 
Kelas B, dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas B dan Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas B.

(xlix) “Pemegang EBA” adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang EBA. 
Pemegang EBA Kelas A adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang 
EBA Kelas A. Pemegang EBA Kelas B adalah Pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar 
Pemegang EBA Kelas B.

(l) “Pemegang Rekening Efek” adalah pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik 
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu Bank Kustodian dan 
atau Perusahaan Efek dan atau pihak lain yang disetujui Agen Pembayaran sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
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(li) “Pemegang Surat Berharga” adalah KIK-MandiriGIAA01.

(lii) “Pendapatan Penjualan Tiket” adalah uang hasil penjualan tiket (revenue) milik Penerbit 
Surat Berharga yang menjadi hak KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana ditentukan berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, Pendapatan 
Penjualan Tiket yang menjadi hak KIK-MandiriGIAA01 adalah atas rute Jeddah dan Madinah, 
di luar pendapatan yang diperoleh dari penerbangan Haji yang dijadwalkan oleh Kementerian 
Agama Republik Indonesia, sampai dengan jumlah sebesar Rp. 2.615.000.000.000 (dua 
triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Dalam hal selama 
jangka waktu 5 (lima) tahun Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima mencapai lebih dari  
Rp. 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah), maka kelebihan dari 
pendapatan tersebut merupakan hak dari Penerbit Surat Berharga. 

(liii) “Penitipan Kolektif” adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. Kustodian dalam hal ini adalah Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian/KSEI.

(liv) “Penerbit Surat Berharga” adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai penerbit 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket sebagaimana ternyata dalam Perjanjian 
Penerbitan Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket.

(lv) “Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan 
kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer 
Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam KIK-MandiriGIAA01 
istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian.

(lvi) “Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket” adalah 
perjanjian yang menjadi dasar penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket. Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket termaktub 
dalam Akta Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak atas Pendapatan Tiket Rute 
Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia Tbk. Atas Penjualan Tiket nomor  
62 tanggal 26 Juni 2018 jo. Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga Hak atas Pendapatan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah  
PT Garuda Indonesia Tbk. Atas Penjualan Tiket nomor 63 tanggal 27 Juli 2018, dibuat di 
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

(lvii) “Perjanjian Agen Pembayaran” adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi 
dan Bank Kustodian dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Pokok Investasi 
EBA Kelas A dan Hasil Investasi EBA Kelas A berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 ini, berikut 
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

(lviii) “Perjanjian Pendaftaran EBA Kelas A” adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian, sesuai kewenangan dan kewajibannya berdasarkan KIK-
MandiriGIAA01, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran EBA 
berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut 
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

(lix) “Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket” adalah perjanjian penyediaan 
jasa pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket yang akan dibuat antara Agen Pengumpulan 
Pendapatan dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sesuai kewenangan dan kewajibannya 
berdasarkan KIK-MandiriGIAA01.
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(lx) “POJK Tentang Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 
tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi 
Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang 
mungkin ada di kemudian hari.

(lxi)  “POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 
Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, 
dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

(lxii) “POJK Tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang 
mungkin ada di kemudian hari. 

(lxiii) “Pokok EBA Kelas A” adalah nilai EBA yang diterbitkan berdasarkan KIK-MandiriGIAA01, 
yaitu sebesar nilai nominal EBA Kelas A yang diterbitkan pada Tanggal Emisi.

(lxiv) “Pokok EBA Kelas B” adalah nilai EBA Kelas B yang diterbitkan berdasarkan KIK-
MandiriGIAA01, yaitu sebesar nilai penawaran EBA Kelas B pada Tanggal Emisi.

(lxv) “Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah pokok investasi dari Pemegang EBA pada EBA 
Kelas A, yaitu sebesar nilai nominal EBA Kelas A, yang sama dengan Pokok EBA Kelas A 
yang diterbitkan berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 ini pada Tanggal Emisi.

(lxvi) “Pokok Investasi EBA Kelas B” adalah pokok investasi dari Pemegang EBA pada EBA 
Kelas B, yaitu sebesar nilai penawaran EBA Kelas B pada Tanggal Emisi EBA Kelas B.

(lxvii) “Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana 
dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

(lxviii) ”Prospektus” adalah prospektus ini, yang merupakan prospektus sebagaimana dimaksudkan 
dalam POJK Tentang Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 

(lxix) “Rekening KIK EBA” adalah rekening atau rekening-rekening pengelolaan dan penyimpanan 
dana Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 yang dibuka pada dan oleh Bank Kustodian atas nama 
KIK EBA–Mandiri GIAA 01 qq Rekening Koleksi, ke dalam mana semua Kas Pendapatan 
Penjualan Tiket disimpan dan dibuat perhitungannya untuk dibayar kepada Pemegang EBA 
sesuai ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01.

(lxx) ”Rekening Pendapatan Penjualan Tiket" berarti rekening yang dibuka oleh Collection 
Agent untuk mengumpulkan Pendapatan Penjualan Tiket dari hari ke hari sebelum diserahkan 
kepada Pemegang Surat Berharga, yaitu KIK EBA–Mandiri GIAA 01, sesuai dengan Tanggal 
Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket.

(lxxi) “SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 
tanggal 14 Februari 2014tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan 
penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
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(lxxii) “Sertifikat Jumbo EBA Kelas A” adalah Sertifikat Jumbo EFEK BERAGUN ASET MANDIRI 
GIAA01 – SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET yang 
merupakan bukti penerbitan EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 – SURAT BERHARGA 
HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET, yang disimpan oleh Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang EBA untuk tujuan 
perdagangan tanpa warkat di Bursa Efek sebesar Total Pokok EBA dari waktu ke waktu. 
Sehubungan dengan Penawaran Umum EBA Kelas A dalam Prospektus ini, sebagai bukti 
penerbitan akan diterbitkan Sertifikat Jumbo EBA Kelas A.

(lxxiii) "Sertifikat Surat Berharga" berarti Sertifikat Surat Berharga yang akan diterbitkan oleh 
Penerbit sebagai bukti pemilikan Surat Berharga yang bersangkutan berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan. 

(lxxiv) “Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket” adalah surat berharga yang 
diterbitkan oleh Penerbit Surat Berharga yang memberikan Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket, yang dengan demikian memberikan hak kepada pemegangnya 
yaitu KIK-MandiriGIAA01 untuk menerima dan memiliki dana Pendapatan Penjualan Tiket, 
dan menjadi bukti atas kewajiban Penerbit Surat Berharga untuk menyerahkan dan hak KIK-
MandiriGIAA01 untuk menerima dana Pendapatan Penjualan Tiket sebesar jumlah yang 
ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket. 

(lxxv) “Surat Konfirmasi Kepemilikan EBA Kelas B” adalah bukti penerbitan EBA B dan 
kepemilikan atas EBA B, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian, diserahkan langsung kepada 
Pemegang EBA Kelas B. EBA Kelas B diatasnamakan Pemegang EBA Kelas B.

(lxxvi) “Tanggal Emisi” adalah tanggal: 1) distribusi EBA Kelas A ke dalam rekening Efek 
berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo EBA Kelas A oleh Bank Kustodian kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran EBA Kelas A, yang 
juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi EBA Kelas A dari pemodal kepada KIK-
MandiriGIAA01 melalui Pemegang Rekening Efek dan Agen Pembayaran sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi Agen Pembayaran, dan 2) penerbitan EBA Kelas B 
oleh Bank Kustodian kepada Pemegang EBA Kelas B, melalui rekening Efek milik Pemegang 
EBA Kelas B di Bank Kustodian. 

(lxxvii) “Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah Tanggal Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A terakhir, yaitu tanggal 
dimana bagian dari Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dan Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas A terakhir dibayarkan oleh KIK-MandiriGIAA01 kepada Pemegang EBA 
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A melalui Agen Pembayaran 
yaitu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yang jatuh pada tanggal 27 Juli 2023.

(lxxviii) “Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B” 
adalah Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas 
B yang terakhir, yaitu tanggal dimana bagian dari Pelunasan Pokok Bertahap Pokok Investasi 
EBA Kelas B dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B terakhir dibayarkan oleh KIK EBA 
kepada Pemegang EBA yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang EBA melalui 
Bank Kustodian. Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA 
Kelas B jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA  
Kelas A.

(lxxix) “Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A” adalah tanggal-tanggal Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas A oleh KIK-MandiriGIAA01 kepada Pemegang EBA yang namanya 
tercantum dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A melalui Bank Kustodian, yang akan 
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi EBA Kelas A sampai dengan 
Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A yaitu sebagaimana dirinci dalam Bab 
VI Prospektus. 
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(lxxx) “Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A” adalah tanggal-tanggal 
bagian Pokok Investasi EBA Kelas A secara bertahap dibayarkan oleh KIK-MandiriGIAA01 
kepada Pemegang EBA yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A 
melalui Agen Pembayaran yaitu yang akan terjadi pada tanggal ulang tahun Tanggal Emisi 
setiap tahun, yang tanggalnya sebagaimana dirinci pada bab VI angka 4.

(lxxxi) “Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas 
B” adalah tanggal-tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B dan Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas B oleh KIK EBA kepada Pemegang EBA yang namanya tercantum 
dalam Daftar Pemegang EBA melalui Bank Kustodian. Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B jatuh pada tanggal yang sama dengan 
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A.

(lxxxii) “Total Pokok EBA” adalah nilai total dari Pokok EBA yang diterbitkan berdasarkan KIK-
MandiriGIAA01. 

(lxxxiii) “Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:  
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta dengan peraturan pelaksanaannya.
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II.	RINGKASAN STRUKTUR TRANSAKSI

Informasi dan diagram transaksi di bawah ini hanya memberikan ringkasan umum mengenai struktur 
transaksi dari KIK EBA MANDIRI GIAA01-SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN 
TIKET. Keseluruhan informasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Prospektus ini.

Kelas dari EBA Jumlah Pokok Persentase
Kelas A Sebesar Rp 1.800.000.000.000 

(satu triliun delapan ratus miliar Rupiah)
90%

Kelas B Sebesar Rp 200.000.000.000
(dua ratus miliar Rupiah)

10%

Penawaran/Penjualan EBA 1.	 Penawaran Umum EBA Kelas A 
2.	 Penempatan Terbatas untuk EBA Kelas B

Penerbit Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket

Pemegang Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

KIK-MandiriGIAA01

Collection Agent PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi

Bank Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pencatatan Bursa Efek Indonesia

Hukum Yang Berlaku Hukum Indonesia

Peringkat EBA Kelas A 
(Pemeringkatan)

idAA+

Lembaga Pemeringkat Pefindo

Kredit Pendukung (Credit 
Enhancement)

-	 Subordinasi EBA Kelas B.
-	 Penjaminan kewajiban pembayaran Pendapatan 

Penjualan Tiket dari Penerbit Surat Berharga kepada 
KIK-MandiriGIAA01 pada Tahun Pertama sampai 
dengan Tahun Kelima oleh PT Asuransi Kredit Indonesia 
(Persero) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana 
termaktub dalam Surat Persetujuan Penjaminan No. 05/
KCJC/KWL I tanggal 25 Juli 2018 dengan nilai jaminan 
sebesar Rp 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar 
Rupiah) per tahun sehingga total nilai jaminan sebesar  
Rp 1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar 
Rupiah).

Amortisasi Pembayaran pokok setiap satu tahun dengan besaran 
amortisasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai 
penerbitan awal KIK-MandiriGIAA01. 
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Aset Dasar Investasi KIK-
MandiriGIAA01

Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, 
berjangka waktu 5 (lima) tahun, bernilai sampai dengan 
Rp 2.615.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus lima 
belas miliar Rupiah) dengan harga penerbitan sebesar  
Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)

Harga Aset Dasar Sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)

Hasil Investasi EBA kelas A Tetap dengan tingkat imbal hasil sebesar 9,75% (sembilan 
koma tujuh lima persen) dari pokok Investasi EBA Kelas A

Metode Perhitungan Hasil Investasi 
EBA kelas A

30/360

Tanggal Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas A Pertama

27 Oktober 2018

Tanggal Pelunasan Akhir Pokok 
Investasi EBA kelas A

27 Juli 2023

Tanggal Emisi EBA Kelas A 27 Juli 2018

Satuan Perdagangan  Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)

DIAGRAM STRUKTUR

Diagram struktur di bawah ini adalah ringkasan dari fitur dasar transaksi sekuritisasi Pendapatan 
Penjualan Tiket. Diagram struktur harus dibaca bersamaan dan secara keseluruhan dengan rincian 
informasi yang terdapat dalam Prospektus ini.

Skema Pengalihan Aset : 
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1.	 KIK EBA menghimpun dana melalui penawaran umum atas EBA Kelas A dan penempatan terbatas 
EBA Kelas B.

2.	 Pemegang EBA akan menerima EBA yang diterbitkan oleh KIK EBA.

3.	 Aset keuangan yang akan dibeli oleh KIK EBA adalah surat berharga dengan underlying asset 
berupa Pendapatan Penjualan Tiket yang timbul dari jasa penerbangan yang diberikan oleh Penerbit 
Surat Berharga kepada penumpang untuk rute Jeddah dan Madinah (“Manfaat”) sepanjang umur 
Surat Berharga yang dibeli oleh KIK EBA.

4.	 KIK-MandiriGIAA01 akan memperoleh Pendapatan Penjualan Tiket sebagaimana tersebut di atas 
selama 5 (lima) tahun (sesuai jumlah umur Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
yang dibeli) sampai dengan sebesar Rp. 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas 
miliar Rupiah).

5.	 Garuda Indonesia juga akan bertindak selaku Collection Agent (servicer) yang akan melakukan 
pengumpulan dan penyerahan hasil Investasi yang timbul dari Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01.

6.	 KIK-MandiriGIAA01 akan melakukan distribusi (i) hasil Investasi EBA Kelas A kepada Pemegang 
EBA Kelas A dan/atau pokok kepada Pemegang EBA Kelas A dan (ii) Pokok dan hasil Investasi 
EBA Kelas B kepada Pemegang EBA Kelas B sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment 
waterfall) sebagaimana diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.

7.	 EBA Kelas A akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan telah diperingkat oleh Perusahaan 
Pemeringkat Efek dimana EBA Kelas B tidak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan tidak 
akan diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
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III.  RINGKASAN INFORMASI PIHAK TERKAIT

Informasi di bawah ini adalah ringkasan dari pihak utama sehubungan dengan pembentukan dan 
transaksi sekuritisasi KIK-MandiriGIAA01. Untuk informasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam 
Prospektus ini.

Pihak Terkait

Penerbit Surat 
Berharga

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perseroan yang bergerak di 
bidang jasa transportasi udara, angkutan udara dan usaha lain yang terkait. 
Perseroan adalah penyedia jasa transportasi udara dengan predikat 5-Star 
Airlines dari Skytrax dengan 380 rute penerbangan domestic serta 205 rute 
penerbangan internasional berdasarkan Surat Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga 
Berjadwal dengan nomor SIUAU/NB-002.

Pemegang Surat 
Berharga

KIK-MandiriGIAA01 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek 
Beragun Aset antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi 
dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk 
sebagai hasil pemisahan (spin-off) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang 
Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/
PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan 
termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada 
PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (spin-off) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi 
menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi 
dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme 
kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi 
perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali 
tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi  
PT Mandiri Manajemen Investasi. Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri 
Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak  
PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek 
yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari otoritas pasar 
modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 
pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas 
dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam 
mengelola dana nasabah baik dana pengelolaan bersifat Reksa Dana maupun 
Non-Reksa Dana. 

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru 
yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi 
permasalahan investasi Efek di Pasar Modal dan di pasar uang yang berkaitan 
dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah  
PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan 
PT Bank Merincorp.

Total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai 
lebih dari Rp. 53.39 triliun per akhir Maret 2018. 
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Bank Kustodian Pihak yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk (“Maybank”). PT Bank Maybank Indonesia Tbk. telah mendapatkan 
izin dari otoritas Pasar Modal untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan 
Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-67/PM/1991 tanggal  
20 Juli 1991. 

Collection Agent PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Agen Penjual PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT BNI 
Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas ditunjuk sebagai 
Agen Penjual dalam penerbitan EBA melalui Penawaran Umum berdasarkan 
Perjanjian Agen Penjual yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Agen Penjual 
yang bersangkutan.

Penjamin 
Pembayaran Pokok

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah pihak yang memberikan 
penjaminan kewajiban pembayaran Pendapatan Penjualan Tiket dari Penerbit 
Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01 pada Tahun Pertama sampai 
dengan Tahun Kelima dari Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 
(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket).
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IV.  RINGKASAN SYARAT DAN KONDISI

Informasi di bawah ini adalah ringkasan dari fitur utama EBA, khususnya EBA Kelas A, yang ditawarkan 
secara penawaran umum melalui Prospektus ini. Untuk informasi yang lebih rinci dapat ditemukan 
dalam Prospektus ini.

Status, bentuk dan denominasi

EBA diterbitkan oleh KIK-MandiriGIAA01, yaitu dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan  
KIK-MandiriGIAA01 yang dikelola oleh Manajer Investasi. 

EBA akan diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

a.	 EBA Kelas A, dengan total nilai nominal sebesar Rp. 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus 
miliar Rupiah) mewakili 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak 
atas Pendapatan Penjualan Tiket, dan 

b.	 EBA Kelas B dengan total nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) 
mewakili 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak atas Pendapatan 
Penjualan Tiket.

EBA Kelas A diklasifikasikan sebagai EBA berarus kas tetap, sedangkan EBA Kelas B di klasifikasikan 
sebagai EBA berarus kas tidak tetap. EBA Kelas A dan EBA Kelas B dapat dipindahtangankan, tetapi 
hanya EBA Kelas A yang akan ditawarkan kepada publik, dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 
EBA dikeluarkan dalam pokok nominal Rp 1,00 (satu Rupiah) yang membuktikan hak milik bersama 
secara proporsional yang tidak terbagi atas Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket.

EBA akan diterbitkan pada Tanggal Emisi dengan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang 
EBA A dan Surat Konfirmasi Kepemilikan EBA Kelas B kepada Pemegang EBA B sebagai bukti 
kepemilikan EBA yang bersangkutan, yang bersamaan dengan efektifnya pembayaran atas pembelian 
Surat Berharga atas Pendapatan Penjualan Tiket oleh Bank Kustodian untuk kepentingan para 
Pemegang EBA, kepada Penerbit Surat Berharga. Penerbitan Surat Berharga Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket dilaksanakan dengan penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket oleh Penerbit Surat Berharga dan Pemegang Surat Berharga, penerbitan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga, sebagai 
bukti penyerahan Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket, termasuk hak-hak yang melekat, kepentingan 
dan manfaat yang berkaitan dengan Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket tersebut.

Imbal Hasil Investasi EBA Kelas A

Hasil Investasi EBA Kelas A dibayarkan setiap tiga bulan setelah Tanggal Emisi pada Tanggal – Tanggal 
Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A sebagaimana dirinci pada BAB VI angka 6 Prospektus ini.

Hasil Investasi EBA Kelas A adalah hasil investasi yang diperoleh Pemegang EBA atas Pokok 
Investasinya pada EBA yang dimilikinya sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment waterfall) 
sebagaimana diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.

EBA Kelas A memiliki imbal hasil tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. 

Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A

Pembayaran pelunasan bertahap pokok investasi akan dibayarkan secara bertahap pada Tanggal-
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A oleh KIK-MandiriGIAA01 kepada pemegang 
KIK-MandiriGIAA01 yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A.
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Perpajakan

Pembayaran-pembayaran imbal hasil atau pokok EBA tunduk pada peraturan-peraturan perpajakan 
yang berlaku. Jika pemotongan disyaratkan oleh hukum yang berlaku, Bank Kustodian wajib  
(i) memastikan bahwa pemotongan uang itu tidak melebihi jumlah minimum yang dipersyaratkan 
peraturan yang berlaku, dan (ii) membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi 
Pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A

Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A jatuh pada tanggal 27 Juli 2023.

Peringkat

Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Pefindo, EBA Kelas A memperoleh pemeringkatan idAA+. Hasil 
pemeringkatan tersebut menunjukkan kapasitas KIK-MandiriGIAA01 untuk membayar imbal hasil 
secara tepat waktu dan membayar penuh pokok yang terhutang kepada para Pemegang EBA Kelas A, 
sebelum maupun pada saat jatuh tempo.

Hasil pemeringkatan tidak merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual maupun memegang EBA 
Kelas A, tidak juga mengatasi risiko prepayment dan risiko kredit aset keuangan dalam portofolio KIK-
MandiriGIAA01. Hasil pemeringkatan ini dapat sewaktu-waktu direvisi kembali, diubah atau ditarik oleh 
Lembaga Pemeringkat.

Pencatatan

EBA Kelas A KIK-MandiriGIAA01 ini di catatkan di Bursa Efek Indonesia.

Hukum yang berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia.

Prioritas Pembayaran

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari pembayaran Pendapatan Penjualan Tiket 
yang dikoleksi dan diserahkan oleh Collection Agent.  Pemegang EBA Kelas A mempunyai hak untuk 
menerima pembayaran pelunasan bertahap Pokok Investasi EBA dan pembagian Hasil Investasi EBA 
lebih dahulu dari Pemegang EBA Kelas B. Tata urutan pembayaran (payment waterfall)  diuraikan dalam 
Bab VI Prospektus ini.

Manajer Investasi berwenang sepenuhnya untuk menentukan tanggal dari Tanggal Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas B dan Tanggal Pelunasan Bertahap EBA Kelas B, dan besarnya Jumlah 
Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B dan 
Jumlah Pelunasan Bertahap EBA Kelas B pada Tanggal Pelunasan Bertahap EBA Kelas B tersebut, 
dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan KIK-MandiriGIAA01 dan kemampuan pemenuhan 
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 
dan Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, Jumlah Pelunasan Akhir Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A sebagaimana diatur dalam 
KIK-MandiriGIAA01. Pemegang EBA Kelas B akan menerima pembayaran Pelunasan Bertahap EBA 
Kelas B yang terakhir setelah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dan Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas A yang terakhir.

EBA tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA sebelum tanggal jatuh tempo 
yang ditentukan.
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Ketidakmampuan Membayar KIK-MandiriGIAA01

Kondisi ketidakmampuan membayar KIK-MandiriGIAA01 terjadi apabila KIK-MandiriGIAA01 tidak 
mampu untuk memenuhi Pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas A pada suatu Tanggal Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, dan ketidakmampuan membayar tersebut tetap berlanjut 
hingga lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi 
EBA Kelas A yang bersangkutan, dalam hal terjadi kondisi ketidakmampuan membayar maka Manajer 
Investasi wajib menjual Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 dan/atau membubarkan KIK-MandiriGIAA01 
sebagaimana disebutkan dalam Bab XVI Prospektus ini. 

Kondisi tersebut di atas tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi untuk 
bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk melakukan penagihan dan melakukan koleksi atas 
Pendapatan Penjualan Tiket.

Aset Yang Disekuritisasi

Aset yang disekuritisasi dan menjadi portofolio kekayaan KIK-MandiriGIAA01 adalah semua hak, titel 
dan kepentingan atas, untuk dan terkait dengan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, 
yaitu Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket selama 5 (lima) tahun sampai dengan Rp. 2.615.000.000.000 
(dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) yang menjadi hak KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket.

Sesuai Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, dalam menjaga 
kesinambungan atas diperolehnya Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, Penerbit dilarang antara lain:

-	 mengubah bidang usaha Penerbit sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Penerbit 
terkecuali dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan;

-	 mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh 
Penerbit kecuali permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat adanya 
gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga;

dan wajib antara lain:

-	 menjalankan usaha dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, mengajukan, memperoleh, dan memelihara semua ijin dan persetujuan yang diperlukan 
untuk mengadakan rute penerbangan ke dan dari Jeddah dan Madinah;

-	 menyediakan pesawat terbang yang sesuai dan memadai untuk mengadakan dan memenuhi 
kebutuhan penerbangan ke dan dari Jeddah dan Madinah pada setiap saat selama Jangka Waktu 
Surat Berharga;

-	 memisahkan Pendapatan Penjualan Tiket dari aset Penerbit dan/atau memastikan bahwa 
Pendapatan Penjualan Tiket tidak masuk dalam harta/boedel pailit Penerbit dalam hal Penerbit 
pailit.
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V.  FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Investasi di Instrumen EBA Kelas A memiliki risiko. Berikut ini adalah ringkasan dari risiko–risiko yang 
mungkin dapat timbul dan menyebabkan ketidakmampuan KIK-MandiriGIAA01 untuk melakukan 
pembayaran Pokok Investasi EBA Kelas A dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A pada suatu 
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas A. Calon investor diharapkan membaca dengan seksama dan memahami Risiko-risiko yang 
terkait dengan investasi pada EBA Kelas A. 

A.	 Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari 
KIK-MandiriGIAA01 atas pembayaran pokok maupun imbal hasilnya ataupun keduanya pada saat 
tanggal pembayaran yang telah disepakati.

Adapun penyebab risiko kredit atas KIK-MandiriGIAA01 adalah sebagai berikut:

1.	 Risiko pencabutan izin usaha angkutan udara milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk 
rute Jeddah dan Madinah, yang menjadi dasar perolehan pendapatan dan pembayaran 
pelunasan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tiket Penjualan Tiket yang diterbitkan 
oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01, yang mungkin terjadi sebelum 
berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket tersebut.

2.	 Risiko Kegiatan Usaha Penerbit Surat Berharga Dan Collection Agent 

a.	 Risiko Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan bandara 
lainnya di Indonesia dapat menghambat kemampuan Penerbit Surat Berharga untuk 
melakukan ekspansi, meningkatkan utilisasi pesawat, memperbaiki kinerja ketepatan 
waktu (“On Time Performance” atau “OTP”) dalam menyediakan jasa transportasi udara 
yang aman, nyaman dan efisien. 

Walaupun penerbangan komersial Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup 
signifikan beberapa tahun terakhir ini, sumber daya dari beberapa segmen di dalam 
industri penerbangan termasuk antara lain fasilitas bandara dan sistem kontrol lalu lintas 
udara, penggunaannya telah mencapai kapasitas maksimum penggunaannya sebagai 
akibat dari peningkatan yang signifikan pada volume lalu lintas udara. Kemampuan 
Perseroan dalam melakukan ekspansi, meningkatkan utilisasi, meningkatkan OTP, serta 
untuk menyediakan sarana transportasi udara yang aman dan efisien di masa yang akan 
datang tergantung pada beberapa faktor dimana termasuk faktor yang di luar kendali 
Penerbit Surat Berharga, termasuk: 
1)	 Kapasitas slot pendaratan di bandara-bandara yang dilayani oleh Penerbit Surat 

Berharga, khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta dekat Jakarta dan 
Bandara Internasional Ngurah-Rai di Denpasar, Bali;  

2)	 Kapasitas terminal penumpang di setiap bandara yang dilayani Penerbit Surat 
Berharga, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dekat Jakarta; 

3)	 Kepadatan lalu lintas udara di beberapa bandara utama yang dilayani Penerbit 
Surat Berharga, khususnya Bandara Internasional Ngurah-Rai di Denpasar, Bali dan 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dekat Jakarta; 

4)	 Kualitas pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Controller) nasional;  
5)	 Kualitas sistem navigasi dan pengendalian lalu lintas darat pesawat di bandara-

bandara Indonesia; dan 
6)	 Batasan pada panjang dan/atau kekuatan landasan, sehingga akan mempengaruhi 

kapasitas muatan.
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Apabila salah satu dari faktor-faktor di atas tidak memadai, maka akan mengurangi 
kemampuan Penerbit Surat Berharga untuk melakukan ekspansi rute atau untuk 
meningkatkan frekuensi penerbangan pada rute yang telah tersedia termasuk rute Jeddah 
dan Madinah, meningkatkan OTP serta untuk menyediakan sarana transportasi udara 
yang aman, nyaman dan efisien.

b.	 Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah Terkait Rute Penerbangan Timur Tengah

Sebagai perusahaan penerbangan, Penerbit Surat Berharga diatur oleh Pemerintah 
melalui, antara lain, Kemenhub melalui DJPU. Kemenhub merupakan otoritas yang 
bertanggung jawab untuk mengatur sektor penerbangan Indonesia, antara lain, 
menerbitkan lisensi yang diperlukan untuk operasi penerbangan, penetapan batas atas 
tarif kelas ekonomi pada rute domestik untuk pelayanan penumpang yang dijual di 
Indonesia, membatasi tambahan beban bahan bakar bagi penumpang domestik dan jasa 
kargo dan menyetujui perjanjian bilateral internasional terkait transportasi udara dengan 
negara lain. Pemerintah melalui Kemenhub dapat sewaktu-waktu mengeluarkan suatu 
peraturan maupun kebijakan yang membatasi penerbangan rute Timur Tengah.

c.	 Risiko Geopolitik

Rute penerbangan yang dilakukan Penerbit Surat Berharga untuk rute Jeddah dan Madinah 
melewati area udara internasional dari berbagai negara. Perubahan terhadap risiko 
geopolitik dapat menjadi risiko setiap pesawat Penerbit Surat Berharga yang melewati 
area udara dari Negara lain. Risiko ini muncul dari berbagai keadaan seperti peperangan, 
kudeta maupun keadaan politik yang kurang kondusif pada suatu negara sehingga 
membahayakan pesawat udara yang terbang melintasi negara tersebut. Dalam hal ini 
pesawat Penerbit Surat Berharga akan melewati rute yang lebih panjang dibandingkan 
rute biasanya apabila terdapat indikasi hal tersebut, yang juga akan berpengaruh pada 
penjualan tiket berhubungan dengan keamanan dari penumpang. Selain itu penerbangan 
seringkali menjadi target dari terorisme.

d.	 Risiko Volume Penumpang Tidak Sesuai Perkiraan Awal

Volume lalu lintas berpengaruh langsung pada pendapatan Penerbit Surat Berharga. 
Volume lalu lintas yang ramai akan berdampak positif pada pendapatan Penerbit Surat 
Berharga. Namun, Perseroan juga menghadapi risiko volume kendaraan tidak sesuai 
dengan prediksi, terutama pada penjualan tiket. Hal ini dapat terjadi karena proyeksi yang 
terlalu optimis dan kebijakan-kebijakan yang tidak terpadu. Penurunan penjualan tiket juga 
dapat terjadi akibat dari kenaikan BBM serta melambatnya pertumbuhan ekonomi yang 
menyebabkan turunnya daya beli calon penumpang. Kondisi sosial yang saat ini terjadi 
di Indonesia, khususnya peristiwa penipuan agen perjalanan, juga dapat memberikan 
pengaruh negatif terhadap penurunan penumpang.

e.	 Risiko Bencana Alam dan Peristiwa Alam

Bisnis utama Penerbit Surat Berharga dalam jasa transportasi penerbangan sangatlah 
bergantung pada keadaan alam, dimana terdapat standar prosedur tertentu dalam 
penerbangan demi keselamatan penumpang. Kondisi alam tersebut belum dapat di 
prediksi secara sempurna, namun Penerbit Surat Berharga selalu melakukan mitigasi 
terhadap berbagai keadaan alam yang ekstrim serta standar prosedur penerbangan yang 
selalu dievaluasi dalam melakukan mengurangi berbagai risiko.
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f.	 Risiko Kegagalan Sistem

Penerbit Surat Berharga bergantung pada sistem Teknologi Informasi (“TI”) untuk 
menjalankan bisnisnya, termasuk: 
•	 Passenger Service Solution (PSS) yang menyediakan fungsi reservasi, penyediaan 

tiket ketersediaan tempat duduk dan kontrol keberangkatan yang memudahkan 
Penerbit Surat Berharga untuk mengatur jadwal penerbangan dan penempatan 
penumpang, serta menyediakan Penerbit Surat Berharga platform pendistribusian 
tiket; 

•	 Sistem pemesanan dan pembayaran tiket secara online (Internet Booking Engine/
IBE) yang menyediakan fasilitas mulai dari reservasi, e-ticketing, sampai pembayaran 
secara on line; 

•	 Sistem manajemen pendapatan menyediakan analisis data pasar (termasuk 
perubahan pada tarif airline partner dan pesaing) untuk memudahkan Penerbit 
Surat Berharga dalam mengembangkan segmentasi harga pada tarif dan alokasi 
ketersediaan tempat duduk dari seluruh segmen-segmen harga dengan tujuan untuk 
memaksimalkan yield penumpang secara efektif. 

Penerbit Surat Berharga berkeyakinan bahwa PSS dan sistem manajemen pendapatan 
yang tersedia saat ini, sangat terbatas kemampuannya untuk memaksimalkan penjualan 
termasuk keterbatasan dalam mengalokasikan persediaan tempat duduk dari seluruh 
kategori harga yang dapat mempengaruhi pemaksimalan yield penumpang secara efektif 
dibandingkan dengan pesaing Penerbit Surat Berharga. Saat ini, Penerbit Surat Berharga 
sedang melakukan proses peningkatan sistem manajemen penjualan dan pendapatan 
melalui implementasi sistem pelayanan penumpang dan sistem manajemen pendapatan 
yang baru. Peningkatan ini akan membutuhkan migrasi data dari sistem yang ada saat ini 
ke sistem yang baru. Penerbit Surat Berharga dimungkinkan untuk mengeluarkan dana 
dan sumber-sumber manajemen yang cukup signifikan untuk menyelesaikan migrasi 
data tersebut dan Penerbit Surat Berharga tidak dapat memastikan bahwa Penerbit Surat 
Berharga tidak akan menghadapi kesalahan migrasi data, dimana migrasi data akan 
selesai tepat waktu atau sistem informasi baru akan mencapai kinerja yang optimal sesuai 
dengan jadwal yang diinginkan. Kesalahan migrasi dapat mengakibatkan kehilangan data 
penting, meningkatkan biaya dan secara negatif mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan 
dan hasil usaha. 

Saat ini Penerbit Surat Berharga telah mengimplementasikan secara penuh tiket elektronik 
(e-ticket). Website dan sistem reservasi Penerbit Surat Berharga harus dapat menampung 
volume lalu lintas yang tinggi dan mampu menyampaikan informasi penerbangan secara 
akurat. Kegagalan pada website, sistem reservasi atau sistem telekomunikasi yang 
signifikan atau berulang dapat mengurangi daya tarik Penerbit Surat Berharga dan 
dapat menyebabkan pelanggan Penerbit Surat Berharga membeli tiket dari maskapai 
penerbangan lain. Setiap gangguan dalam sistem ini dapat mengakibatkan hilangnya 
beberapa data pelanggan, meningkatkan beban dan dapat berdampak negatif terhadap 
bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Penerbit Surat Berharga.

Sistem TI Penerbit Surat Berharga berhubungan dengan perpindahan informasi penting 
ke jaringan publik. Tingginya kemampuan penggunaan komputer, penemuan terbaru 
atau pengembangan lainnya dapat membahayakan atau melanggar sistem keamanan 
dan data pribadi yang tersimpan pada sistem tersebut. Siapapun yang dapat mengambil 
informasi penting atau mengganggu pelayanan atau usaha Penerbit Surat Berharga dapat 
mengganggu keamanan sistem TI Penerbit Surat Berharga. Internet adalah jaringan publik 
dan data yang dikirimkan melalui jaringan ini berasal dari beberapa sumber.  
 
Di masa lalu, virus komputer atau program perangkat lunak yang dapat mengakibatkan 
tidak berfungsinya komputer telah didistribusikan atau disebarluaskan melalui internet, virus 
komputer dapat masuk ke dalam sistem Penerbit Surat Berharga atau sistem pihak ketiga, 
yang dapat mengganggu kegiatan usaha Penerbit Surat Berharga atau mengakibatkan 
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tidak dapat diaksesnya sistem Penerbit Surat Berharga oleh pihak ketiga. Penerbit Surat 
Berharga mungkin diharuskan untuk meningkatkan modal yang signifikan dan sumber 
lain untuk melindungi dari ancaman pelanggaran keamanan atau untuk mengurangi 
permasalahan yang diakibatkan dari pelanggaran keamanan. Sistem keamanan mungkin 
belum cukup untuk melindungi pelanggaran keamanan dan kegiatan usaha Penerbit Surat 
Berharga dapat terpengaruh secara negatif dengan adanya pembatalan pembelian tiket 
apabila pelanggaran keamanan tidak ditanggulangi.

g.	 Risiko Penyebaran Penyakit

Dalam perpindahan antara negara sering kali beberapa dari penumpang membawa 
penyakit menular yang berasal dari negara lain yang menyebabkan terjangkitnya penyakit 
kepada penumpang lainnya. Sebagai contoh kasus Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV) yang merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh 
coronavirus yang dicatatkan menewaskan puluhan orang. Dampak dari penyebaran virus 
tersebut adalah penutupan rute penerbangan ke timur tengah untuk sementara waktu. 
Hal tersebut tentunya berdampak pada pendapatan Penerbit Surat Berharga sebagai 
penyedia jasa transportasi.

h.	 Risiko Berkurangnya Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain

Penerbit Surat Berharga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Karena itu 
tidak tertutup kemungkinan terjadinya perselisihan (dispute) dengan pihak lain (misalnya 
travel agent maupun penumpang) yang berujung pada proses pengadilan. Bila keputusan 
pengadilan tidak berpihak pada Penerbit Surat Berharga, hal itu akan berakibat pada 
risiko berkurangnya pendapatan Perseroan.  

Selain risiko usaha yang dapat terjadi dengan partner usaha, tidak menutup juga adanya 
gugatan dari pihak lainnya mengingat usaha yang dijalankan Penerbit Surat Berharga 
digunakan oleh seluruh masyarakat, sehingga selalu terdapat potensi gugatan dari 
masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan usaha oleh Penerbit Surat Berharga 
tersebut. Hal ini dapat berujung pada proses pengadilan dan berkurangnya pendapatan 
Penerbit Surat Berharga sebagaimana telah disebutkan di atas.

i.	 Risiko Siklus Industri

Karena industri penerbangan rentan terhadap siklus ekonomi, industri penerbangan secara 
historis mengalami kerugian keuangan yang signifikan selama kemerosotan ekonomi 
dan periode ketidakstabilan politik dan sosial, setiap penurunan trafik penumpang (yang 
mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat dikendalikan 
oleh Penerbit Surat Berharga) dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan Penerbit 
Surat Berharga dan hasil operasi. Selain itu, industri penerbangan cenderung bersifat 
musiman, dengan sebagian besar pendapatan Penerbit Surat Berharga dari layanan 
penumpang yang dihasilkan selama paruh kedua tahun ini karena perjalanan untuk 
pariwisata selama liburan musim panas sekolah dan musim liburan akhir tahun.

Pendapatan Penerbit Surat Berharga dari layanan penumpang domestik juga dipengaruhi 
oleh rendahnya permintaan selama kuartal pertama tahun keuangan karena baik 
penumpang bisnis maupun rekreasi cenderung lebih sedikit bepergian. Awal tahun 
keuangan adalah saat ketika orang merencanakan kegiatan mereka untuk tahun depan. 
Selain itu, sebagian besar perusahaan juga sedang dalam proses penyelesaian strategi 
bisnis mereka, oleh karena itu semakin kecil kemungkinan karyawan mereka akan 
melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis. Selama bulan Ramadhan, yang biasanya 
terjadi pada musim panas di setiap tahun, Umat Muslim cenderung untuk tidak melakukan 
kegiatan mereka selama puasa, sehingga menyebabkan penurunan permintaan.
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j.	 Risiko Perubahan Aliansi

Penerbit Surat Berharga resmi bergabung dengan SkyTeam pada Maret 2014 dengan 
tujuan memperluas jaringannya secara global melalui maskapai lainnya yang diharapkan 
pada masa depan akan menghasilkan pendapatan tambahan. Untuk bergabung dengan 
SkyTeam, Penerbit Surat Berharga berkomitmen untuk berbagai investasi termasuk 
integrasi sistem TI dan ketentuan terkait lainnya. Penerbit Surat Berharga tidak dapat 
meyakinkan investor, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi keanggotaan 
SkyTeam atau dalam hubungannya dengan maskapai mitra Penerbit Surat Berharga. 
Penerbit Surat Berharga tidak dapat meyakinkan investor bahwa manfaat yang diperoleh 
dari aliansi global SkyTeam akan melebihi biaya investasi awal atau biaya tersebut dapat 
diteruskan ke pelanggan Penerbit Surat Berharga. Penerbit Surat Berharga tidak dapat 
memberikan jaminan tentang manfaat relatif dari berada dalam aliansi global SkyTeam 
dibandingkan dengan aliansi lainnya.

k.	 Hasil operasi Penerbit Surat Berharga dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu yang 
disebabkan oleh perubahan siklus industri penerbangan dan bersifat musiman.

Akibat dari sifat industri penerbangan yang rentan terhadap siklus ekonomi, selama 
terjadi krisis ekonomi dan periode ketidakstabilan politik dan sosial di masa lalu, industri 
penerbangan mengalami kerugian keuangan yang signifikan. Setiap penurunan pasar 
penumpang penerbangan di masa yang akan datang (yang mungkin disebabkan oleh 
faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat dikendalikan oleh Penerbit 
Surat Berharga) dapat secara negatif mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha 
Penerbit Surat Berharga. Selain itu, industri penerbangan cenderung bersifat musiman. 
Penerbit Surat Berharga menghasilkan sebagian besar pendapatan dari penerbangan 
berjadwal pada semester II setiap tahunnya, dengan pemintaan pelayanan penumpang 
tertinggi terjadi di pertengahan bulan Juni sampai pertengahan September dan akhir bulan 
Desember sampai dengan awal bulan Januari, dimana hal ini konsisten dengan musim 
padat untuk liburan sekolah dan akhir tahun.

l.	 Risiko Operasional 

Penerbit Surat Berharga memiliki risiko operasional yang dapat terjadi karena tidak 
lengkapnya dan tidak berfungsinya sistem, prosedur, pengawasan, maupun perselisihan 
(termasuk perselisihan hubungan industrial) dalam lingkungan Penerbit Surat Berharga 
sehingga akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Penerbit Surat Berharga. 
Di samping itu risiko ini juga timbul karena kurang tersedianya tenaga yang terampil 
dan berpengalaman serta sarana komunikasi atau infrastruktur yang kurang menunjang 
jaringan operasi Penerbit Surat Berharga khususnya untuk Rute Jeddah dan Madinah.

m.	 Reputasi dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat kecelakaan 
atau insiden pesawat

Kecelakaan atau insiden pesawat terbang tidak hanya melibatkan biaya perbaikan 
atau penggantian pesawat yang rusak maupun kerugian pelayanan yang dapat bersifat 
sementara atau permanen, tetapi juga ada potensial klaim yang signifikan dari penumpang 
yang terluka dan korban penumpang meninggal. Walaupun Penerbit Surat Berharga 
berkeyakinan bahwa Penerbit Surat Berharga menjaga kecukupan cakupan asuransi 
dibandingkan dengan maskapai penerbangan Indonesia lainnya, tingkat cakupan asuransi 
mungkin tidak memadai dan Penerbit Surat Berharga mungkin terpaksa menanggung 
kerugian besar yang timbul dari kecelakaan atau insiden. Klaim yang signifikan akibat 
kecelakaan atau insiden pesawat terbang yang melebihi dari nilai perlindungan asuransi 
dapat berdampak negatif yang bersifat material terhadap hasil operasi dan kondisi 
keuangan Penerbit Surat Berharga. Selain itu, setiap kecelakaan atau insiden pesawat 
terbang, bahkan jika diasuransikan sepenuhnya, bisa menciptakan persepsi publik bahwa 
Penerbit Surat Berharga kurang aman atau kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan 
maskapai lain, yang akan membahayakan bisnis, reputasi dan hasil usaha Penerbit Surat 
Berharga.
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B.	 Risiko Likuiditas Perdagangan EBA Kelas A

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka 
waktu tertentu, dimana hal ini dapat terjadi jika investor tidak dapat dan/atau kesulitan dalam menjual 
kepemilikan EBA kepada pihak lain di pasar sekunder, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 
seperti kondisi ekonomi dan pasar.

C.	 Risiko Operasional

Risiko operasional (operational risk) adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau 
tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. 
Adapun penyebab risiko operasional atas KIK-MandiriGIAA01 adalah sebagai berikut:

Risiko Operasional eksternal

1.	 Risiko kejadian eksternal 

Risiko terjadinya bencana alam, yang berdampak pada jasa transportasi udara yang ditawarkan 
tidak dapat dilaksanakan atau hancurnya armada pesawat atau rusaknya infrastruktur yang 
dibutuhkan dalam mendukung aktivitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berimplikasi 
kepada tidak adanya Pendapatan Penjualan Tiket untuk pembayaran kewajiban Penerbit 
Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang diterbitkan 
Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01.

2.	 Risiko Perubahan Standar Akuntansi

Perubahan standar akuntansi yang berlaku dapat berdampak pada struktur investasi  
KIK-MandiriGIAA01 berikut dengan kewajiban-kewajiban finansial dari KIK-MandiriGIAA01.

3.	 Risiko Politik

Tindakan Pemerintah atau kejadian bermotif politik yang menyebabkan perubahan pengambilan 
kebijakan mengenai industri dirgantara berpotensi berdampak negatif terhadap Hak atas 
Pendapatan Penjualan Tiket yang seharusnya beralih kepada KIK-MandiriGIAA01.

4.	 Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Dan Peraturan

Sama dengan risiko politik, perubahan kebijakan dan peraturan dapat memberikan dampak 
negatif terhadap kinerja KIK-MandiriGIAA01 baik dari sisi keuangan, hukum, maupun 
perpajakan dan aspek terkait lainnya. 

5.	 Risiko Penyedia Jasa

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Penerbit Surat Berharga dan Collection Agent 
memiliki risiko operasional yang dapat terjadi karena tidak lengkapnya dan tidak berfungsinya 
sistem, prosedur dan pengawasan dalam lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
sehingga akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk. Di samping itu risiko ini juga timbul karena kurang tersedianya tenaga yang terampil dan 
berpengalaman serta sarana komunikasi atau infrastruktur yang kurang menunjang jaringan 
operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. khususnya untuk Rute Jeddah dan Madinah.
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Risiko Operasional Internal 

1.	 Risiko Operasional Manajer Investasi 

Manajer Investasi, dalam hal ini PT Mandiri Manajemen Investasi, adalah perusahaan manajer 
investasi yang dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko operasional. 

2.	 Risiko Operasional Bank Kustodian

Bank Kustodian, dalam hal ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk., adalah bank umum yang 
dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko operasional. 

D.	 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan KIK-MandiriGIAA01 dalam 
mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan 
bagi perusahaan.

Adapun penyebab risiko hukum atas KIK-MandiriGIAA01 adalah sebagai berikut:

1.	 Risiko Kepailitan Penerbit Surat Berharga dan Collection Agent

Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket akan dialihkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
sebagai Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan Akta Perjanjian 
Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Namun demikian, 
mengingat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertindak juga sebagai Collection Agent yang 
melakukan pengumpulan dana Pendapatan Penjualan Tiket yang ditempatkan pada rekening 
milik Collection Agent, maka terdapat risiko bahwa dana Pendapatan Penjualan Tiket yang 
belum diserahkan kepada KIK-MandiriGIAA01 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk baik 
sebagai Penerbit Surat Berharga maupun Collection Agent masuk dalam boedel pailit dalam 
hal Penerbit Surat Berharga maupun Collection Agent pailit.

2.	 Perbedaan Pendapat dalam Hal Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket

Perbedaan pendapat atas aspek keuangan, hukum, maupun perpajakan dan aspek terkait 
lainnya mengenai penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket yang seharusnya beralih kepada KIK-MandiriGIAA01, dapat 
berdampak negatif terhadap Pendapatan Penjualan Tiket yang seharusnya diterima oleh KIK-
MandiriGIAA01.

E.	 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko perubahan nilai pasar wajar dari KIK-MandiriGIAA01 karena adanya 
perubahan tingkat imbal hasil yang berpotensi berakibat turun atau naiknya nilai pasar wajar dari 
KIK-MandiriGIAA01.

Risiko-risiko tersebut di atas akan mempengaruhi hasil pemeringkatan oleh Lembaga Pemeringkat.

Dengan membeli EBA, pemegang EBA menyadari dan memahami serta bersedia menanggung risiko-
risiko tersebut di atas.



24

Prospektus Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A

VI.  INFORMASI MENGENAI EBA

1.	 PEMBENTUKAN, TUJUAN INVESTASI DAN POKOK EBA

Akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket No. 4 tanggal 3 Mei 2018 jo. akta Addendum I Kontrak Investasi 
Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket No. No. 49 tanggal 22 Juni 2018, keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Tujuan investasi KIK-MandiriGIAA01 adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari 
pendapatan berkala dan/atau imbal hasil jangka menengah hingga panjang kepada para Pemegang 
EBA dari Pendapatan Penjualan Tiket.

Sesuai dengan jumlah dana hasil Penawaran Umum EBA Kelas A dan penjualan secara terbatas 
EBA Kelas B, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), KIK-MandiriGIAA01 akan 
melakukan pembelian Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, berjangka waktu  
5 (lima) tahun, bernilai sampai dengan Rp 2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas 
miliar Rupiah) dengan harga penerbitan sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

2.	 PENAWARAN UMUM

Prospektus ini dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka Penawaran Umum 
atas EBA Kelas A dalam Masa Penawaran, dengan jumlah sebesar Rp 1.800.000.000.000 (satu 
triliun delapan ratus miliar Rupiah) EBA Kelas A, dengan harga sebesar nilai nominal Rp.1,- (satu 
Rupiah) setiap EBA Kelas A, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jumbo EBA Kelas A pada 
Tanggal Emisi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bekerja sama dengan Agen Penjual akan mengundang 
masyarakat untuk berinvestasi dalam EBA Kelas A dari KIK-Mandiri GIAA01 yang akan berinvestasi 
dalam Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket. 

Partisipasi para Pemegang EBA dalam KIK-Mandiri GIAA01 dilakukan dengan membeli EBA, yang 
diterbitkan KIK-Mandiri GIAA01 dalam 2 (dua) kelas, pada Tanggal Emisi, yaitu:

a.	 EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan 
ratus miliar Rupiah), yang untuk pertama kalinya adalah EBA Kelas A, mewakili 90% (sembilan 
puluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
yang diterbitkan oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-Mandiri GIAA01 pada Tanggal 
Emisi, dan 

b.	 EBA Kelas B dengan total nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), 
mewakili 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket yang diterbitkan oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-Mandiri GIAA01 
pada Tanggal Emisi. 

EBA Kelas A akan dijual melalui Penawaran Umum kepada publik, dan dicatatkan pada Bursa Efek 
Indonesia dan EBA Kelas B hanya akan dijual dengan penempatan terbatas. 

EBA Kelas A dan EBA Kelas B dapat dipindahtangankan.

Dengan kepemilikannya atas EBA, setiap Pemegang EBA memperoleh hak atas partisipasi 
bersama yang proporsional atas Kekayaan KIK-MandiriGIAA01.
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Setiap EBA dalam EBA Kelas A dan EBA Kelas B:

a.	 mempunyai waktu pelunasan paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

b.	 diterbitkan dalam pokok nominal Rp. 1,- (satu) Rupiah yang membuktikan hak milik bersama 
secara proporsional yang tidak terbagi atas Pendapatan Penjualan Tiket.

EBA akan diterbitkan pada Tanggal Emisi bersamaan dengan efektifnya pembayaran pembelian 
atas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket oleh KIK-MandiriGIAA01 kepada 
Penerbit Surat Berharga dan penyerahan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01 
yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Kustodian, dengan menandatangani Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket dan penyerahan Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01 yang dalam 
hal ini diwakili oleh Bank Kustodian.

Penawaran Umum EBA Kelas A telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan 
Surat Keputusan Kepala Eksekutif OJK No. S-693/PM.21/2018 tanggal 2 Juli 2018.

3.	 KELAS, BUKTI PENERBITAN DAN PERDAGANGAN EBA KELAS A

EBA yang diterbitkan dan ditawarkan berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 terdiri dari 2 (dua) kelas 
yaitu:

a.	 EBA KELAS A, yang merupakan EBA Arus Kas Tetap; dan

b.	 EBA KELAS B, yang merupakan EBA Arus Kas Tidak Tetap.

Bukti Penerbitan EBA adalah:

i.	 Sertifikat Jumbo EBA Kelas A didaftarkan atas nama KSEI dalam kedudukannya 
sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan total nilai nominal sebesar  
Rp 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah), mewakili 90% (sembilan puluh 
persen) persen dari Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 pada Tanggal Emisi, dan

ii.	 Surat Konfirmasi Kepemilikan EBA Kelas B atas nama Pemegang EBA Kelas B dengan total 
nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) mewakili 10% (sepuluh 
persen) dari Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 pada Tanggal Emisi.

Bank Kustodian, berdasarkan Perjanjian Pendaftaran EBA Kelas A, akan menginstruksikan KSEI 
untuk mendaftar, memelihara memperbaharui, dan melaporkan kepada Bank Kustodian nama-
nama para Pemegang EBA Kelas A dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A menurut prosedur KSEI, 
pada waktu Tanggal Emisi.

Tiap Pemegang EBA Kelas A wajib membuka rekening atas namanya di perusahaan efek atau di 
bank kustodian yang menjadi anggota KSEI.

Setiap Pemegang EBA Kelas A dicatat oleh KSEI dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A dan catatan 
tersebut mengesahkan Pemegang EBA Kelas A sebagai pemilik sah yang berhak atas manfaat 
EBA Kelas A.

Penerbitan Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang diserahkan kepada KSEI adalah untuk memfasilitasi 
penjualan EBA Kelas A dalam bentuk tanpa warkat melalui mekanisme transaksi Over The Counter 
(“OTC”).
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Perdagangan EBA Kelas A dilakukan melalui mekanisme perdagangan OTC dengan syarat-syarat 
dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan EBA 
Kelas A di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan/
atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Sertifikat Jumbo EBA Kelas A akan diganti oleh Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang baru pada tiap 
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, dalam nilai sebesar Pokok EBA Kelas 
A yang tersisa setelah pembayaran pelunasan bertahap pada Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi EBA Kelas A yang bersangkutan.

Bukti kepemilikan EBA Kelas A bagi Pemegang EBA Kelas A adalah Konfirmasi Tertulis yang 
diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening Efek 
berdasarkan perjanjian pembukaan rekening Efek yang dibuat antara Pemegang EBA Kelas A 
dan Pemegang Rekening Efek. Konfirmasi Tertulis bukan merupakan EBA sehingga tidak dapat 
dialihkan atau diperdagangkan.

Pemegang EBA tidak dapat melakukan penjualan kembali EBA yang dimilikinya kepada KIK-
MandiriGIAA01, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

4.	 PRIORITAS PEMBAYARAN

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari pembayaran Pendapatan Penjualan 
Tiket yang dilakukan oleh Collection Agent sesuai ketentuan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga 
Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Pemegang EBA Kelas A mempunyai hak untuk dibayar 
lebih dahulu dari Pemegang EBA Kelas B, di mana Pemegang EBA Kelas B akan menerima 
pembayaran pokok setelah dilakukan pembayaran kepada Pemegang EBA Kelas A pada setiap 
Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A yang 
bersangkutan, menurut tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana diuraikan dalam 
BAB VI Prospektus ini.

Manajer Investasi berwenang sepenuhnya untuk menentukan tanggal dari Tanggal Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas B dan Tanggal Pelunasan Bertahap EBA Kelas B, dan besarnya 
Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA 
Kelas B dan Jumlah Pelunasan Bertahap EBA Kelas B pada Tanggal Pelunasan Bertahap EBA 
Kelas B tersebut, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan KIK-MandiriGIAA01 dan 
kemampuan pemenuhan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 
Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 dan Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, 
Jumlah Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A dan Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA 
Kelas A sebagaimana diatur dalam KIK-MandiriGIAA01. Pemegang EBA Kelas B akan menerima 
pembayaran Pelunasan Bertahap EBA Kelas B yang terakhir setelah Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A yang terakhir.

5.	 PELUNASAN POKOK INVESTASI EBA KELAS A

Pemegang EBA Kelas A mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan partial Pokok Investasi EBA 
Kelas A secara bertahap setiap 1 (satu) tahun sekali sebesar Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi EBA Kelas A pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dan 
terakhir pada Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pembayaran Ke
Indikatif Tanggal 

Pelunasan Bertahap 
Pokok Investasi

Persentase 
Pelunasan Bertahap 

Pokok Investasi

Nominal Pokok 
Investasi
(Rupiah)

Pelunasan Bertahap 
Pokok Investasi

(Rupiah)
1 27 Juli 2019 20,00% 1.800.000.000.000 360.000.000.000
2 27 Juli 2020 20,00% 1.440.000.000.000 360.000.000.000
3 27 Juli 2021 20,00% 1.080.000.000.000 360.000.000.000
4 27 Juli 2022 20,00% 720.000.000.000 360.000.000.000
5 27 Juli 2023 20,00% 360.000.000.000 360.000.000.000
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Hak memperoleh Pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas A terbatas kepada Kekayaan  
KIK-MandiriGIAA01 yang dari waktu ke waktu tersedia, setelah dikurangi Biaya-Biaya  
KIK-MandiriGIAA01 sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana 
diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.

6.	 PEMBAGIAN HASIL INVESTASI EBA KELAS A

a.	 Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan Besarnya Hasil Investasi

Hasil Investasi EBA Kelas A dibayarkan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas 
A yaitu setiap tiga bulan pada tanggal-tanggal sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah 
ini(kecuali hari tersebut merupakan hari libur, maka pembayaran Imbal Hasil akan dibayarkan 
pada Hari Kerja berikutnya). Pembayaran pertama sehubungan dengan Tanggal Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas A jatuh pada tanggal 27 Oktober 2018. Tanggal-tanggal Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas A dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pembayaran Ke- Tanggal Imbal Hasil (Rupiah)
1 27 Oktober 2018 43.875.000.000
2 27 Januari 2019 43.875.000.000
3 27 April 2019 43.875.000.000
4 27 Juli 2019 43.875.000.000
5 27 Oktober 2019 35.100.000.000
6 27 Januari 2020 35.100.000.000
7 27 April 2020 35.100.000.000
8 27 Juli 2020 35.100.000.000
9 27 Oktober 2020 26.325.000.000
10 27 Januari 2021 26.325.000.000
11 27 April 2021 26.325.000.000
12 27 Juli 2021 26.325.000.000
13 27 Oktober 2021 17.550.000.000
14 27 Januari 2022 17.550.000.000
15 27 April 2022 17.550.000.000
16 27 Juli 2022 17.550.000.000
17 27 Oktober 2022 8.775.000.000
18 27 Januari 2023 8.775.000.000
19 27 April 2023 8.775.000.000
20 27 Juli 2023 8.775.000.000

b.	 Senioritas Terhadap EBA Kelas B

Pemegang EBA Kelas A memiliki hak atas pembayaran hasil investasi yang didahulukan dari 
Pemegang EBA Kelas B, dimana pembayaran Hasil Investasi EBA Kelas B dan Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B kepada Pemegang EBA Kelas B, jika ada, hanya akan 
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas B dan Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA 
Kelas B sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana diuraikan 
dalam BAB VI Prospektus ini. 
 
EBA Kelas B tidak memiliki tingkat pembagian hasil investasi yang tetap. Pemegang EBA 
Kelas B hanya berhak atas semua arus kas tersisa dari Rekening KIK-MandiriGIAA01 pada 
setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B sesuai dengan tata urutan pembayaran 
(payment waterfall) sebagaimana diuraikan pada Bab VI Prospektus ini.

Dalam hal terjadi kondisi ketidakmampuan membayar KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana 
diatur dalam BAB VI angka 9 Prospektus ini, maka Pelunasan EBA Kelas B hanya dapat 
dilaksanakan sampai seluruh pembayaran atas Pokok Investasi EBA Kelas A dan pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas A telah dibayar penuh.
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c.	 Pembulatan

Untuk mempermudah semua perhitungan dalam transaksi ini, semua persentase akan 
dibulatkan mendekati seratus ribu persentase, semua jumlah Rupiah akan dibulatkan ke nilai 
Rupiah terdekat.

7.	 PEMBAYARAN PELUNASAN POKOK INVESTASI DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI EBA 
KELAS A

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari pembayaran Pendapatan Penjualan 
Tiket oleh Penerbit, sesuai ketentuan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang 
diterbitkan oleh Penerbit, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket dan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Tiket, yang tersedia 
pada Rekening KIK-MandiriGIAA01 sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment waterfall) 
sebagaimana diuraikan pada Bab VI Prospektus ini.

EBA Kelas A tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA Kelas A sebelum 
Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A.

Pembayaran Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A dilaksanakan secara 
berkala setahun sekali pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A 
dan terakhir pada Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A. Pembayaran Jumlah 
Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A dilaksanakan setiap triwulan sekali pada setiap Tanggal 
Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A.

Pada tiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas A, Bank Kustodian akan mewajibkan KSEI sebagai Agen Pembayaran untuk membayar 
pokok atas EBA Kelas A kepada Pemegang EBA Kelas A yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
EBA secara pro rata sesuai dengan tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana 
diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini. 

Pada Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B, 
Bank Kustodian akan membayar Pokok Investasi EBA Kelas B dan Hasil Investasi EBA Kelas B 
secara pro rata kepada pemegang EBA Kelas B, akan tetapi pembayaran pokok atas EBA Kelas B 
tidak akan dilakukan sebelum EBA Kelas A dibayar penuh sesuai dengan tata urutan pembayaran 
(payment waterfall) sebagaimana diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.

Semua pembayaran atas EBA dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh KSEI sebagai Agen 
Pembayaran dengan cara transfer ke rekening Pemegang EBA pada tiap Tanggal Pembayaran. 

Pembayaran Pokok Investasi dan Pembagian Hasil Investasi hanya dapat dilakukan sepanjang 
tersedia dana dalam Rekening KIK-MandiriGIAA01 sesuai tata urutan pembayaran (payment 
waterfall) sebagaimana diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.

Pembayaran Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B pada setiap Tanggal 
Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B dan terakhir pada 
Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B, dilaksanakan 
sesuai tata urutan pembayaran (payment waterfall) sebagaimana diuraikan dalam BAB VI 
Prospektus ini.

Dalam hal terjadinya kondisi ketidakmampuan membayar KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana diatur 
dalam BAB VI angka 9 Prospektus ini, EBA Kelas B tidak dilunasi sampai seluruh pembayaran atas 
Pokok Investasi EBA Kelas A dan pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A telah dibayar penuh.
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8.	 PERPAJAKAN

Pembayaran-pembayaran imbal hasil atau pokok EBA tunduk pada peraturan-peraturan 
perpajakan yang berlaku. Baik KIK-MandiriGIAA01 maupun Collection Agent, Manajer Investasi, 
Bank Kustodian atau Agen Pembayaran tidak bertanggung jawab untuk membayar jumlah-jumlah 
tambahan kepada para Pemegang EBA dalam hal adanya pemotongan yang terkait dengan pajak 
yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika pemotongan disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib (i) memastikan 
bahwa pemotongan uang itu tidak melebihi jumlah minimum yang dipersyaratkan peraturan yang 
berlaku, dan (ii) membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi Pemerintah 
yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Untuk memenuhi peraturan-peraturan perpajakan, Bank Kustodian dapat menugaskan pada 
konsultan pajak untuk mengaudit pajak-pajak dari KIK-MandiriGIAA01 (apabila diperlukan). Biaya-
biaya untuk tujuan tersebut dibebankan kepada KIK-MandiriGIAA01. 

Semua pembayaran pajak KIK-MandiriGIAA01 diambil dari Rekening KIK-MandiriGIAA01.

9.	 KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR KIK-MANDIRIGIAA01

Ketidakmampuan membayar KIK-MandiriGIAA01 terjadi apabila KIK-Mandiri GIAA01 tidak mampu 
untuk memenuhi Pelunasan Pokok Investasi EBA Kelas A pada suatu Tanggal Pelunasan Bertahap 
Pokok Investasi EBA Kelas A, dan ketidakmampuan membayar tersebut tetap berlanjut hingga 
lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA 
Kelas A yang bersangkutan, maka Manajer Investasi wajib menjual Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 
dan/atau membubarkan KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana disebutkan dalam Bab XVI Prospektus 
ini. 

Kondisi tersebut di atas tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi 
untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk melakukan penagihan dan melakukan koleksi 
atas Pendapatan Penjualan Tiket.

10.	 RAPAT UMUM PEMEGANG EBA

Rapat Umum Pemegang EBA (“Rapat”) akan mengambil keputusan atas hal-hal yang tercantum 
dalam agenda yang mempunyai dampak secara material terhadap kepentingan para Pemegang 
EBA Kelas A, dan Pemegang EBA Kelas B setelah Pemegang EBA Kelas A terbayar lunas, yaitu 
hal-hal yang berkenaan dengan:

a.	 Usulan perubahan dan penyesuaian syarat dan ketentuan EBA, yang tidak karena diwajibkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b.	 Usulan penggantian Manajer investasi dan/atau Bank Kustodian; dan 

c.	 Rencana pembubaran dan likuidasi karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian. 

Hal-hal selain itu tidak memerlukan persetujuan Rapat, kecuali bilamana Bank Kustodian dan/atau 
Manajer Investasi menentukan lain. 

Rapat diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif Manajer Investasi, permintaan Bank 
Kustodian, atau atas permintaan tertulis dari para Pemegang EBA yang memegang tidak kurang 
dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh EBA Kelas A yang diterbitkan dan dimiliki oleh 
Pemegang EBA Kelas A saat itu, dan apabila tidak ada lagi Pemegang EBA Kelas A, maka dari 
seluruh EBA Kelas B yang diterbitkan dan dimiliki oleh Pemegang EBA Kelas B saat itu. Permintaan 
tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
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Dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan Pemegang EBA untuk mengadakan Rapat, 
maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada 
pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah diterimanya surat permohonan. 

Rapat diselenggarakan di tempat domisili Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di tempat 
lain yang disepakati antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi. selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
Hari Kerja sebelum pengumuman undangan kepada Pemegang EBA.
 
Undangan untuk Rapat kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum 
Rapat kedua atau ketiga dilakukan.

Undangan harus dengan tegas memuat rencana Rapat dan mengungkapkan informasi	  
antara lain sebagai berikut:	

a.	 Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan Rapat.

b.	 Agenda Rapat.

c.	 Pihak yang mengajukan usulan Rapat.

d.	 Pemegang EBA yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat; Kuorum yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan Rapat.

Undangan Rapat wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian yang 
beredar nasional, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum hari Rapat, tetapi 
tidak termasuk tanggal Rapat. Undangan wajib menyebut agenda Rapat untuk dibahas, tempat 
penyelenggaraan dan waktu Rapat.

Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh 
Pemegang EBA yang paling sedikit mewakili 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh 
jumlah Pokok Investasi EBA Kelas A yang terutang saat itu dan apabila sudah tidak terdapat lagi 
jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas A, dari seluruh jumlah nominal EBA Kelas B yang 
terutang saat itu, kecuali untuk Rapat dengan agenda usulan perubahan dan penyesuaian syarat 
dan ketentuan EBA, wajib dihadiri oleh Pemegang EBA yang mewakili tidak kurang dari 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari seluruh jumlah nominal EBA Kelas A terutang saat itu dan apabila tidak ada 
EBA Kelas A yang terutang, dari jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas B. Untuk menghindari 
keraguan, kehadiran Pemegang EBA Kelas B dalam Rapat tidak akan dihitung untuk korum Rapat 
dan Pemegang EBA Kelas B tidak mempunyai hak suara selama masih ada EBA Kelas A yang 
masih terhutang. 

Rapat dipimpin oleh wakil dari Manajer Investasi dan apabila wakil yang ditunjuk berhalangan, 
Rapat dapat dipimpin oleh seorang yang dipilih Rapat dari para Pemegang EBA yang hadir dalam 
Rapat.

Tata cara Rapat: 

a.	 Pemegang EBA, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri 
Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah EBA yang dimilikinya. 

b.	 Pemegang EBA Kelas A yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang EBA Kelas A yang 
namanya tercatat dalam: 
(i)	 Daftar Pemegang EBA Kelas A pada 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan 

Rapat yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 
(ii)	 Daftar Pemegang EBA Kelas B pada 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan 

Rapat yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.	



31

Prospektus Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A

c.	 Pemegang EBA Kelas A yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan asli KTUR kepada Bank 
Kustodian.	

d.	 Seluruh EBA Kelas A yang disimpan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibekukan 
sehingga EBA Kelas A tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja 
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat sampai dengan tanggal berakhirnya Rapat yang 
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Bank Kustodian atau setelah memperoleh 
persetujuan dari Bank Kustodian, transaksi EBA Kelas A yang penyelesaiannya jatuh pada 
tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal 
pelaksanaan Rapat.	

e.	 Setiap EBA Kelas A memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat, dengan 
demikian setiap Pemegang EBA Kelas A dalam Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan 
suara sejumlah EBA Kelas A yang dimilikinya.	

f.	 Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, 
kecuali Bank Kustodian memutuskan lain.

Keputusan diambil bila disetujui oleh satu atau lebih pihak yang paling sedikit mewakili lebih dari 
50% (lima puluh persen) dari para Pemegang EBA Kelas A yang hadir dalam Rapat dan apabila 
EBA Kelas A telah lunas seluruhnya, paling sedikit mewakili 50% (lima puluh persen) dari Pemegang 
EBA Kelas B yang hadir. Keputusan yang diambil secara sah pada suatu Rapat mengikat semua 
Pemegang EBA, baik Pemegang EBA Kelas A dan Pemegang EBA kelas B, baik bagi mereka yang 
atau tidak hadir dalam Rapat. 

Bila kuorum tidak tercapai atau keputusan tidak dapat diambil, Rapat pertama wajib ditunda untuk 
tanggal yang tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja selanjutnya dan tidak lebih lama dari 10 (sepuluh) 
Hari Kerja setelah tanggal Rapat pertama. Untuk Rapat yang ditunda, wajib diumumkan dalam 
1 (satu) surat kabar yang memiliki peredaran nasional, tidak lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja sejak 
tanggal rapat pertama. Undangan wajib menyebut mata agenda Rapat untuk dibahas, tempat 
penyelenggaraan dan waktu Rapat.

Rapat kedua adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh 
Pemegang EBA yang paling sedikit mewakili 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari seluruh jumlah 
nominal Pokok Investasi EBA Kelas A yang terutang saat itu dan apabila sudah tidak terdapat 
lagi jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas A, dari seluruh jumlah nominal EBA Kelas B yang 
terutang saat itu, kecuali untuk Rapat dengan agenda usulan perubahan dan penyesuaian syarat 
dan ketentuan EBA, wajib dihadiri oleh Pemegang EBA yang mewakili tidak kurang dari 50% (lima 
puluh persen) dari seluruh jumlah nominal EBA Kelas A terutang saat itu dan apabila tidak ada EBA 
Kelas A yang terutang, dari jumlah Pokok Investasi EBA Kelas B. Untuk menghindari keraguan, 
kehadiran Pemegang EBA Kelas B dalam Rapat tidak akan dihitung untuk korum Rapat dan 
Pemegang EBA Kelas B tidak mempunyai hak suara selama masih ada EBA Kelas A yang masih 
terhutang. 
Keputusan dalam Rapat kedua dapat diambil bila disetujui oleh satu atau lebih pihak yang paling 
sedikit mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para Pemegang EBA Kelas A yang hadir 
dalam Rapat dan apabila EBA Kelas A telah lunas seluruhnya, paling sedikit mewakili 50% (lima 
puluh persen) dari Pemegang EBA Kelas B yang hadir. Keputusan yang diambil secara sah pada 
suatu Rapat mengikat semua Pemegang EBA, baik Pemegang EBA Kelas A dan Pemegang EBA 
kelas B, baik bagi mereka yang atau tidak hadir dalam Rapat. 

Bila kuorum Rapat kedua tidak tercapai atau keputusan tidak dapat diambil, Rapat kedua wajib 
ditunda untuk tanggal yang tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja selanjutnya dan tidak lebih lama dari 
10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal Rapat kedua. Untuk Rapat yang ditunda, wajib diumumkan 
dalam 1 (satu) surat kabar yang memiliki peredaran Nasional, tidak lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja 
sejak tanggal rapat pertama. Undangan wajib menyebut mata agenda Rapat untuk dibahas, tempat 
penyelenggaraan dan waktu Rapat.
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Rapat ketiga adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh 
setidaknya satu Pemegang EBA Kelas A dan apabila tidak ada EBA Kelas A dari jumlah Pokok 
Investasi EBA Kelas B, termasuk untuk Rapat dengan agenda usulan perubahan dan penyesuaian 
syarat dan ketentuan EBA.

Keputusan yang diambil secara sah pada suatu Rapat mengikat semua Pemegang EBA, baik 
Pemegang EBA Kelas A dan Pemegang EBA kelas B, baik bagi mereka yang atau tidak hadir 
dalam Rapat.
	
Manajer Investasi atau Bank Kustodian dilarang mengambil tindakan apapapun yang berlawanan 
dengan keputusan Rapat dan wajib mengambil tindakan hukum menurut ketentuan-ketentuan KIK 
EBA. Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat menolak untuk mengambil tindakan apapun, 
kecuali setelah ada keputusan Rapat yang diambil secara sah. Dalam tiap kejadian, Manajer 
Investasi atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab kepada para Pemegang EBA untuk 
tindakan yang diambilnya berdasarkan keputusan Rapat, atau bila diratifikasi oleh Rapat. Manajer 
Investasi atau Bank Kustodian juga bertanggung jawab untuk kegagalannya mengambil tindakan, 
kecuali tindakan Manajer Investasi atau Bank Kustodian telah disetujui oleh Rapat, atau kegagalan 
tersebut merupakan kelalaian berat.

11.	 PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG EBA

Semua pemberitahuan kepada para Pemegang EBA Kelas A adalah sah jika diumumkan dalam 
satu surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional atau dikirim melalui surat tercatat 
ke alamat para Pemegang EBA Kelas A yang terdaftar dalam Daftar Pemegang EBA Kelas A, 
sedangkan pemberitahuan kepada Pemegang EBA Kelas B akan dikirim dengan surat tercatat 
ke alamat mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemegang EBA Kelas B. Setiap pemberitahuan 
dianggap telah diterima pada tanggal pengumuman tersebut atau tanggal pengirimannya. Biaya-
biaya pemberitahuan kepada para Pemegang EBA akan dibebankan kepada KIK-MandiriGIAA01.
 
Setiap pemberitahuan kepada Pemegang EBA dianggap telah diterima pada tanggal pengumuman 
tersebut atau tanggal pengirimannya.

12.	 MASA PENAWARAN EBA KELAS A

Masa Penawaran dimulai dan diakhiri dalam waktu yang ditentukan kemudian oleh Manajer 
Investasi.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi berhak untuk memperpendek Masa 
Penawaran berdasarkan keadaan pasar dan akumulasi atas volume pembelian EBA Kelas 
A, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, kebijakan dan/ atau persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

13.	 TATA URUTAN PEMBAYARAN (PAYMENT WATERFALL) 

Pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, berdasarkan perintah 
tertulis dari Manajer Investasi, setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran atas pajak sesuai 
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 yang merupakan 
beban KIK-MandiriGIAA01 serta rekening dana cadangan (jika ditetapkan oleh Manajer Investasi 
dan Bank Kustodian) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KIK-EBA, Bank Kustodian akan 
melakukan pembayaran dari Rekening KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan tata urutan sebagai 
berikut:

(a)	 Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A secara pro rata kepada setiap 
Pemegang EBA hingga Pokok Investasi EBA Kelas A secara bertahap berkurang menjadi nol.

(b)	 Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, dalam hal Tanggal Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas A jatuh bersamaan dengan Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA 
Kelas A.
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(c)	 denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01 
(jika ada), yang timbul sebelum Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A 
yang bersangkutan.

(d)	 pemenuhan dana cadangan pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Perjanjian KIK-EBA, jika ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(e)	 Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas B dan Jumlah Pembagian Hasil 
Investasi EBA Kelas B dengan seluruh dana dan Kekayaan KIK EBA lainnya yang tersisa, 
tanggal mana berlaku sebagai Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi & Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas B.

Apabila setelah dilakukannya pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan dalam huruf (a), 
(b), (c), (d) dan (e) di atas, ternyata masih terdapat dana tunai yang tersisa, maka dana tunai 
tersebut akan kembali dikelola dan disimpan sesuai ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01.

Pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, berdasarkan perintah tertulis 
dari Manajer Investasi, setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran atas pembayaran pajak 
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 yang 
merupakan beban KIK EBA sebagaimana ditentukan dalam KIK-MandiriGIAA01, Bank Kustodian 
akan melakukan pembayaran dari Rekening KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan tata urutan sebagai 
berikut:

a.	 Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A secara pro rata kepada setiap 
Pemegang EBA hingga Pokok Investasi EBA Kelas A secara bertahap berkurang menjadi nol, 
dalam hal Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A jatuh bersamaan dengan Tanggal 
Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A.

b.	 Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A.

c.	 denda atas keterlambatan pembayaran (jika ada) sesuai dengan ketentuan dalam KIK-
MandiriGIAA01 (jika ada), yang timbul sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas 
A yang bersangkutan.

Pada Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A, berdasarkan perintah tertulis dari 
Manajer Investasi, setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran atas pembayaran pajak sesuai 
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 yang merupakan 
beban KIK-MandiriGIAA01 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KIK-EBA, Bank Kustodian 
akan melakukan pembayaran dari Rekening KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan tata urutan sebagai 
berikut:

a.	 Jumlah Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A secara pro rata kepada setiap Pemegang 
EBA hingga Pokok Investasi EBA Kelas A menjadi nol.

b.	 Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, dalam hal Tanggal Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas A jatuh bersamaan dengan Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A.

c.	 denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01 
(jika ada), yang timbul sebelum Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas A yang 
bersangkutan.

d.	 Jumlah Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA Kelas B dan Jumlah Pembagian Hasil Investasi 
EBA Kelas B terakhir dengan seluruh dana dan Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 lainnya yang 
tersisa, tanggal mana berlaku sebagai Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi & Pembagian 
Hasil Investasi EBA Kelas B.
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Dalam hal terjadinya kondisi ketidakmampuan membayar KIK EBA sebagaimana diatur dalam BAB 
VI angka 9 Prospektus ini, EBA Kelas B tidak dilunasi sampai seluruh pembayaran atas Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A telah dibayar penuh. 

 
14.	 KETENTUAN MENGENAI PENEMPATAN/INVESTASI KAS EBA

Dana yang ada di Rekening KIK-MandiriGIAA01, dapat ditempatkan oleh Bank Kustodian atas 
instruksi dari Manajer Investasi pada Rekening KIK EBA dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat 
utang, atas nama KIK-MandiriGIAA01.

Penempatan pada deposito adalah dalam mata uang Rupiah yang menurut syarat-syaratnya jatuh 
waktu tidak lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Akhir Pokok Investasi EBA 
Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, yaitu deposito yang wajib dibayar 
atas permintaan, call deposit, deposito berjangka atau sertifikat deposito pada bank, yang pada 
saat investasi dibuat, bank tersebut memiliki peringkat “idAA” atau lebih tinggi yang diperingkat oleh 
Lembaga Pemeringkat.

Penempatan pada Efek bersifat utang adalah dalam mata uang Rupiah yang menurut syarat-
syaratnya jatuh waktu tidak lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Akhir Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A serta memiliki peringkat 
“idAA” atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat.

Dalam hal peringkat bank dan/atau Efek bersifat utang tersebut menjadi di bawah “idAA”, Manajer 
Investasi wajib mengalihkan penempatan dana tersebut ke bank dan/atau Efek bersifat utang yang 
memiliki peringkat “idAA” atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak peringkat bank dan/atau Efek bersifat utang tersebut menjadi 
di bawah “idAA”.

15.	 PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN KONTRAK 

Tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang EBA dan dengan memberikan 
surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK dan Lembaga Pemeringkat Efek serta dengan 
memperhatikan kemungkinan adanya keberatan atau perlunya persetujuan OJK, jika ada, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi dan Bank Kustodian 
pada setiap saat dan dari waktu ke waktu, dapat membuat dan menandatangani satu atau lebih 
perubahan atas KIK-MandiriGIAA01 untuk mencapai satu atau lebih maksud-maksud berikut 
ini:	

i.	 untuk menghilangkan adanya keraguan, memperbaiki atau melengkapi ketentuan dalam KIK 
EBA ini KIK-MandiriGIAA01, atau untuk membuat ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan 
dengan hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul sehubungan dengan KIK-
MandiriGIAA01, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan kepentingan 
Pemegang EBA; atau 

ii.	 melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01 yang hanya 
menyangkut formalitas atau yang bersifat teknis atau yang dilakukan untuk memperbaiki 
kesalahan pengetikan atau yang dilakukan untuk mematuhi ketentuan yang diwajibkan oleh 
hukum; atau

iii.	 untuk mengesahkan dan melengkapi persetujuan penunjukan Manajer Investasi Pengganti dan 
atau Bank Kustodian Pengganti dan untuk menambahkan atau mengubah setiap ketentuan 
dalam KIK-MandiriGIAA01 yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban KIK-
MandiriGIAA01, Manajer Investasi atau Bank Kustodian oleh pihak-pihak lainnya yang ditunjuk 
oleh Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian.
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Setiap perubahan tersebut di atas akan mengikat seluruh dan setiap Pemegang EBA dan segera 
setelah dilakukannya perubahan-perubahan tersebut di atas, Manajer Investasi harus memberikan 
pemberitahuan tertulis tentang perubahan-perubahan tersebut kepada setiap Pemegang EBA, 
OJK dan Lembaga Pemeringkat Efek.	

Selain untuk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan di atas, Manajer Investasi 
atau Bank Kustodian tidak dapat melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam KIK-
MandiriGIAA01 ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang EBA dan dengan memberikan 
surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lembaga Pemeringkat Efek dan OJK serta dengan 
memperhatikan kemungkinan adanya keberatan atau perlunya persetujuan OJK, jika ada, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Setiap perubahan dan/atau tambahan pada KIK-MandiriGIAA01 hanya sah dan mengikat bagi 
masingmasing Pihak apabila dibuat dalam akta notaris.

16.	 PERLAKUAN STANDAR AKUNTANSI YANG DIPERGUNAKAN DAN FREKUENSI 
PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN

Pembukuan KIK-MandiriGIAA01 akan dilakukan dengan menggunakan standar akuntansi umum 
yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam PSAK (Perlakukan Standar Akuntansi 
Keuangan).

Tahun buku KIK-MandiriGIAA01 dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal  
31 Desember. Laporan Keuangan Tahunan KIK-MandiriGIAA01 yang telah diaudit oleh auditor 
yang terdaftar di OJK akan dilaporkan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

17.	 INFORMASI BAHWA EFEK BERAGUN ASET SESUAI UNTUK INVESTASI BAGI JENIS 
PEMODAL TERTENTU

Meskipun EBA Kelas A distruktur untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ia tetap 
memiliki risiko atas tidak likuidnya efek yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi dalam 
EBA Kelas A merupakan investasi jangka panjang. Pemodal yang memiliki orientasi investasi 
jangka panjang lebih sesuai untuk berinvestasi dalam EBA Kelas A.

18.	 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

KIK-MandiriGIAA01 akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal – hal sebagai berikut: 

i.	 Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

ii.	 Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIK-MandiriGIAA01 
dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang EBA Kelas A. 
Dalam hal persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang EBA Kelas A tidak dapat diperoleh maka 
Manajer Investasi dapat meminta persetujuan dari Pemegang EBA Kelas A melalui Rapat 
Umum Pemegang EBA. Dalam hal tidak ada Pemegang EBA Kelas A maka tidak diperlukan 
persetujuan dari Pemegang EBA Kelas A; atau 

iii.	 Dalam hal KIK-MandiriGIAA01 tidak membeli Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak KIK-MandiriGIAA01 memperoleh efektif 
dari Otoritas Jasa Keuangan; atau	

iv.	 Apabila terjadi kondisi ketidakmampuan membayar KIK EBA sebagaimana diatur dalam BAB 
VI angka 9 di atas. 
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Dalam hal KIK-MandiriGIAA01 dibubarkan karena sebab-sebab sebagaimana di atas, maka 
Manajer Investasi atau likuidator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan harus melikuidasi 
atau mengatur pelaksanaan likuidasi atas kekayaan portofolio investasi KIK-MandiriGIAA01. 
Proses likuidasi tersebut harus berada di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan. Pembagian hasil likuidasi setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran 
pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Biaya-Biaya KIK-MandiriGIAA01 yang 
merupakan beban KIK-MandiriGIAA01 dan biaya-biaya sehubungan dengan proses likuidasi 
yang harus dibayarkan terlebih dahulu, harus dilaksanakan berdasarkan tata urutan pembayaran 
sebagai berikut:

1)	 secara pari passu untuk pembayaran-pembayaran atas:	
i)	 Imbalan Jasa Manajer Investasi yang harus dibayarkan kepada Manajer Investasi sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01 yang belum terbayar.
ii)	 Imbalan Jasa Bank Kustodian dan Agen Pembayaran yang harus dibayarkan kepada Bank 

Kustodian dan Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam KIK-MandiriGIAA01 
yang belum terbayar.	

2)	 Jumlah Pelunasan Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A secara pro rata sesuai kepemilikan 
EBA kepada setiap Pemegang EBA, hingga Pokok EBA berkurang menjadi nol.

3)	 Jumlah Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, termasuk denda atas keterlambatan	
pembayaran Hasil Investasi EBA Kelas A yang seharusnya diterima Pemegang EBA Kelas A 
pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang bersangkutan, namun belum terbayar.

4)	 pembagian Kekayaan KIK-MandiriGIAA01 yang tersisa (jika ada) kepada Pemegang EBA B, 
sebagai pelunasan EBA Kelas B kepada Pemegang EBA B.	

Dalam hal KIK-MandiriGIAA01 dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan 
likuidasi KIK-MandiriGIAA01 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada 
pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh KIK-MandiriGIAA01 kepada pihak - 
pihak yang bersangkutan.	

Prosedur pembubaran dan likuidasi, termasuk kewajiban pemberitahuan, perolehan persetujuan 
dari OJK, dan pelaporannya akan memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan dan 
kebiasaan yang berlaku umum bagi Kontrak Investasi Kolektif, sepanjang relevan dan sesuai 
dengan Kekayaan KIK-MandiriGIAA01.	

Pemegang EBA ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam kalimat kedua dan ketiga 
dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan diperlukannya 
keputusan pengadilan dalam pengakhiran kewajiban-kewajiban dari para pihak berdasarkan KIK-
MandiriGIAA01.

19.	 SARANA PENINGKATAN KREDIT/ARUS KAS OLEH PIHAK KETIGA

Untuk meningkatkan kepastian pembayaran bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A yang diterbitkan 
kepada Pemegang EBA Kelas A dengan tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana mestinya, 
maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengadakan sarana peningkatan kredit/arus kas 
yaitu penjaminan kewajiban pembayaran Pendapatan Penjualan Tiket dari Penerbit Surat Berharga 
kepada KIK-MandiriGIAA01 pada Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima dari Tanggal 
Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket) oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Penjaminan  
No. 05/KCJC/KWL I tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 
dan disetujui oleh Penerbit Surat Berharga, dengan nilai jaminan sebesar Rp 360.000.000.000 
(tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) per tahun sehingga total nilai jaminan sebesar  
Rp. 1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah), dan jangka waktu penjaminan 
sejak Juli 2018 sampai dengan Juli 2023.
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VII.  INFORMASI MENGENAI ASET YANG DISEKURITISASI

INFORMASI MENGENAI ASET DALAM PORTOFOLIO

Aset yang termasuk di dalam portofolio KIK-MandiriGIAA01 adalah Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket, berjangka waktu 5 (lima) tahun, diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Mandiri 
Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Bank 
Kustodian sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan KIK-MandiriGIAA01.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, KIK-
MandiriGIAA01 akan membeli Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang diterbitkan 
oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerbit Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket. Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket,  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerbit Surat Berharga menerbitkan Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang dibeli seluruhnya oleh KIK-MandiriGIAA01, yang memberikan 
Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01 yang diwakili oleh Bank Kustodian 
selaku pemegang Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, selama jangka waktu  
5 (lima) tahun, sebagaimana dirinci dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket.

Di bawah ini tabel ringkasan atas Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket yang kami kutip dari Info Memo Penerbitan Surat Berharga yang terlampir pada Prospektus ini.

1.	 Umum

Surat Berharga diberi nama "Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah".

Harga jual penerbitan Surat Berharga adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun 
Rupiah) untuk nilai hak atas Pendapatan Penjualan Tiket sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) dan Jangka waktu Surat 
Berharga adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga.

2.	 Penyerahan Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket

Seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh Collection Agent dalam Rekening 
Pendapatan Penjualan Tiket merupakan hak milik dari Pemegang Surat Berharga dan akan 
diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga secara prorata. 

Jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dan jumlah penyerahan Pendapatan 
Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga adalah sebagai berikut:

Penyerahan 
pendapatan

Indikasi jadwal penyerahan Jumlah

1
Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-1 
Tanggal Penerbitan

Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliar 
Rupiah)

2 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-2 
Tanggal Penerbitan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah)

3 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-3 
Tanggal Penerbitan

Rp. 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar 
Rupiah)

4 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-4 
Tanggal Penerbitan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah)

5 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-5 
Tanggal Penerbitan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah)
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Penyerahan 
pendapatan

Indikasi jadwal penyerahan Jumlah

6 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-6 
Tanggal Penerbitan

Rp. 48.500.000.000 (empat puluh delapan miliar 
lima ratus juta Rupiah)

7 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-7 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

8 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-8 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

9 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-9 
Tanggal Penerbitan

Rp. 47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar 
Rupiah)

10 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-10 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

11 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-11 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

12 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-12 
Tanggal Penerbitan

Rp. 435.000.000.000 (empat ratus tiga puluh lima 
miliar Rupiah)

13 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-13 
Tanggal Penerbitan

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta 
Rupiah)

14 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-14 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

15 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-15 
Tanggal Penerbitan

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar 
Rupiah)

16 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-16 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

17 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-17 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

18 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-18 
Tanggal Penerbitan

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar 
Rupiah)

19 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-19 
Tanggal Penerbitan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)

20 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-20 
Tanggal Penerbitan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)

21 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-21 
Tanggal Penerbitan

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar 
Rupiah)

22 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-22 
Tanggal Penerbitan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)

23 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-23 
Tanggal Penerbitan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)

24 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-24 
Tanggal Penerbitan

Rp. 435.000.000.000 (empat ratus tiga puluh lima 
miliar Rupiah)

25 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-25 
Tanggal Penerbitan

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta 
Rupiah)

26 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-26 
Tanggal Penerbitan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah)

27 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-27 
Tanggal Penerbitan

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

28 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-28 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

29 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-29 
Tanggal Penerbitan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)

30 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-30 
Tanggal Penerbitan

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

31 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-31 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

32 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-32 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

33 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-33 
Tanggal Penerbitan

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

34 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-34 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

35 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-35 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

36 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-36 
Tanggal Penerbitan

Rp. 428.000.000.000 (empat ratus dua puluh 
delapan miliar Rupiah)

37 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-37 
Tanggal Penerbitan

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta 
Rupiah)
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Penyerahan 
pendapatan

Indikasi jadwal penyerahan Jumlah

38 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-38 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

39 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-39 
Tanggal Penerbitan

Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

40 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-40 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

41 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-41 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

42 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-42 
Tanggal Penerbitan

Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

43 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-43 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

44 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-44 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

45 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-45 
Tanggal Penerbitan

Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar 
delapan ratus juta Rupiah)

46 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-46 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

47 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-47 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

48 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-48 
Tanggal Penerbitan

Rp. 420.000.000.000 (empat ratus dua puluh 
miliar Rupiah)

49 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-49 
Tanggal Penerbitan

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta 
Rupiah)

50 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-50 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

51 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-51 
Tanggal Penerbitan

Rp. 9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus 
juta Rupiah)

52 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-52 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

53 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-53 
Tanggal Penerbitan

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah)

54 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-54 
Tanggal Penerbitan

Rp. 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta 
Rupiah)

55 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-55 
Tanggal Penerbitan Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)

56 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-56 
Tanggal Penerbitan Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)

57 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-57 
Tanggal Penerbitan

Rp. 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta 
Rupiah)

58 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-58 
Tanggal Penerbitan Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)

59 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-59 
Tanggal Penerbitan Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)

60 Sejak 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-60 
Tanggal Penerbitan Rp. 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)

Apabila Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, 
maka penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

3.	 Syarat – Syarat Surat Berharga

Syarat-syarat Surat Berharga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga adalah:

a.	 Sejak Tanggal Penerbitan dan selama Jangka Waktu Surat Berharga, Sertifikat Surat Berharga 
merupakan bukti kepemilikan atas Pendapatan Penjualan Tiket oleh Pemegang Surat Berharga 
dan Penerbit Surat Berharga secara sah dan mengikat	 berkewajiban untuk menyerahkan 
Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga, yang wajib dilaksanakan 
berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. Surat Berharga tersebut merupakan 
bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Penerbitan Surat Berharga.
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b.	 Para pihak setuju dan mengakui bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Surat Berharga maka 
secara hukum Pendapatan Penjualan Tiket beralih kepada dan menjadi milik Pemegang Surat 
Berharga sejak Tanggal Penerbitan dan selama Jangka Waktu Surat Berharga.	

c.	 Surat Berharga dapat dialihkan oleh Pemegang Surat Berharga kepada pihak lain dengan cara 
melakukan endorsemen terhadap Sertifikat Surat Berharga, dimana Penerbit Surat Berharga 
akan tetap terikat dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga selaku Penerbit Surat Berharga 
dari Surat Berharga. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Surat Berharga yang baru 
hanya berhak atas sisa Pendapatan Penjualan Tiket yang belum jatuh tempo berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga dan untuk sisa Jangka Waktu Surat Berharga.	

d.	 Dana Pendapatan Penjualan Tiket akan dikumpulkan dan diterima oleh Collection Agent dalam 
Rekening Pendapatan Penjualan Tiket untuk kepentingan Pemegang Surat Berharga dan 
Collection Agent akan menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat 
Berharga pada setiap Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket serta dalam jumlah 
penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga, Addendum Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, Perjanjian Pengumpulan dan 
Addendum Perjanjian Pengumpulan Pendapatan.	

e.	 Selama Jangka Waktu Surat Berharga, Collection Agent akan diwajibkan berdasarkan 
Perjanjian Pengumpulan Pendapatan untuk membuat laporan bulanan atas pengumpulan 
Pendapatan Penjualan Tiket dan jumlah yang dibagi untuk diserahkan kepada Pemegang 
Surat Berharga, dan menyampaikan laporan tersebut paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari 
Kalender setelah periode laporan tersebut (“Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan 
Tiket”). Apabila tanggal penyampaian Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket 
tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja maka Collection Agent akan wajib menyampaikan 
Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut pada Hari Kerja berikutnya. 
Apabila dipandang perlu, Pemegang Surat Berharga dapat meminta Laporan Pengumpulan 
Pendapatan Penjualan Tiket sebelum tanggal penyampaian laporan dengan pemberitahuan 
tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya kepada Collection Agent, sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Pengumpulan Pendapatan.

f.	 Apabila Collection Agent ternyata lalai untuk menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket 
sesuai Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket, maka setelah lewat jatuh tempo 
Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang bersangkutan, Collection Agent 
harus membayar denda sebesar 9,75% p.a.. Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang 
lewat, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan  
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sampai dengan penyerahan Pendapatan 
Penjualan Tiket berikut pembayaran denda tersebut dipenuhi oleh Collection Agent. Denda 
yang dibayar oleh Collection Agent merupakan hak Pemegang Surat Berharga dan akan 
dibayarkan secara proporsional berdasarkan besarnya Surat Berharga yang dimilikinya.

g.	 Dalam hal jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang terkumpul dalam satu periode Laporan 
Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket kurang dari Pendapatan Penjualan Tiket yang 
wajib diserahkan sesuai dengan jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 
dalam Pasal 4.7 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, maka kekurangannya tersebut akan 
diakumulasikan dengan jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan pada 
jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket berikutnya berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan Surat Berharga. Untuk menghindari keragu-raguan, kekurangan yang terjadi dalam 
suatu Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang bukan disebabkan oleh itikad 
tidak baik dari Penerbit Surat Berharga bukan merupakan peristiwa kelalaian/cidera janji 
Penerbit Surat Berharga. Apabila sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga 
masih terdapat akumulasi kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib 
diserahkan, dimana kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya 
Pendapatan Penjualan Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan 
oleh itikad tidak baik dari Penerbit Surat Berharga, dimana untuk Pemegang Surat Berharga 
sampai jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus 



41

Prospektus Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A

lima belas miliar Rupiah), maka kekurangan tersebut merupakan risiko dari Pemegang Surat 
Berharga dan Collection Agent tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menutupi 
kekurangan tersebut. 

h.	 Dalam hal terjadi kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan, 
dimana kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan 
Penjualan Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad tidak 
baik dari Penerbit Surat Berharga, Penerbit Surat Berharga dapat (namun tidak berkewajiban) 
menambah dan/atau mengganti Pendapatan Penjualan Tiket dengan pendapatan penjualan 
tiket Penerbit Surat Berharga dari rute penerbangan lainnya yang dilaksanakan oleh Penerbit 
Surat Berharga. 

i.	 Bagi Pemegang Surat Berharga berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan apabila Penerbit Surat Berharga diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang 
dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga kepada Pemegang Surat Berharga, maka Penerbit 
Surat Berharga harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang 
ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta akan memberikan bukti pemotongan kepada 
Pemegang Surat Berharga.

4.	 Pembatasan – Pembatasan dan Kewajiban – Kewajiban Penerbit Surat Berharga

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Penerbit Surat Berharga diatur dalam pasal 5 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga dimana Penerbit Surat Berharga berjanji dan mengikat diri 
untuk:

Penerbit Surat Berharga tanpa izin tertulis dari Pemegang Surat Berharga, dimana pemberian izin 
tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:	
(i)	 izin tersebut tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan	
(ii)	 Pemegang Surat Berharga wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin Penerbit Surat 

Berharga dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen 
pendukungnya diterima secara	lengkap oleh Pemegang Surat Berharga („Jangka Waktu 
Tanggapan“).	

Apabila Pemegang Surat Berharga telah menerima kelengkapan dokumen pendukung dari Penerbit 
Surat Berharga dan berpendapat masih membutuhkan tambahan dokumen pendukung lainnya 
yang diperlukan dari Penerbit Surat Berharga, maka Pemegang Surat Berharga dapat meminta 
kembali kekurangan dokumen pendukung yang diperlukan tersebut dari Penerbit Surat Berharga 
dalam Jangka Waktu Tanggapan.

Apabila dalam Jangka Waktu Tanggapan Pemegang Surat Berharga tidak meminta dokumen 
pendukung lainnya, maka dokumen tersebut dianggap telah lengkap. Apabila sampai dengan hari 
terakhir Jangka Waktu Tanggapan Penerbit Surat Berharga tidak menerima tanggapan apapun dari 
Pemegang Surat Berharga, maka Pemegang Surat Berharga dianggap telah memberikan izinnya 
tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:	

a.	 Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau pembubaran kecuali 
penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada 
perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Penerbit Surat Berharga atau perusahaan hasil penggabungan atau 
peleburan, serta tidak mempengaruhi kemampuan Penerbit Surat Berharga atau perusahaan 
hasil penggabungan atau peleburan dalam melakukan penyerahan Pendapatan Penjualan 
Tiket.	

b.	 Mengubah bidang usaha Penerbit Surat Berharga sebagaimana tercantum dalam Anggaran 
Dasar Penerbit Surat Berharga terkecuali dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan.
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c.	 Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
oleh Penerbit Surat Berharga kecuali permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada	 Pengadilan Niaga.

Penerbit Surat Berharga berkewajiban untuk: 
a.	 menjalankan usaha dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

b.	 mengajukan, memperoleh, dan memelihara semua ijin dan persetujuan yang diperlukan untuk 
mengadakan rute penerbangan ke dan dari Jeddah dan Madinah serta menyediakan pesawat 
terbang yang sesuai dan memadai untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan penerbangan 
ke dan dari Jeddah dan Madinah pada setiap saat selama Jangka Waktu Surat Berharga.

c.	 memisahkan Pendapatan Penjualan Tiket dari aset Penerbit Surat Berharga dan/atau 
memastikan bahwa Pendapatan Penjualan Tiket tidak masuk dalam harta/boedel pailit Penerbit 
Surat Berharga dalam hal Penerbit Surat Berharga pailit.

d.	 memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan 
akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi umum yang 
berlaku.

e.	 memberitahukan dengan segera kepada Pemegang Surat Berharga melalui Manajer 
Investasi secara tertulis setelah menyadari terjadinya kelalaian seperti tersebut dalam Pasal 6 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga atau apabila ada kejadian atau perkembangan penting 
yang berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kemampuan Penerbit Surat Berharga dalam 
menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket.

f.	 membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Penerbit Surat Berharga lainnya 
kepada Pemerintah Republik Indonesia.

g.	 memelihara aktiva tetap dengan baik dan mengasuransikannya dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi perusahaan yang bidang usahanya sama 
dengan bidang usaha Penerbit Surat Berharga kepada perusahaan asuransi yang secara 
umum dikenal mempunyai reputasi baik.

h.	 mempertahankan izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Penerbit Surat 
Berharga.

i.	 memberitahukan secara tertulis dan menyerahkan kepada Pemegang Surat Berharga fotokopi 
dari salinan akta yang terkait dengan perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan 
komisaris, pembagian dividen maupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) 
Penerbit Surat Berharga beserta bukti-bukti persetujuan, laporan dari, dan/atau pemberitahuan 
kepada instansi yang terkait (jika ada).

j.	 mengizinkan Manajer Investasi untuk sewaktu-waktu selama jam kerja melakukan kunjungan 
langsung ke Penerbit Surat Berharga dengan memberitahukan secara tertulis kepada 
Penerbit Surat Berharga selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dan Penerbit 
Surat Berharga wajib memberi keterangan dan data yang berkaitan dengan transaksi ini yang 
diminta oleh Manajer Investasi.

k.	 memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Transaksi.

l.	 memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Manajer 
Investasi sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Penerbit Surat Berharga berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga.
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5.	 Hak Pemegang Surat Berharga

Selama Jangka Waktu Surat Berharga, seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh 
Collection Agent dalam Rekening Pendapatan Penjualan Tiket merupakan hak milik dari Pemegang 
Surat Berharga dan akan diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga 
secara prorata.

Pemegang Surat Berharga berhak untuk menerima penyerahan dana atas Pendapatan Penjualan 
Tiket pada setiap Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang akan dibagikan oleh 
Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga melalui Rekening Pendapatan Penjualan Tiket.

6.	 Kejadian Kelalaian dan Akibat Hukumnya

Kejadian kelalaian dan akibat hukum diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga 
sebagai berikut:

a.	 Penerbit Surat Berharga tidak dapat menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket melalui 
Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga atas itikad tidak baik.

b.	 izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Penerbit 
Surat Berharga dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Penerbit Surat Berharga tidak 
mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang 
mengakibatkan Penerbit Surat Berharga tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

c.	 pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun, 
semua atau sebagian besar harta benda Penerbit Surat Berharga atau telah mengambil 
tindakan yang menghalangi Penerbit Surat Berharga untuk menjalankan sebagian atau seluruh 
usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Penerbit Surat Berharga 
untuk memenuhi kewajiban dalam Dokumen Transaksi.

d.	 Penerbit Surat Berharga lalai melaksanakan dan/atau tidak mentaati dan/atau melanggar 
salah satu atau lebih ketentuan dalam Dokumen Transaksi.

e.	 pernyataan dan jaminan Penerbit Surat Berharga tentang keadaan/status Penerbit Surat 
Berharga dan keuangan Penerbit Surat Berharga dan pengelolaan usaha Penerbit Surat 
Berharga secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali 
ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad 
buruk dari Penerbit Surat Berharga.	

f.	 terjadi atau sedang berlangsung keadaan yang merupakan keadaan cidera janji (event 
of default) pada salah satu perjanjian utang, hipotik, hak tanggungan, atau perjanjian atau 
dokumen lain yang dibuat Penerbit Surat Berharga atau pinjaman oleh Penerbit Surat Berharga 
baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sepanjang jumlah yang 
dilalaikan pembayarannya tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aktiva yang dikelola 
Penerbit Surat Berharga.

g.	 Penerbit Surat Berharga dibubarkan karena sebab apapun atau Penerbit Surat Berharga 
dinyatakan dalam keadaan pailit atau adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran 
utang oleh badan peradilan yang berwenang.

7.	 Pembelian Kembali Surat Berharga

Dalam hal terjadi kejadian kelalaian dan rapat Pemegang Surat Berharga memutuskan agar 
Manajer Investasi melakukan penjualan kembali Surat Berharga kepada Penerbit Surat Berharga, 
maka Penerbit Surat Berharga dapat membeli kembali Surat Berharga sesuai dengan keputusan 
rapat Pemegang Surat Berharga dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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8.	 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga 
dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan 
kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan 
diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan 
langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan-perubahan alamat harus disampaikan 
juga menurut ketentuan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. Adapun alamat pihak-pihak 
dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga adalah: 

Penerbit Surat Berharga:	 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
		  Management Building, Garuda City Center Lantai-2, 
		  Soekarno-Hatta International Airport, 
		  Cengkareng 19120,
		  Indonesia

		  Telepon: (021) 25601290 / 25601213 
		  Untuk Perhatian: VP Treasury Management	  

Pemegang Surat Berharga: 	 PT Mandiri Manajemen Investasi
		  Plaza Mandiri Lantai 29,
		  Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
		  Jakarta 12190,
		  Indonesia
		  Telepon: (021) 526 3505
		  Faksimili: (021) 527 5705, 526 3506
		  Untuk Perhatian: Kepala Divisi Produk dan Alternative Investment

		  PT Bank Maybank Indonesia Tbk
		  Sentral Senayan III Lantai 8,	
		  Jalan Asia Afrika Nomor 8,	
		  Gelora Bung Karno - Senayan, 
		  Jakarta 10270, 
		  Indonesia
		  Telepon: (021) 29228888
		  Faksimili: (021) 29228926
		  Untuk perhatian: Bank Kustodian

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat 
tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja 
sebelumnya. 

9.	 Hukum yang Berlaku

Perjanjian Penerbitan Surat Berharga diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia.

Informasi selengkapnya mengenai Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, dijelaskan 
pada INFO MEMO PENERBITAN SURAT BERHARGA yang terlampir pada Prospektus ini.



45

Prospektus Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A

VIII. 	 INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1.	 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 
26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam 
Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005. 

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny 
Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.
Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor  
AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi Nomor 71 tanggal 
22 Desember 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01. 
03-0111232 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor  
AHU-0154053.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil 
pemisahan (spin-off) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan 
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga 
seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri 
Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (spin-off) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha 
sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan 
usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan 
tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali 
tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen 
Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer 
Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/
MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
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Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa
Direktur : Endang Astharanti
Direktur : Ferry Indra Zen

Komisaris
Komisaris Utama : Elina Wirjakusuma
Komisaris : Teuku Ali Usman *
* 	 Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku 

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2.	 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan 
badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (spin-off) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang 
Manajer Investasi. 

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri 
Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek 
yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan 
Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang 
diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada 
PT Merincorp Securities. Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup 
dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan 
yang bersifat Non-Reksa Dana. 

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan 
gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi Efek di Pasar 
Modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang 
menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan 
PT Bank Merincorp. Total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai 
lebih dari Rp. 41.13 triliun per Januari 2017.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi 
tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana antara lain Bank Mandiri, Bank Commonwealth, 
Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), 
Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, UOB 
Buana, Citibank.,N.A, Philips Sekuritas, Bank QNB, Trimegah Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.

3.	 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, 
PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mandiri Taspen Pos (MANTAP),  
PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri InHealth, PT AXA Mandiri 
Financial Services, PT AXA Mandiri General Insurance, Mandiri Investment Management PTE LTD, 
PT Digital Artha Media, Mandiri DPLK, Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun Bank Mandiri 
1, Dana Pensiun Bank Mandiri 2, Dana Pensiun Bank Mandiri 3, Dana Pensiun Bank Mandiri 4, 
PT Estika Daya Mandiri, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Mulia Sasmita Bhakti, PT Krida Upaya 
Tunggal, PT Wahana Optima Permai, PT Pengelola Investama Mandiri, dan Koperasi Kesehatan 
Pegawai & Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare).
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4.	 KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan 
kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite 
Investasi terdiri dari: 

Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan 
September 2017 sebagai Chief Investment Officer dan kemudian menjabat sebagai Direktur pada 
bulan November 2017. Beliau telah memiliki pengalaman dibidang keuangan selama 20 tahun. 
Beliau mengawali karir dibidang Manajer Investasi pada tahun 1997-2002 sebagai Senior Fund 
Manager di Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan 
investasi. Kemudian beliau menjabat sebagai Director-Head of Equity di BNP Paribas pada tahun 
2002-2011. Beliau bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan investasi saat menjabat sebagai 
Director of Investment pada tahun 2012-2017 di Manulife Aset Manajemen. Beliau memperoleh 
gelar Pasca Sarjana untuk gelar MBA dari IPMI Business School Jakarta, setelah sebelumnya 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan pada tahun 1996. Beliau 
telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan 
Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 
Maret 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK  
No. KEP-924/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Endang Astharanti bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Oktober 2014 
sebagai Kepala Divisi Penjualan dan kemudian menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juli 2015. 
Beliau memulai karirnya pada tahun 2000 di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Beliau telah beberapa 
kali mengepalai beberapa bagian atau departemen pada Jaringan Distribusi/Kantor Wilayah 
termasuk memimpin beberapa cabang Bank Mandiri sampai dengan tahun 2006. Perkembangan 
karier Beliau berlanjut pada Wealth Management Bisnis sebagai Priority Banking Manager di 
Bank Mandiri wilayah Jakarta Pluit Kencana. Beberapa tahun selanjutnya Beliau menjabat 
sebagai Regional Wealth Manager di wilayah Jawa Barat, dengan tugas antara lain menjaga 
portfolio Investasi investor dan mengembangkan bisnis Wealth Management di wilayah tersebut. 
Jabatan terakhir Beliau di Bank Mandiri adalah sebagai Marketing, Communication and Promotion 
Department Head di Mass Banking Group yang dimana Beliau bertanggung jawab untuk semua 
kegiatan pemasaran seluruh produk dan jasa ritel Bank Mandiri. Beliau memperoleh gelar Pasca 
Sarjana untuk gelar MBA dari Universitas Nanyang Technology, Singapura pada tahun 2008, dan 
sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 
1999. Beliau telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-46/PM.211/WMI/2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-51/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 31 Mei 2017.
 
Ferry Indra Zen bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) sejak Juni 
2013 sebagai Senior Executive Vice President dan sejak Agustus 2014 menjabat sebagai Direktur. 
Mengawali karier sebagai Programer dan Analis Sistem pada tahun 1983-1990 di beberapa 
perusahaan, kemudian melanjutkan kariernya sebagai Data Center Operation Head di PT Bank 
Niaga Tbk pada tahun 1990-1995 dan sebagai System Integration & Planning pada tahun 1995-
1997. Perkembangan kariernya berlanjut di PT. Niaga Aset Manajemen (PT CIMB-Principal Asset 
Management) sejak tahun 1997-2009 dengan jabatan sebagai General Manager Operation, General 
Manager Marketing dan terakhir sebagai Direktur. Sebelum bergabung di Mandiri Investasi, Ferry 
I. Zen menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) pada tahun 2009-
2013. Berbagai pendidikan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Keuangan telah dijalaninya. 
Ferry I. Zen telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan 
oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-75/PM/IP/
WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No. KEP-738/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.
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5.	 TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan. strategi dan eksekusi 
investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola 
Investasi terdiri dari :

Nugroho Dwi Prasetyo (“Pras”) bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Invetasi tahun 2012 
sebagai Head of Alternative Investment. Sebelum Pras menjalankan karier di pasar modal, beliau 
memulai karirnya di industry perbankan antara lain sebagai Management Trainee dan kemudian 
Treasury Officer di PT Bank Commonwealth Jakarta pada tahun 2004 dan kemudian bergabung 
ke PT Bank Internasional Indonesia pada tahun 2006. Awal mula karir Pras di pasar modal adalah 
pada tahun 2007 saat beliau bergabung dengan PT Danareksa Investment Management Sebagai 
Product Development & Alternative Investment kemudian pada tahun 2010, Pras bergabung 
dengan PT Danareksa Capital sebagai Associate Director. Pada perjalanan karier di pasar modal, 
Pras menangani investasi – investasi di luar produk investasi pada efek yang diperdagangkan 
dibursa dan melalui penawaran umum seperti private equity, direct investment dan investasi sektor 
riil lainnya. Selain itu, Pras juga menangani investasi structured finance seperti sekuritisasi asset, 
KIK EBA dan produk-produk investasi lainnya. Pras merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Atma Jaya Jakarta jurusan Manajemen pada tahun 2004 dan telah memiliki izin sebagai 
Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 
Kep-195/BL/WMI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan 
Dewan Komisioner OJK No. KEP-590/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

M. Taufiq Ferdy Reza bergabung dengan Alternative Investment Division PT Mandiri Manajemen 
Investasi sejak awal tahun 2016, sebelumnya berkerja di Investment and Research Division 
Mandiri Investasi sebagai Senior Fixed Income and Money Market Portfolio Manager sejak tahun 
2009. Mengawali karir di bidang pasar modal sejak tahun 2003 di Investment Management Division  
PT Mandiri Sekuritas dan kemudian di Marketing and Product Development Division Mandiri Investasi 
pada tahun 2005. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti 
pada tahun 2000 dan kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen 
Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer 
Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor 
Kep-08/BL/WMI/2008 tanggal 4 April 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No. KEP-940/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Tommy Hesarid Simamora memperoleh gelar Bachelor of Science in Finance dari University of 
San Francisco pada tahun 2010 dan Master of Business Administration dari Golden Gate University 
pada tahun 2012 di Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Mandiri Investasi, beliau memulai 
karirnya sebagai Junior Investment Analyst di Morgan Stanley Sacramento pada tahun 2010-2011 
dan sebagai Derivative & Structured Products Analyst di Wells Fargo Securities di San Francisco di 
Amerika Serikat pada tahun 2012-2014. Lalu beliau memulai karir di Indonesia sebagai Financial 
Management & Risk Consultant di KPMG Indonesia dan sempat masuk kedalam perusahaan 
EPC Contractor lokal sebagai Project Manager. Beliau mulai bergabung dengan Mandiri Investasi 
pada tahun 2015. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal 
berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-139/
PM.211/WMI/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
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IX.	  INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1.	 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh 
persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan 
Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang 
Pasar Modal. Di samping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga 
melayani jasa sub registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank 
Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian 
syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor  
U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

2.	 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Melayani lebih dari 25 (dua puluh lima) nasabah korporasi seperti bank, perusahaan sekuritas, 
perusahaan asuransi, dana pensiun dan manajer investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 
4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 
42 Triliun (per Desember 2017). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, 
layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa fund administration untuk 
mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk 
Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi 
Bank Kustodian untuk 62 (enam puluh dua) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 25 (dua 
puluh lima) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang pasar modal, diantaranya: 
Danareksa Investment Management, CIMB Principal Asset Management, Sinarmas Asset 
Management, Asanusa Asset Management, Bahana TCW Investment Management, MNC Asset 
Management, Lautandhana Investment Management, PNM Investment Management, Phillip Asset 
Management, Danakita Investama, Minna Padi Asset Management, BNI Asset Management, OSO 
Manajemen Investasi, Sucorinvest Asset Management, GAP Capital, EMCO Asset Management, 
Syailendra Capital, Yuanta Asset Management dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, 
kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administration lainnya 
seperti Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Unit Linked dan lain-lain. Dalam melakukan jasa sebagai 
Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 31 (tiga puluh satu) staff 
yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

3.	 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perusahaan lain adalah sebagai berikut :
•	 PT Maybank Kim Eng Securities, bidang usaha sekuritas ; 
•	 PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

	 Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan 
adalah: 
•	 PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), bidang usaha multi finance; 
•	 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), bidang usaha multi finance.
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X.  IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan EBA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan KIK-MandiriGIAA01, Manajer 
Investasi maupun pihak lain. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1.	 BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIK-MandiriGIAA01 

Semua imbalan jasa dan biaya yang wajib dibayar kepada Agen Pembayaran, Registrar, Manajer 
Investasi, Bank Kustodian, Pendukung Kredit, Lembaga Pemeringkat, Auditor, Penyedia Jasa 
Cadangan dan Bursa Efek Indonesia (bila ada) dilakukan dalam jumlah sebagai berikut:

a.	 Pajak penghasilan dari KIK EBA sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b.	 Imbalan jasa Manajer Investasi sebanyak-banyaknya 0,69% (nol koma enam puluh sembilan 
persen) per tahun dari jumlah Pokok terutang atas EBA kepada para Pemegang EBA yang 
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	

c.	 Imbalan jasa Bank Kustodian sebanyak-banyaknya 0,033% (nol koma nol tiga puluh tiga 
persen) per tahun dari jumlah Pokok terutang atas EBA kepada para Pemegang EBA yang 
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	

d.	 Imbalan jasa Agen Pembayaran sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen) dari 
yang dibayarkan kepada pemegang EBA Kelas A pada tiap Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok 
Investasi EBA Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A, dengan jumlah 
minimum Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan maksimum Rp 10.000.000,- 
(sepuluh juta Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan sesuai perjanjian dengan KSEI, yang 
dibayarkan setiap triwulan.

e.	 Biaya pendaftaran/pencatatan EBA Kelas A pada KSEI sebesar Rp 15.000.000, (lima belas 
juta Rupiah) per tahun, sesuai dengan perjanjian dengan KSEI.

f.	 Biaya pendaftaran/pencatatan EBA Kelas A di Bursa Efek sebesar Rp150.000.000, (seratus 
lima puluh juta Rupiah) dan biaya tahunan Bursa Efek sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima 
puluh juta Rupiah) per tahun.

g.	 Biaya pemantauan peringkat EBA Kelas A oleh Lembaga Pemeringkat Efek sebesar  
Rp 192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun sesuai 
dengan perjanjian dengan Lembaga Pemeringkat Efek.	

h.	 Imbalan jasa Akuntan, konsultan hukum, konsultan pajak, notaris dan biaya-biaya lain, apabila 
ada, yang wajar yang disetujui oleh Manajer Investasi saat penunjukannya.

i.	 Imbalan jasa Auditor sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta Rupiah) dimana biaya 
tersebut belum termasuk PPN untuk satu kali bayar.

j.	 Imbalan jasa Agen Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket sebesar maksimum  
Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per tahun.

k.	 Biaya operasional dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang EBA, termasuk biaya 
pengumuman atau panggilan melalui surat kabar.

l.	 Biaya pemberitahuan terkait dengan pemberitahuan berkaitan dengan pengelolaan KIK-
MandiriGIAA01 dan Kekayaan KIK-MandiriGIAA01, termasuk pengumuman dalam surat 
kabar, yang disetujui oleh Manajer Investasi, jika ada.
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m.	 Biaya transaksi sehubungan dengan pembelian/perolehan Kekayaan KIK EBA, termasuk 
biaya-biaya imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, konsultan pajak, notaris dan biaya-biaya 
lain, yang wajar yang disetujui oleh Manajer Investasi saat penunjukannya.

n.	 Biaya Agen Penjual.

o.	 Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk 
pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya 
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

p.	 Biaya pengurusan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang EBA.

q.	 Biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika 
ada.	

2. 	  BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG EBA 

a.	 Biaya-biaya bank berkenaan dengan pembelian EBA oleh Pemegang EBA, Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi EBA Kelas A, Pelunasan Akhir Pokok Investasi Kelas A dan Hasil 
Investasi EBA Kelas A, jika ada.

b.	 Biaya-biaya berkenaan dengan pengalihan EBA Kelas B oleh Pemegang EBA Kelas B, Jika 
ada.



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XI.	  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XII.	 KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EBA 
KELAS A

Nama : PT Pemeringkat Efek Indonesia 
Alamat : Panin Tower Senayan City, Lantai 17

Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia

Hasil pemeringkatan

Berdasarkan POJK Tentang Efek beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (“Lembaga Pemeringkat”) telah melakukan pemeringkatan terhadap struktur transaksi 
dan EBA Kelas A yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas 
EBA Kelas A sesuai dengan surat No. No. RC-799/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal 
Setifikat Pemeringkatan atas Efek Beragun Aset (EBA) Transaksi Sekuritisasi Pendapatan Penjualan 
Tiket Rute Jeddah dan Madinah Tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Kelas A Periode  
27 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 memperoleh peringkat:

idAA+ (sf) (cg)
(Double A Plus; Structured Finance, Corporate Guarantee)

Hasil Pemeringkatan tersebut menunjukkan kapasitas KIK-MandiriGIAA01 untuk membayar imbal hasil 
secara tepat waktu dan membayar penuh pokok yang terhutang kepada para Pemegang EBA Kelas 
A, sebelum maupun pada saat jatuh tempo. Hasil pemeringkatan tidak merupakan rekomendasi untuk 
membeli, menjual maupun memegang EBA Kelas A, tidak juga mengatasi risiko prepayment dan risiko 
kredit aset keuangan dalam portofolio KIK-MandiriGIAA01. Hasil pemeringkatan ini dapat sewaktu-
waktu direvisi kembali, diubah atau ditarik oleh Lembaga Pemeringkat. Penjelasan mengenai risiko-
risiko yang berkenaan dengan KIK-MandiriGIAA01 tertera di Bab V di dalam Prospektus ini.

Lembaga Pemeringkat akan melakukan penyesuaian hasil pemeringkatan setiap tahun sekali, kecuali 
terjadi hal-hal yang bersifat mendesak dan dianggap perlu oleh Lembaga Pemeringkat untuk melakukan 
penyesuaian hasil pemeringkatan di luar jadwal tersebut.



66

Prospektus Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A

XIII.	 HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG EBA KELAS A

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Perjanjian KIK-EBA, setiap Pemegang EBA 
Kelas A mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a.	 Memperoleh bukti kepemilikan EBA Kelas A yaitu Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening Efek berdasarkan perjanjian 
pembukaan rekening Efek yang dibuat antara Pemegang EBA Kelas A dan Pemegang Rekening 
Efek;

b.	 Memperoleh pembayaran pelunasan atas Pokok Investasi EBA Kelas A sesuai ketentuan-ketentuan 
dalam KIK-MandiriGIAA01;

c.	 Memperoleh pembayaran Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A sesuai ketentuan-ketentuan 
dalam KIK-MandiriGIAA01;

d.	 Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh EBA Kelas A yang dimilikinya 
kepada pihak lain;

e.	 Memperoleh laporan keuangan tahunan dan Laporan Bulanan secara periodik sesuai ketentuan 
dalam KIK-MandiriGIAA01; dan 

f.	 Memperoleh pembagian hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan EBA Kelas A dalam 
hal KIK-MandiriGIAA01 dibubarkan dan dilikuidasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KIK-
MandiriGIAA01.

Kewajiban Pemegang EBA:

Tiap Pemegang EBA, dengan membeli dan memegang EBA setuju memenuhi dan terikat pada 
ketentuan dari Perjanjian KIK-EBA, termasuk segala tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian 
yang dilakukan menurut Perjanjian KIK-EBA, dan syarat-syarat yang diberlakukan pada Pemegang 
EBA, termasuk mengganti Bank Kustodian menurut keputusan yang diambil Rapat Pemegang EBA 
sesuai dengan Perjanjian KIK-EBA.
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XIV.	 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum Independen 
dalam rangka pembentukan KIK 
EBA dan transaksi pembelian 
Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket, 
ditunjuk oleh Manajer Investasi

: Ardianto & Masniari 
District 8, Gedung Prosperity Tower Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH
Jl. Panglima Polim 5/11, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Konsultan Pajak : Danny Darussalam Tax Center 
Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 6
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Auditor KIK EBA : Heliantono & Rekan
JL. Letjen TB Simatupang Kav. 10, Plaza Aminta Lt 7 RT.2/RW.2, 
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12310
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XV.	 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN EBA 
KELAS A

Sebelum melakukan pembelian EBA Kelas A, calon Pemegang EBA Kelas A harus sudah membaca 
dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan dan risiko-risiko yang ada di dalamnya.

Untuk melakukan transaksi pembelian, calon Pemegang EBA Kelas A (Investor) dapat mengunjungi 
atau menghubungi Agen Penjual. 

Pemesanan pembelian EBA Kelas A harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan 
Pembelian EBA Kelas A (“FPPEBA”) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah 
diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Pembelian EBA Kelas A harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam 
Prospektus dan FPPEBA.

Permohonan pembelian EBA Kelas A yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan 
persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

1.	 Pemesan Yang Berhak

Penawaran EBA Kelas A ini dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan ditawarkan kepada 
perseorangan dan/atau badan-badan baik warga Negara Asing/Badan Asing, baik bertempat 
tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.

2.	 Pemesanan Pembelian EBA Kelas A

Pemesanan pembelian EBA Kelas A harus dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan 
Pembelian Efek Beragun Aset (“FPPEBA”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh 
di kantor Agen Penjual sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah 
diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian EBA Kelas A yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3.	 Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian EBA Kelas A harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

4.	 Masa Penawaran

Masa Penawaran EBA Kelas A jatuh pada tanggal 24 Juli 2018.

5.	 Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian EBA Kelas A

Sebelum Masa Penawaran ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian EBA Kelas 
A dengan mengajukan FPPEBA selama jam kerja yang umum berlaku kepada Agen Penjual, pada 
tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPEBA.

6.	 Bukti Tanda Terima Pemesanan EBA Kelas A

Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan pembelian EBA Kelas A akan menyerahkan 
kembali kepada pemesan 1 (satu) salinan FPPEBA yang telah ditandatanganinya sebagai bukti 
tanda terima pemesanan pembelian EBA Kelas A. Bukti tanda terima pemesanan pembelian EBA 
Kelas A bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
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7.	 Penjatahan EBA Kelas A

EBA Kelas A akan ditawarkan secara terus menerus pada Masa Penawaran sampai volume 
pemesanan mencapai jumlah EBA Kelas A yang diterbitkan. Selanjutnya apabila jumlah keseluruhan 
EBA Kelas A yang dipesan melebihi jumlah EBA Kelas A yang ditawarkan, maka penjatahan akan 
ditentukan oleh kebijaksanaan Agen Penjual, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 
2018.

8.	 Pembayaran Pemesanan Pembelian EBA Kelas A

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan EBA Kelas A, pemesan harus segera 
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada 
masing-masing Agen Penjual. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Agen Penjual 
tersebut selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2018 pukul 15.30 WIB (in good funds).

Rekening Agen Penjual adalah sebagai berikut :

PT Bahana Securities:
Nama Bank			   : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang				    : Bank Mandiri Cab. Energy
Nama pemegang rekening		  : PT. Bahana Securities
Nomor rekening			   : 1020009911550
	
PT BCA Sekuritas:
Nama Bank			   : PT Bank Central Asia Tbk
Cabang				    : Kantor Cabang Korporasi Menara BCA
Nama pemegang rekening		  : PT BCA Sekuritas
Nomor rekening			   : 206-3128899

PT BNI Sekuritas:
Nama Bank			   : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang				    : Dukuh Bawah
Nama pemegang rekening		  : PT BNI Sekuritas
Nomor rekening			   : 899-9998-875

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia:
Nama Bank			   : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang				    : Graha Niaga
Nama pemegang rekening		  : PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
Nomor rekening			   : 800043680000

PT Danareksa Sekuritas:
Nama Bank			   : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang				    : Bank Mandiri Cabang Sabang
Nama pemegang rekening		  : PT Danareksa Sekuritas
Nomor rekening			   : 103-0004090748

PT Mandiri Sekuritas:
Nama Bank			   : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang				    : Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman
Nama pemegang rekening		  : PT Mandiri Sekuritas
Nomor rekening			   : 102-0005566028
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Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan 
akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Agen Penjual akan melaksanakan transfer dana Pembelian EBA Kelas A yang diperoleh dari 
pemesan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 10.00 WIB (in good funds) ke 
Rekening KIK EBA sebagai berikut :

Nama Bank	 : 	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang	 : 	 Plaza Mandiri Jakarta
Nama Pemegang Rekening	 : 	 KIK EBA MANDIRI GIAA01
Nomor Rekening	 : 	 0700007945434

9.	 Distribusi EBA Kelas A Secara Elektronik

Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo EBA Kelas A untuk 
diserahkan kepada KSEI dan Manajer Investasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan 
EBA Kelas A pada Rekening Efek Agen Penjual di KSEI pada tanggal distribusi yaitu tanggal 27 Juli 
2018 (“Tanggal Distribusi”). Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian 
EBA Kelas A semata-mata menjadi tanggung jawab Agen Penjual dan KSEI segera setelah EBA 
Kelas A diterima oleh Agen Penjual. Selanjutnya Agen Penjual memberi instruksi kepada KSEI 
untuk memindahbukukan EBA Kelas A dari Rekening Efek Agen Penjual ke dalam Rekening Efek 
pemesan sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan.

10.	 Pendaftaran EBA Kelas A ke dalam Penitipan Kolektif

EBA Kelas A yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran EBA No. SP-001/EBAKIK/KSEI/0618 yang ditandatangani 
Manajer Investasi dengan KSEI pada tanggal 5 Juli 2018. Dengan didaftarkannya EBA Kelas A 
tersebut di KSEI, maka atas EBA Kelas A yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.	 KIK-MandiriGIAA01 tidak menerbitkan EBA Kelas A dalam bentuk sertifikat atau warkat 
kecuali Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk 
kepentingan Pemegang EBA Kelas A. EBA Kelas A akan diadministrasikan secara elektronik 
dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya EBA Kelas A hasil Penawaran Umum akan 
dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

b.	  KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian 
sebagai tanda bukti pencatatan EBA Kelas A dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi 
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas EBA Kelas A yang tercatat dalam 
Rekening Efek.

c.	 Pengalihan kepemilikan atas EBA Kelas A dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening 
Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d.	 Pemegang EBA Kelas A yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang EBA Kelas 
A yang berhak atas pembayaran triwulanan dan menerima laporan triwulan tentang investasi 
atas EBA Kelas A menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian 
KIK-EBA.

e.	 Pembayaran hak-hak para Pemegang EBA Kelas A akan dibayarkan oleh KSEI selaku 
Agen Pembayaran atas nama KIK-MandiriGIAA01 kepada Pemegang EBA Kelas A melalui 
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran. Pemegang EBA Kelas A yang 
berhak atas manfaat seperti yang tertera dalam Perjanjian KIK-EBA yang dibayarkan secara 
triwulanan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang EBA pada recording date, 
kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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f.	 Hak untuk menghadiri Rapat Pemegang EBA dilaksanakan oleh Pemegang EBA Kelas 
A dengan memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek (KTUR) 
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Bank Kustodian. KSEI akan membekukan seluruh 
EBA Kelas A yang disimpan di KSEI sehingga EBA Kelas A tersebut tidak dapat dialihkan/
dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Pemegang 
EBA (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya Rapat Pemegang EBA yang dibuktikan dengan 
adanya pemberitahuan dari Bank Kustodian.

g.	 Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan EBA Kelas A wajib membuka Rekening Efek 
di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di 
KSEI.

11.	 Lain-lain

Agen Penjual berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian EBA Kelas A secara 
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
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XVI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

KIK-MandiriGIAA01 dibubarkan bila:

a.	 Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

b.	 Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIK-MandiriGIAA01 
dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang EBA Kelas A. 
Dalam hal persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang EBA Kelas A tidak dapat diperoleh maka 
Manajer Investasi dapat meminta persetujuan dari Pemegang EBA Kelas A melalui Rapat Umum 
Pemegang EBA. Dalam hal tidak ada Pemegang EBA Kelas A maka tidak diperlukan persetujuan 
dari Pemegang EBA Kelas A; atau

c.	 Dalam hal KIK-MandiriGIAA01 tidak membeli Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak KIK EBA memperoleh efektif dari Otoritas 
Jasa Keuangan; atau

d.	 Apabila terjadi kondisi ketidakmampuan membayar KIK EBA sebagaimana diatur dalam BAB VI 
angka 9 Prospektus ini.

Dalam hal terjadinya kejadian tersebut di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib 
mengupayakan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak KIK-MandiriGIAA01 sesuai peraturan pajak 
yang berlaku dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan untuk melikuidasi KIK-MandiriGIAA01.

Setelah pembubaran dan likuidasi KIK-MandiriGIAA01, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak lagi 
bertanggung jawab kepada pihak manapun, termasuk kepada Pemegang EBA, untuk hal-hal berkenaan 
dengan KIK-MandiriGIAA01 dan atau perjanjian terkait.
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XVII.	MEKANISME PERDAGANGAN EBA KELAS A DI 
BURSA

Perdagangan EBA yang tercatat pada bursa akan sama dengan perdagangan efek bersifat utang 
seperti halnya obligasi. 

Penyelesaian transaksi secara wajar dilakukan pada hari kedua setelah tanggal transaksi (T+2) sesuai 
praktek umum pada pasar sekunder obligasi.
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XVIII.	 INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN 
PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN EBA KELAS A

Setelah didapatnya surat efektif dari OJK, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian EBA Kelas 
A dapat diperoleh di kantor Agen Penjual. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

AGEN PENJUAL :

PT Mandiri Sekuritas : Plaza Mandiri, Lantai 28  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (62-21) 526 3445  
Fax. (62-21) 5275701

PT Danareksa Sekuritas : Gedung Danareksa
Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 
Jakarta 10110, Indonesia
Tel. (62-21) 2980 2000
Fax. (62-21) 350 1724

PT Bahana Securities : Graha Niaga, Lantai 19 
Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 
Jakarta 12190, Indonesia 
Tel. (62-21) 250 5490 
Fax. (62-21) 522 5889

PT BNI Sekuritas : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jalan Jend. Sudirman Kav.76-78
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 2554 3946
Fax. (62-21) 5793 6934

PT BCA Sekuritas : Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
Jalan MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. (62-21) 2358 7222
Fax. (62-21) 2358 7250

PT CGS-CIMB Sekuritas 
Indonesia

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 515 4660
Fax. (62-21) 515 4661 atau (62-21) 515 1335
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XIX.	 LAMPIRAN PROSPEKTUS 

Lampiran Prospektus adalah Info Memo Penerbitan Surat Berharga.



Halaman ini sengaja dikosongkan
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1. FAKTA DAN ASUMSI 

1.1. LATAR BELAKANG 

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut dengan “Garuda Indonesia”) selaku 
perusahaan yang bergerak di bidang industri penerbangan dari mulai penerbangan domestik 
maupun internasional. Saat ini Garuda Indonesia telah melayani 83 destinasi di seluruh dunia 
dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan lebih dari 600 
penerbangan per hari dan jumlah armada 196 pesawat di Januari 2017, Garuda Indonesia 
memberikan pelayanan terbaik melalui konsep “Garuda Indonesia Experience” yang 
mengedepankan keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Demi memperluas 
pelayanannya, Garuda Indonesia terus melaksanakan program transformasi secara 
berkelanjutan. 

 Garuda Indonesia terus melaksanakan program transformasi secara berkelanjutan. Hasilnya, 
kini Garuda Indonesia merupakan maskapai bintang lima, dengan berbagai pengakuan dan 
apresiasi berskala internasional, di antaranya pencapaian ‘The World’s Best Cabin Crew” 
selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2014 hingga 2017; "The World's Most Loved 
Airline 2016"; dan “The World’s Best Economy Class 2013” dari Skytrax, lembaga pemeringkat 
penerbangan independen berbasis di London. 

 Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan dana internal, Garuda Indonesia memilih untuk 
melakukan sekuritisasi sebagai sumber pendanaan baru.  

 

1.2. SKEMA SEKURITISASI 

 Sehubungan dengan sekuritisasi yang akan dilakukan oleh Garuda Indonesia, maka berikut ini 
adalah penjelasan atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan berdasarkan buku prospektus.  
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Penjelasan Gambar: 

1. EBA diterbitkan oleh KIK-MandiriGIAA01, yaitu dilaksanakan oleh Bank Kustodian 
berdasarkan KIK-MandiriGIAA01 yang dikelola oleh Manajer Investasi. Dalam hal ini, KIK 
EBA1 menghimpun dana melalui penawaran umum atas EBA Kelas A2 dan penempatan 
terbatas EBA Kelas B.3 Adapun penjelasan mengenai kedua kelas EBA adalah sebagai 
berikut: 

a. EBA Kelas A, dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.800.000.000.000 (satu triliun 
delapan ratus miliar Rupiah) mewakili 90% (Sembilan puluh persen) dari keseluruhan 
nilai Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket; dan 

b. EBA Kelas B dengan total nilai nominal sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar 
Rupiah) mewakili 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak atas 
Pendapatan Penjualan Tiket. 

EBA Kelas A diklasifikasikan sebagai EBA berarus kas tetap, sedangkan EBA Kelas B 
diklasifikasikan sebagai EBA berarus kas tidak tetap. EBA Kelas A dan EBA Kelas B 
dapat dipindahtangankan, tetapi hanya EBA Kelas A yang akan ditawarkan kepada 
publik, dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. EBA dikeluarkan dalam pokok 
nominal Rp 1,00 (satu Rupiah) yang membuktikan hak milik bersama secara 
proporsional yang tidak terbagi atas Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan 
Tiket. 

2. Pemegang EBA akan menerima EBA yang diterbitkan oleh KIK EBA. 

3. Aset keuangan yang akan dibeli oleh KIK EBA adalah surat berharga dengan underlying 
asset berupa Pendapatan Penjualan Tiket yang timbul dari jasa penerbangan yang 
diberikan oleh Penerbit Surat Berharga kepada penumpang untuk rute Jeddah dan 
Madinah sepanjang umur Surat Berharga yang dibeli oleh KIK EBA. 

4. KIK-MandiriGIAA01 akan memperoleh Pendapatan Penjualan Tiket selama 5 (lima) tahun 
(sesuai jumlah umur Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang dibeli) 
sampai dengan Rp 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah). 

5. Garuda Indonesia juga akan bertindak selaku Collection Agent (servicer) yang akan 
melakukan pengumpulan dan penyerahan hasil investasi yang timbul dari Surat Berharga 
Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01. 

                                                           
1 KIK EBA adalah akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket No. 4 Tanggal 3 Mei 2018 jo. Akta No. 49 Tanggal 22 Juni 2018, keduanya dibuat di 
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian, untuk kepentingan para Pemegang EBA, termasuk perjanjian-perjanjian perubahannya (apabila ada). 
2 EBA Kelas A adalah Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
Kelas A yang diterbitkan berdasarkan KIK-EBA dan merupakan bukti kepesertaan dalam KIK EBA, yang 
memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima Arus Kas Tetap pada setiap Tanggal Pelunasan Bertahap 
Pokok Investasi EBA Kelas A dan Tanggal Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas A. 
3 EBA Kelas B adalah Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
Kelas B yang diterbitkan berdasarkan KIK-EBA dan merupakan bukti kepesertaan dalam KIK EBA, yang 
memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima Arus Kas Tidak Tetap pada setiap Tanggal Pelunasan 
Bertahap Pokok Investasi dan Pembagian Hasil Investasi EBA Kelas B berdasarkan KIK-EBA. 
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6. KIK-MandiriGIAA01 akan melakukan distribusi (i) hasil investasi EBA Kelas A kepada 
Pemegang EBA Kelas A dan/atau pokok kepada Pemegang EBA Kelas A dan (ii) Pokok dan 
hasil investasi EBA Kelas B kepada Pemegang EBA Kelas B sesuai dengan tata urutan 
pembayaran. 

7. EBA Kelas A akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan akan diperingkat oleh Perusahaan 
Pemeringkat Efek, sedangkan EBA Kelas B tidak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia 
dan tidak akan diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. 

Dengan demikian, Aset yang disekuritisasi dan menjadi portofolio kekayaan KIK-
MandiriGIAA01 adalah semua hak, titel, dan kepentingan atas, untuk dan terkait dengan Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, yaitu Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
selama 5 (lima) tahun sampai dengan Rp 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas 
miliar Rupiah) yang menjadi hak KIK-MandiriGIAA01 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Tujuannya adalah untuk menerima bagian 
yang proporsional dari pendapatan berkala dan/atau imbal hasil jangka menengah hingga 
jangka panjang kepada para Pemegang EBA dari Pendapatan Penjualan Tiket. 

 

2. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan skema sekuritisasi yang direncanakan pada butir 1, terdapat beberapa hal yang 
menjadi pokok permasalahan yaitu sebagai berikut: 

 Implikasi pajak yang timbul bagi KIK-EBA; 

 Implikasi pajak yang timbul bagi Garuda Indonesia; 

 Implikasi pajak bagi investor.  

 

3. ANALISIS PAJAK 

3.1. IMPLIKASI PAJAK BAGI KIK-EBA 

3.1.1. STATUS PERPAJAKAN KIK EBA 

 Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan sebagai berikut: 

“Yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

a. 1. Orang Pribadi; 

 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk Usaha Tetap.” 

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut kembali dijelaskan bahwa definisi 
badan adalah sebagai berikut: 
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“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, menjelaskan bahwa KIK (dalam kasus ini adalah KIK-EBA) 
yang akan dibentuk, masuk dalam definisi Badan sehingga merupakan Subjek Pajak. 
Kemudian, dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-147/PJ/2003 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA dan Para 
Investornya (selanjutnya disebut dengan KEP-147) juga disebutkan bahwa Kontrak Investasi 
Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) termasuk sebagai Subjek Pajak Badan. 

Lebih lanjut, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) 
disebutkan bahwa: 

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak.” 

Dengan demikian, setelah KIK-EBA didirikan harus segera mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan NPWP di KPP setempat. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, KIK-
EBA diwakili oleh pengurus, yaitu Bank Kustodian. 

3.1.2. DEFINISI-DEFINISI MENURUT KETENTUAN PERPAJAKAN 

Sampai dengan saat ini, peraturan pajak yang secara detail mengatur aspek pemajakan atas 
KIK-EBA hanya baru termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-
147/PJ/2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh KIK-
EBA dan Para Investornya (selanjutnya disebut dengan KEP-147). 

Dalam Pasal 1 KEP-147 secara jelas memberikan definisi-definisi sebagai berikut: 

No. Perihal Definisi 

1. Kontrak Investasi 
Kolektif (Collective 
Investment Contract) 

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di 
mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk 
mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank 
Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan 
penitipan kolektif. 



5 | D D T C © 2018 
 

2. Efek Beragun Aset 
(Asset Backed 
Securities) 

adalah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang 
portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan 
yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna 
usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman 
cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk 
kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat 
utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan 
Kredit (Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta 
aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang 
berkaitan dengan aset keuangan tersebut. 

3. Efek Beragun Aset 
Arus Kas Tetap 

adalah Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada 
pemegangnya untuk menerima pembayaran dengan 
jadwal tertentu, walaupun jadwal pembayaran tersebut 
dapat berubah karena keadaan tertentu. 

4. Efek Beragun Aset 
Arus Kas Tidak Tetap 

adalah Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada 
pemegangnya untuk menerima pembayaran secara 
bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap. 

5. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 
portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola 
portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, 
kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank 
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan 
harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, 
termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, 
menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang 
rekening yang menjadi nasabahnya. 

7. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian 
kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi 
kolektif. 

8. Kreditur Awal 
(Originator) 

adalah pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya 
kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif 
di mana aset keuangan tersebut diperoleh pihak yang 
bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, 
dan pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya. 

9. Penyedia Jasa 
(Servicer) 

adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memproses 
dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, 
melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal 
lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi 
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kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan 
tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan 
dalam kontrak. 

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) KEP-147, mengatur perlakuan menurut perpajakan atas 
KIK-EBA dan pemegang unit yaitu sebagai berikut: 

 

 

3.1.3. ASPEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH KIK-EBA 

Konsekuensi logis dari transaksi true sale yang dilakukan oleh Garuda Indonesia kepada KIK-
EBA, maka KIK EBA akan mendapatkan hak pendapatan. Atas pendapatan yang akan 
dibukukan oleh KIK-EBA ini kemudian muncul pertanyaan bahwa implikasi pajak apa yang 
timbul dari transaksi ini. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-147 diatur bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
KIK-EBA dari portofolio aset keuangan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan 
umum Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:  

 Penghasilan Bruto KIK-EBA dari Aset Keuangan XXX 

-/- Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara 
Penghasilan 

XXX 

-/- Pembayaran Imbalan Bunga Kepada Pemegang Unit Penyertaan 
KIK-EBA Arus Kas Tetap 

XXX 

KIK-EBA 

Pemegang Unit 
Penyertaan KIK-EBA 

Arus Tidak Tetap 

Pemegang Unit 
Penyertaan KIK-EBA 

Arus Tetap 

Diperlakukan Sebagai: Sama dengan perkumpulan 
modal yang tidak terbagi atas 

saham 

Sama dengan anggota 
perkumpulan modal 

Sama dengan kreditor 
obligasi perkumpulan modal 

Sama de
Diperlakukan Sebagai: 

Sama de
Diperlakukan Sebagai: 
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-/- Imbalan Jasa yang Dibayarkan Atau Terutang Kepada Manajer 
Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga 
Pemeringkat, Konsultan Hukum, Notaris, Dan Pihak Lainnya 

XXX 

-/- Keuntungan Atau Kerugian Selisih Kurs Dari Portofolio Investasi 
Dalam Valuta Asing 

XXX 

Bahwa setiap tahun sejak masa berlakunya sekuritisasi, KIK-EBA akan membukukan 
penghasilan yang akan dipajaki PPh Badan dengan tarif sebesar 25%. 

Lebih lanjut, beberapa waktu yang lalu, terdapat Wajib Pajak yang menanyakan perihal 
implikasi pajak atas transaksi KIK-EBA kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, melalui 
Surat Nomor: S-3556/WPJ.07/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP 
Jakarta Khusus dan Surat Nomor: S-2384/WPJ.19/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang 
diterbitkan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, kedua surat tersebut menyatakan sebagai 
berikut: 

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan pendapat dari 
Direktur Peraturan Perpajakan II, dengan ini disampaikan: 

a.  Terkait penghasilan yang diterima KIK-EBA. 

1) Sepanjang transaksi KIK-EBA sekuritisasi Pendapatan Tol merupakan transaksi 
pembiayaan (utang-piutang) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku 
umum, maka penghasilan KIK-EBA berupa selisih antara jumlah yang 
dibayarkan oleh KIK-EBA dengan pendapatan yang dialihkan oleh PT Garuda 
Indonesia (Persero), Tbk merupakan penghasilan bunga berupa diskonto 
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 

2) Atas pendapatan sebagaimana dimaksud butir 1), dipotong pajak penghasilan 
sebesar 15% (lima belas persen) oleh Garuda Indonesia pada saat 
pembayaran kepada KIK-EBA, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PPh. 

b. Penghasilan pemegang unit Sertifikat EBA Arus Kas Tetap. 

1) Pasal 2 ayat (2) dan 5 ayat (2) KEP-147/PJ/2003, bahwa atas penghasilan yang 
diperoleh pemegang unit Sertifikat EBA Arus Kas Tetap diperlakukan sama 
dengan obligasi. 

2) Pengenaan PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi sesuai PP Nomor 100 
Tahun 2013 yakni dikenai pemotongan PPh yang bersifat final sebesar: 

a) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap; 

b) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan 
penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk 
usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan 
obligasi; 

c) Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh 
Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan: 
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 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 

 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. 

3) Pemotongan PPh Final di angka 2 tidak berlaku dalam hal penerima 
penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah: 

a) Wajib Pajak dana pension yang pendirian atau pembentukannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan; dan 

b) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank dari luar 
negeri di Indonesia. 

c. Penghasilan pemegang unit Sertifikat EBA Arus Kas Tidak Tetap. 

 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) KEP-147/PJ/2003, bahwa pemegang unit 
penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tidak Tetap diperlakukan sama dengan anggota 
perkumpulan modal sehingga penghasilan berupa bagian laba termasuk 
keuntungan modal dari penjualan unit penyertaan dikecualikan sebagai objek 
pajak sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh.” 

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah walaupun terdapat Surat Penegasan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak sebelumnya, namun Surat Penegasan tersebut tidak mengikat bagi 
Garuda Indonesia. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa: 

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” 

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis 
peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” 

Bahwa jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah 
sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 
sebagai berikut: 

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 
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e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Kemudian, di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 berikut: 

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” 

Selain itu, dalam Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa suatu peraturan 
perundang-undangan harus diundangkan dalam suatu lembaran resmi agar setiap orang 
dianggap telah mengetahuinya. Kewajiban untuk mengundangkan suatu peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus 
diundangkan dengan menempatkannya dalam: 

a. Lembaran Negara Republik Indonesia 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

c. Berita Negara Republik Indonesia 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

e. Lembaran Daerah 

f. Tambahan Lembaran Daerah 

g. Berita Daerah” 

Sebagai contoh perintah untuk menempatkan peraturan perundang-undangan dalam 
lembaran resmi negara dapat dilihat dalam PMK-151/PMK.03/2015 sebagai berikut: 
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“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia” 

Bahwa tujuan dari penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi 
negara adalah agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut. 
Dengan demikian, Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan 
merupakan peraturan perundang-undangan karena tidak ditempatkan dalam lembaran resmi 
negara.  

Lebih lanjut, bahwa Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: 

“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam 
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.” 

Dari bunyi ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mulai 
berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Namun, Surat 
Penegasan Direktorat Jenderal Pajak tidak menyebutkan kapan saat diundangkan dan 
berlakunya. Oleh karena itu, ketika Surat Penegasan tidak dibentuk berdasarkan UU Nomor 
12 Tahun 2011, dengan demikian bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang 
mengikat. 

Namun demikian, Surat Penegasan yang pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
hanya dapat berfungsi sebagai guidelines saja bagi Wajib Pajak apabila ditinjau dari doktrin-
doktrin hukum sebagai berikut: 

1. Doktrin Estoppel 

Dalam konteks pelaksanaan hukum pajak, doktrin yang telah diadopsi oleh Pengadilan di 
Amerika Serikat ini dapat dijelaskan dengan kutipan sebagai berikut:  

 “Although applied within narrow limits by the US Courts in tax law, the doctrine of 
estoppel generally implies that the IRS cannot change its previous statement of 
position when there has been a misrepresentation on the part of the IRS, reliance on 
that misrepresentation, and such reliance has been to the detriment of the 
taxpayer.”4  

Terjemahan: 

Walaupun diterapkan secara terbatas pada hukum pajak di Pengadilan Amerika 
Serikat, doktrin estoppel secara umum menyiratkan bahwa IRS (Otoritas Pajak 
Amerika Serikat) tidak dapat mengubah pernyataan pada posisi sebelumnya ketika 
terdapat posisi yang keliru dari bagian institusi IRS yang telah merugikan Wajib 
Pajak. 

Lebih lanjut, persyaratan umum untuk melaksanakan doktrin ini adalah:  

 “To claim estoppel, a party must have relied on an adversary’s conduct in such a 
manner as to change his position for the worse and that reliance must have been 

                                                           
4 Carlo Romano, ’Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings System’, IBFD, hal. 
341   
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reasonable in that the party claiming estoppel did not know nor should it have 
known that its adversary’s conduct was misleading.”5 

Terjemahan: 

Untuk mengklaim estoppel, suatu pihak harus bergantung kepada perilaku lawan 
sedemikian hingga mengubah posisinya untuk hal yang lebih buruk dan 
ketergantungan itu harus masuk akal dengan artian pihak yang mengklaim estoppel 
tidak tahu atau telah tahu sebelumnya bahwa perilaku lawan menyesatkan.  

2. Doktrin Res Judicata 

Doktrin yang umumnya diadopsi oleh negara-negara yang menganut civil law ini adalah:  

“A res judicata is a judicial decision of special character because, being pronounced 
by a court or tribunal having jurisdiction over the subject matter and the parties, it 
disposes finally and conclusively of the matters in controversy, such that-other than 
on appeal-that subject-matter cannot be re litigated between the same parties or 
their privies. Instead, the subject -matter becomes-as the Latin reveals- ‘a thing 
adjudicated’, with the res judicata thereafter standing as the final and conclusive 
resolution of the parties’ dispute” 6 

Terjemahan: 

Res Judicata adalah keputusan yudisial dengan karakter khusus, karena setelah 
diumumkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas permasalahan serta pihak-
pihak, ini secara final dan konklusif menghapus masalah-masalah yang menjadi 
kontroversi, sedemikian hingga – selain mengenai naik banding – masalah tersebut 
tidak dapat dilitigasi ulang antara pihak yang sama atau pihak-pihak berkepentingan 
lainnya. Sebaliknya, masalah tersebut – seperti yang diungkapkan oleh bahasa Latin 
– menjadi ‘sesuatu yang diputuskan‘, dengan Res Judicata setelahnya berlaku sebagai 
resolusi yang final dan konklusif dari sengketa pihak-pihak. 

 

3.1.4. ASPEK PAJAK YANG TIMBUL DARI PEMEGANG UNIT (KELAS SENIOR DAN KELAS JUNIOR)  

 Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya dalam butir 1, bahwa EBA dibagi menjadi 
dua kelas yaitu sebagai berikut: 

a. EBA Kelas A (Kelas Senior), yang untuk pertama kalinya adalah EBA Kelas A Seri A1, dengan 
total nilai nominal sebesar Rp 3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) 
mewakili 90% (Sembilan puluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga Hak atas 
Pendapatan Penjualan Tiket; dan 

b. EBA Kelas B (Kelas Junior), dengan total nilai nominal sebesar Rp 400.000.000.000 (empat 
ratus miliar Rupiah) mewakili 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai Surat Berharga 
Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket. 

                                                           
5 Carlo Romano, ’Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings System’, IBFD, hal. 
326   
6 Peter R. Barnett,’Res Judicata, Estoppel, and Foreign Judgments’, Oxford University Press, hal. 8   
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Adapun perlakuan pajaknya adalah sebagai berikut: 

No. Jenis 
Pemegang 

Unit 

Diperlakukan 
Sebagai 

Implikasi Pajak yang Timbul 

1. Kelas Senior 
yang akan 
memiliki 
pendapatan 
tetap 
(Pemegang 
Unit 
Penyertaan 
KIK-EBA Arus 
Tetap) 

Kreditor 
Obligasi 
perkumpulan 
modal 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas 
Tetap berupa imbalan bunga, diperlakukan sama 
dengan penghasilan obligasi yang dikenakan 
pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
Berupa Bunga Obligasi s.t.d.t.d. Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 (selanjutnya 
disebut dengan PP-100). 

Menurut ketentuan PP-100 diatur sebagai 
berikut: 

 Penghasilan bunga obligasi dikenai 
pemotongan PPh yang bersifat final (kecuali: 
(i) penerima penghasilan merupakan Wajib 
Pajak dana pension yang pendirian atau 
pembentukannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan; dan (ii) Wajib Pajak bank 
yang didirikan di Indonesia atau cabang bank 
luar negeri di Indonesia); 

 Besarnya PPh Final atas bunga obligasi adalah 
sebagai berikut: 

a. Bunga dari Obligasi dengan kupon 
sebesar: 

1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk 
Usaha Tetap; dan 

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan 
Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda bagi Wajib Pajak Luar 
Negeri selain Bentuk Usaha Tetap, 
dari jumlah bruto bunga sesuai 
dengan masa kepemilikan Obligasi; 

b. Diskonto dari Obligasi dengan kupon 
sebesar: 
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1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk 
Usaha Tetap; dan 

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan 
Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda bagi Wajib Pajak Luar 
Negeri selain Bentuk Usaha Tetap, 
dari selisih lebih harga jual atau nilai 
nominal di atas harga perolehan 
Obligasi, tidak termasuk bunga 
berjalan; 

c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga 
sebesar: 

1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk 
Usaha Tetap; dan 

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan 
Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda bagi Wajib Pajak Luar 
Negeri selain Bentuk Usaha Tetap, 
dari selisih lebih harga jual atau nilai 
nominal di atas harga perolehan 
Obligasi; dan 

d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi 
yang diterima dan/atau diperoleh Wajib 
Pajak reksadana yang terdaftar pada 
Otoritas Jasa Keuangan sebesar: 

1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 
sampai dengan tahun 2020; dan 

2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 
2021 dan seterusnya. 

2. Kelas Junior 
yang akan 
memiliki 
pendapatan 
tidak tetap 
(Pemegang 
Unit 
Penyertaan 

Anggota 
perkumpulan 
modal 

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf ‘i’ UU 
PPh disebutkan sebagai berikut: 

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh 
anggota dari perseroan komanditer yang 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
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KIK-EBA Arus 
Tidak Tetap) 

kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif.” 

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) 
huruf ‘i’ UU PPh menyebutkan bahwa:  

“Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-
badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini 
yang merupakan himpunan para anggotanya 
dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada 
tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian 
laba yang diterima oleh para anggota badan 
tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.” 

Dengan demikian, atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh pemegang unit 
penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tidak Tetap, berupa 
bagian laba termasuk keuntungan modal dari 
penjualan unit penyertaan, dikecualikan sebagai 
Objek Pajak. 

Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa melalui Surat Nomor: S-
3556/WPJ.07/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus 
dan Surat Nomor:  S-2384/WPJ.19/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kanwil 
DJP Wajib Pajak Besar, kedua surat tersebut memverifikasi atau menyatakan hal yang sama 
dengan uraian di atas. Namun demikian, patut dicatat bahwa posisi Surat Penegasan hanya 
dapat digunakan sebagai guidelines, akan tetapi tidak mengikat. 

 

3.2. IMPLIKASI PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) BAGI GARUDA 

Atas transaksi sekuritisasi ini, Garuda Indonesia akan melakukan sekuritisasi atas Pendapatan 
Penjualan Tiket yang timbul dari jasa penerbangan untuk rute Jeddah dan Madinah. Terkait 
dengan hal ini, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah mengenai sistem pajak 
penghasilan (PPh) di Indonesia terutama dari sudut pandang konsep aliran penghasilan.  

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh (selanjutnya disebut UU PPh No. 36 Tahun 2008) 
mengatur tiga hal penting:  

(i)  Menentukan objek pajak yaitu penghasilan;  

(ii)  Memberikan definisi yang dikenakan pajak tersebut; serta  

(iii) Memberikan contoh-contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam 
pengertian penghasilan yang dikenakan pajak.  

Bunyi Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. 

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal 
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dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, …” 

Dari bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu:7 

a. Tambahan kemampuan ekonomis; 

b. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; 

c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia; 

d. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta; 

e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun juga. 

Dari elemen-elemen di atas, setidaknya ada dua hal yang relevan yang perlu ditinjau yaitu: 

 Pertama, frasa “tambahan kemampuan ekonomis”, yang sejatinya mengikuti konsep  
S-H-S concept8 bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai 
barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. 
Dengan memakai kata ‘tambahan’, maka dimaksudkan bahwa yang dikenakan pajak itu 
adalah jumlah neto yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan 
biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu.  

 Kedua, unsur “dengan nama dan dalam bentuk apapun juga” yaitu mensyaratkan bahwa 
dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan kalau ada berapa 
besarnya penghasilan itu, yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh Wajib Pajak 
dan juga bukan bergantung pada bentuk formal/legal/yuridis yang dipakai. Yang 
menentukan justru hakikat ekonomis yang sebenarnya. Hal ini disebut sebagai substance 
over form principle yang menggarisbawahi mengenai hakikat ekonomis adalah jauh lebih 
penting dari bentuk formal yang dipergunakan.9 

Lebih lanjut, dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 juga mengenal konsep aliran tambahan 
kemampuan ekonomis, seperti dapat ditemui dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 
36 Tahun 2008, sebagai berikut. 

“Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 
Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

i. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, 
akuntan, pengacara dan sebagainya; 

ii. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

iii. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak 
gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan 
harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

                                                           
7  R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan: Pasca Reformasi 2000, (Jakarta: YP4, 2002), 76-79. 
8  S-H-S concept  
9  R. Mansury, Op.Cit, 80. 
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iv. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.” 

Bahwa berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh di atas, aliran penghasilan 
dibeda-bedakan terutama berdasarkan dua kelompok besar: (i) bersumber dari active income 
yaitu penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan usaha (huruf a dan huruf b); dan (ii) bersumber 
dari passive income yaitu penghasilan dari modal dan bersumber dari tambahan kemampuan 
ekonomis yang bersifat tidak teratur seperti hadiah (huruf c dan huruf d). Hal ini juga telah 
dinyatakan oleh Christians dan Branuer (2011).10 Penghasilan dari kegiatan usaha merupakan 
penghasilan dari kegiatan di mana WP terlibat secara reguler dan berkesinambungan dengan 
tujuan utama adalah untuk memperoleh laba usaha. Oleh karena itu, dalam menetapkan 
apakah suatu penghasilan merupakan penghasilan  dari kegiatan usaha maka frekuensi dari 
aktivitas dan motif dari Wajib Pajak mesti dipertimbangkan.11 

Namun demikian, hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa Indonesia adalah negara yang 
menganut adanya sistem practically formal dependence antara standar akuntansi komersial 
dan standar akuntansi pajak.12 Dengan kata lain, selama suatu transaksi atau peristiwa 
keuangan tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, maka 
pembukuannya harus mengikuti akuntansi komersial atau Standar Akuntansi Keuangan. Hal 
ini ditunjukkan melalui Penjelasan Pasal 28 Ayat (7) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) yang mengatur bahwa pembukuan sekurang-
kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, 
serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang sebagai 
berikut: 

“.... pembukuan  harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di 
Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan 
perundang-undangan perpajakan menentukan lain.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, artinya bahwa dengan mengacu pada Penjelasan 
Pasal 28 ayat (7) UU KUP tersebut, maka sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus dalam 
peraturan perundang-perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang perlakuan 
perpajakan atas perlakuan laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual putus/sekuritisasi 
hak pengakuan pendapatan atas proceed yang timbul dari transaksi sekuritisasi, maka 
perlakuan perpajakannya mengikuti PSAK yang berlaku di Indonesia. 

Kemudian, dalam bunyi ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP disebutkan sebagai berikut: 

                                                           
10  Allison Christians dan Yariv Brauner, “The Meaning of “Enterprise,“ “Business,” and “Business Profits” under 
Tax Treaties and Domestic Tax Law”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1161 (2011): 17. 
11  Ibid., 8. 
12  Artinya, tidak ada perbedaan sistem antara standar akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial. Walau 
demikian, dalam hal terdapat suatu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang secara khusus 
mengatur tata cara pembukuan atas suatu transaksi atau peristiwa, maka tata caranya mengikuti standar 
akuntansi perpajakan. Lihat Peter Essers dan Ronald Russo, “The Precious Relationship between IAS/IFRS, 
National Tax Accounting Systems and the CCCTB,” dalam Peter Essers, et.al. (eds), The Influence of IAS/IFRS on 
the CCCTB, Tax Accounting, Disclosure, and Corporate Law Accounting Concepts (Alphen ad Rijn: Kluwer Law 
International: Kluwer Law International, 2009), 32. 
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“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsesl akrual atau 
stelsel kas.” 

Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP disebutkan sebagai 
berikut: 

“Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan 
dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip 
taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:  

a. stelsel pengakuan penghasilan; 

b. tahun buku; 

c. metode penilaian persediaan; atau 

d. metode penyusutan dan amortisasi. 

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti 
penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, 
tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara 
tunai.  

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan 
metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam 
bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti 
build operate and transfer (BOT) dan real estat. 

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan 
yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. 

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-
benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru 
dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu 
periode tertentu. 

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan 
jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara 
penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam 
stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat 
pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, 
dan biaya operasi lain diba1yar…” 

Lebih lanjut, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Garuda Indonesia dalam hal transaksi KIK-
EBA ini juga bukan sesuatu yang keliru karena Garuda Indonesia memiliki keleluasaan untuk 
menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi relevan dan andal ketika PSAK 
tidak secara spesifik mengatur tentang sekuritisasi. Hal ini seperti tertuang dalam Paragraf 10 
PSAK 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan 
Kesalahan sebagai berikut: 
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“10.  Dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa 
atau kondisi lainnya, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam 
mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan 
informasi yang:  

(a)  relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai; dan  

(b)  andal, dalam laporan keuangan yang:  

(i)  menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;  

(ii)  mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi 
lainnya, dan bukan hanya bentuk hukumnya;  

(iii) netral, yaitu bebas dari bias;  

(iv)  pertimbangan sehat; dan  

(v)  lengkap dalam semua hal yang material. 

Bahwa menurut ketentuan PSAK 23 Paragraf secara implisit menyebutkan bahwa sepanjang 
PSAK tidak mengatur secara jelas terkait pencatatan atau perlakuan terkait transaksi 
sekuritisasi, maka pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan 
akuntansi mengacu pada kebijakan manajemen. 

Lebih lanjut, terkait hal ini, pada tanggal 03 Agustus 2017 telah diterbitkan Surat Penegasan 
oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor: S-3556/WPJ.07/2017 dan pada tanggal 15 Agustus 
2017 Kanwil Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menerbitkan Surat Nomor:  S-
2384/WPJ.19/2017, namun demikian kedua surat penegasan tersebut tidak memberikan 
jawaban secara eksplisit terkait perihal pengakuan pendapatan yang akan dicatat pada sisi 
originator. 

 

3.3. IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) BAGI KIK-EBA 

 Bahwa berdasarkan Butir B pada Gambar 1 di atas atas Skema Transaksi implikasi pajak 
penghasilan bagi KIK-EBA adalah sebagai berikut: 

 Peraturan pajak yang secara detail mengatur aspek pemajakan atas KIK-EBA termaktub dalam 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-147/PJ/2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh KIK-EBA dan Para Investornya (selanjutnya disebut 
dengan KEP-147). 

Pemegang unit akan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

 Kelas Senior akan memiliki pendapatan tetap (berdasarkan persentase); dan  

 Kelas Junior akan memiliki pendapatan tidak tetap. 

Bahwa berdasarkan fakta transaksi tersebut di atas, maka perlakuan pajak atas kedua kelas 
tersebut menjadi sebagai berikut: 
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No. Jenis 
Pemegang 

Unit 

Diperlakukan 
Sebagai 

Implikasi Pajak yang Timbul 

1. Kelas Senior 
yang akan 
memiliki 
pendapatan 
tetap 
(Pemegang 
Unit 
Penyertaan 
KIK-EBA Arus 
Tetap) 

Kreditor 
Obligasi 
perkumpulan 
modal 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas 
Tetap berupa imbalan bunga, diperlakukan sama 
dengan penghasilan obligasi yang dikenakan 
pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
Berupa Bunga Obligasi s.t.d.t.d. Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 (selanjutnya 
disebut dengan PP-100). 

Menurut ketentuan PP-100 diatur sebagai berikut: 

 Penghasilan bunga obligasi dikenai 
pemotongan PPh yang bersifat final (kecuali: 
(i) penerima penghasilan merupakan Wajib 
Pajak dana pension yang pendirian atau 
pembentukannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan; dan (ii) Wajib Pajak bank yang 
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar 
negeri di Indonesia); 

 Besarnya PPh Final atas bunga obligasi adalah 
sebagai berikut: 

a. Bunga dari Obligasi dengan kupon 
sebesar: 

3) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha 
Tetap; dan 

4) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda bagi 
Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk 
Usaha Tetap, dari jumlah bruto bunga 
sesuai dengan masa kepemilikan 
Obligasi; 

e. Diskonto dari Obligasi dengan kupon 
sebesar: 
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3) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha 
Tetap; dan 

4) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda bagi 
Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk 
Usaha Tetap, dari selisih lebih harga 
jual atau nilai nominal di atas harga 
perolehan Obligasi, tidak termasuk 
bunga berjalan; 

f. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga 
sebesar: 

3) 15% (lima belas persen) bagi Wajib 
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha 
Tetap; dan 

4) 20% (dua puluh persen) atau sesuai 
dengan tarif berdasarkan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda bagi 
Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk 
Usaha Tetap, dari selisih lebih harga 
jual atau nilai nominal di atas harga 
perolehan Obligasi; dan 

g. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi 
yang diterima dan/atau diperoleh Wajib 
Pajak reksadana yang terdaftar pada 
Otoritas Jasa Keuangan sebesar: 

3) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 
sampai dengan tahun 2020; dan 

4) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 
2021 dan seterusnya. 

2. Kelas Junior 
yang akan 
memiliki 
pendapatan 
tidak tetap 
(Pemegang 
Unit 
Penyertaan 
KIK-EBA Arus 
Tidak Tetap) 

Anggota 
perkumpulan 
modal 

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf ‘i’ UU 
PPh disebutkan sebagai berikut: 

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh 
anggota dari perseroan komanditer yang 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif.” 
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Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) 
huruf ‘i’ UU PPh menyebutkan bahwa:  

“Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-
badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini 
yang merupakan himpunan para anggotanya 
dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada 
tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian 
laba yang diterima oleh para anggota badan 
tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.” 

Dengan demikian, atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh pemegang unit penyertaan KIK-
EBA Arus Kas Tidak Tetap, berupa bagian laba 
termasuk keuntungan modal dari penjualan unit 
penyertaan, dikecualikan sebagai Objek Pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait pemotongan PPh dari KIK 
EBA kepada pemegang unit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. 

 

3.3. IMPLIKASI PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS NILAI RESIDU YANG DIBUKUKAN KIK EBA 

 Dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-147 diatur bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KIK-
EBA dari portofolio aset keuangan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum 
Undang-undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, ketika KIK EBA membukukan 
keuntungan, maka akan dipajaki dengan tarif 25% sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU PPh. 
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4. ASPEK PPN YANG TIMBUL 

4.1. KETENTUAN UMUM MENGENAI PPN 

4.1.1. DEFINISI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

Menurut European Commission, PPN adalah pajak atas konsumsi secara umum yang 
dirancang untuk dikenakan pada semua kegiatan komersial dalam suatu proses produksi 
barang atau pemberian jasa yang ditanggung oleh konsumen.13 Pato and Marcques (2014) 
berpendapat bahwa PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, yang terutang atas konsumsi 
barang dan jasa.14 Dalam pengertian lainnya, PPN merupakan pajak konsumsi tidak langsung 
yang dikenakan kepada pemasok, tetapi dimaksudkan untuk ditanggung oleh konsumen.15 
Sebagai pajak atas konsumsi, PPN dikenakan atas transaksi penyerahan, baik penyerahan 
barang maupun jasa. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Victor Thuronyi (2003):16 

“The VAT is a tax on transactions. It is structured in such a way that the total tax base 
is more or less equal to domestic consumption (usually less, given exemption). Taxable 
transaction are the supply of goods or services made within the jurisdiction by a 
taxable person acting such, except for those that exempted.” 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak 
tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumen atas penyerahan barang dan/atau jasa 
oleh pengusaha kena pajak. Pada dasarnya terdapat lima elemen dasar PPN, yaitu: 

(i) Pajak atas konsumsi dalam negeri 

PPN merupakan pajak atas konsumsi, yaitu pajak yang dikenakan atas seluruh 
pengeluaran (expenditure) yang dilakukan oleh konsumen akhir.17 Namun, PPN hanya 
dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang dilakukan di dalam negeri, baik 
barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. 
Sebaliknya, atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan 
PPN. Dengan demikian pemajakan atas konsumsi dalam negeri membutuhkan 
penyesuaian penerapan batas pemajakan dari suatu negara. Hal ini sebagaimana 
dinyatakan oleh Peggy B. Musgrave (2001) sebagai berikut:18 

“Taxation of home consumption of domestic and foreign products requires 
application of full border tax adjustments, …” 

(ii) Pajak atas transaksi 

Suatu transaksi biasanya dinyatakan berada dalam cakupan PPN apabila transaksi 
tersebut adalah transaksi penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa.19 Oleh 

                                                           
13  Alan Schenk dan Oliver Oldman, Value Added Tax: A Comparative Approach, (Cambridge Tax Law Series, 2007), 
17. 
14  Antonio Calisto Pato and Marlon Marcques, Fundamentals of VAT, (Middletown, 2014), 20. 
15  Frans Vanistendael, Neutrality and the Limits of VAT, dalam “Selected Issues in European Tax Law: The Legal 
Character of VAT and the Application of General Principles of Juctice”, ed. Dirk Albregtse and Han Kogels, 14-16. 
16  Victor Thuronyi, Comparative Income Tax, (The Hague: Kluwer Law International, 2003), 307. 
17  Ibid. 
18  Peggy B. Musgrave, “International Aspects of Value Added Taxes: Lessons for Developing Countries,” VAT 
Monitor, (May/June 2001): 107. 
19  Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting, Volume 1, (International Monetary Fund, 1996), 307.  
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karenanya, PPN dikenakan atas penyerahan barang maupun penyerahan jasa (supplies 
of goods or services).  

(iii) Bersifat umum 

Sifat umum PPN ditunjukkan pada pengenaan pajak berdasarkan pengeluaran yang 
berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa pada setiap lini produksi, distribusi, dan 
dalam rantai suplai.20 

(iv) Netral 

PPN seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi 
dan tidak pula memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan 
jasa. Selain itu, sifat netral PPN juga tercermin dalam suatu rantai suplai di mana PKP 
dapat mengreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluarannya.21  

(v) Proporsional terhadap harga barang dan jasa.   

PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pengalian tarif PPN dengan nilai transaksi atau 
harga dari penyerahan barang atau jasa, sehingga pada tarif tertentu maka beban PPN 
yang ditanggung akan tetap proporsional terhadap harga.22 

4.1.2. METODE PENGHITUNGAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

Untuk menghitung kewajiban PPN yang terutang oleh Wajib Pajak, berikut beberapa metode 
Penghitungan Kewajiban PPN:  

(i) Credit Invoice Method  

Dalam metode credit invoice, kewajiban pajak dihitung berdasarkan pajak yang 
dipungut dalam penjualan (pajak keluaran) dan pajak yang dibayarkan (pajak masukan) 
dalam pembelian baik secara domestik maupun impor dari pihak lain.23 

Metode ini terbukti merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan penerimaan 
dengan biaya kepatuhan yang rendah. Namun metode credit invoice sulit untuk 
diterapkan pada industri maupun transaksi tertentu, seperti penjualan barang bekas, 
jasa keuangan dan gambling. 

(ii) Credit Subtraction Method 

Dalam metode ini, pajak yang dipungut tidak didasarkan pada faktur pajak yang 
dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karenanya, yang membedakan 
antara metode credit invoice dengan metode credit subtraction adalah metode ini tidak 
menyaratkan untuk Pengusaha mendaftarkan usahanya sebagai PKP.  

(iii) Sales Subtraction VAT 

Dalam metode ini penghitungan kewajiban PPN dilakukan dengan mengalikan 23ariff 
pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang berupa pengurangan antara total penjualan 

                                                           
20  Antonio Calisto Pato dan Marlon Marcques, Fundamentals of VAT, (Middletown, 2014), 22. 
21  Sijbren Cnossen, “The Technical Superiority of VAT over RST.” HeinOnline 4 Austl. Tax F. 419, (1987): 424, 
http://heinonline.org. 
22  Antonio Calisto Pato and Marlon Marcques, Op.Cit., 26. 
23  Alan Schenk dan Oliver Oldman, Op. Cit., 39. 
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yang dikenakan pajak dengan total pembelian kena pajak dari pihak lain. Metode ini 
sulit diterapkan pada tarif pajak yang beragam.  

(iv) Additional Method VAT 

Dalam metode pertambahan nilai, menyaratkan bagi PKP untuk menghitung kewajiban pajak 
untuk setiap periode dengan menambahkan faktor produksi ekonomi perusahaan, seperti upah, 
sewa, biaya bunga dan laba untuk tujuan pengenaan PPN, dan dikalikan dengan tarif pajak yang 
berlaku.24  

4.1.3. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

Penyerahan BKP yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN 
dijelaskan dalam Pasal 1A ayat (2) UU PPN adalah: 

(i) Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang; 

(ii) Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang; 

(iii) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar 
cabang dikecualikan dari pengenaan PPN dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat 
pajak terutang; 

(iv) Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah PKP; dan 

(v) BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang 
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas 
perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan perolehan dan pemeliharaan 
kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang 
dagangan atau disewakan. 

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyerahan BKP dalam hal sebagai jaminan 
utang-piutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN.  

Sedangkan jenis barang yang tidak dikenai PPN dijelaskan dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN 
yaitu sebagai berikut: 

(i) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya; 

(ii) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 

(iii) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan 
sejenisnya, meliputi makanan dan  minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun 
tidak, termasuk makan dan minuamn yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau 
catering; dan 

(iv) Uang, emas batangan dan surat berharga. 

                                                           
24  Ibid., 42-43. 
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4.1.4. JASA KEUANGAN SEBAGAI JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI (PPN) 

Jasa keuangan merupakan salah satu jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak. David 
William menyatakan bahwa pengecualian jasa keuangan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN 
dilakukan untuk menghindari masalah administrasi yang rumit, seperti sulitnya menentukan 
nilai tambah dalam transaksi keuangan.25  

Selain itu, kesulitan yang terjadi dalam pengenaan PPN pada sektor jasa keuangan terjadi 
dalam menentukan “pertambahan nilai” yang dilakukan dalam transaksi jasa keuangan dan 
kesulitan dalam menghitung harga atas jasa yang diberikan.26  

Dua aspek yang menjadikan pajak atas jasa keuangan adalah kurangnya mekanisme bank 
(atau lembaga keuangan) untuk membagi kredit masukan antara kegiatan kena pajak dan jasa 
intermediasi yang dikecualikan, dan kurang terdapat mekanisme untuk mengalokasikan PPN 
atas jasa keuangan yang dikenakan pajak.  

Dasar hukum yang menyatakan bahwa jasa keuangan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai 
PPN adalah Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN. Jasa keuangan yang dikecualikan dari 
pengenaan PPN meliputi: 

(i) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 

(ii) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak 
lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, 
cek, atau sarana lainnya; 

(iii) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: 

a. Sewa guna usaha dengan hak opsi; 

b. Anjak piutang; 

c. Usaha kartu kredit; dan/atau 

d. Pembiayaan konsumen; 

(iv) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; 
dan 

(v) Jasa penjaminan. 

Dalam kegiatan usaha perbankan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jenis-jenis 
jasa yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN. Surat Edaran Nomor SE-121/PJ/2010 tentang 
Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Perbankan (selanjutnya 
disebut SE-121/2010) mengatur bahwa kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi 
kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang 
PPN dan kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN. 

                                                           
25  Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting, Volume 1, Op. Cit., 41. 
26  Oskar Henkow, Financial Activities in European VAT: A Theoretical and Legal Research of the European VAT 
System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, (Aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2008), 6. 
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Penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN memiliki karakteristik berupa jasa 
keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa 
bunga atau jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam 
hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan. 

Angka 6 SE-121/2010 menyebutkan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan yang bukan 
penyerahan jasa, seperti membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan 
maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela, merupakan penyerahan 
Barang Kena Pajak yang terutang PPN.  

Sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran tersebut yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha 
perbankan, khususnya bank umum, maka SE-121/2010 tidak mengikat kepada perusahaan 
pembiayaan. Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara bank dan perusahaan pembiayaan.  

Secara definisi, Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perusahaan pembiayaan didefinisikan 
dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, 
anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau usaha kartu kredit. Berdasarkan definisi 
tersebut, terdapat perbedaan dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan 
perusahaan pembiayaan, di mana bank berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak 
yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan perusahaan pembiayaan 
berperan sebagai lembaga yang menyediakan dana atau barang modal, dan tidak melakukan 
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpres No. 
9/2009. 

Lebih lanjut, hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai isi dari Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 7 dan 8 
PMK-84 disebutkan sebagai berikut: 

“Pasal 7 

(1) Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas 
atau Koperasi. 

(2) Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh: 

a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau 

b. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/badan hukum Indonesia 
(usaha patungan). 

Pasal 8 

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
wajib terlebih dahulu memperoleh izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari 
Menteri.  
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(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib secara jelas 
mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang 
dilakukannya.” 

Bahwa merujuk pada bunyi ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa KIK-EBA tidak dapat 
diperlakukan sebagai perusahaan pembiayaan, mengingat KIK-EBA tidak didirikan dalam 
bentuk perseroan atau koperasi serta tidak akan mendapatkan persetujuan atau izin dari 
Menteri Keuangan. 

 Lebih lanjut, pada tanggal Surat Nomor: S-295/PJ/2017 tanggal 31 Agustus 2017 terdapat 
Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait Penegasan mengenai 
Transaksi antara PT XXX dengan KIK-EBA, yang mana DJP menyebutkan sebagai berikut: 

“a. Sertifikat Pendapatan Jalan Tol yang diterbitkan oleh PT XXX sebagaimana 
dimaksud di atas termasuk dalam pengertian surat berharga. Namun demikian, 
penetapan sertifikat tersebut sebagai surat berharga dilakukan oleh OJK. 

b. Mengingat surat berharga merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN, maka 
atas penyerahan Sertifikat Pendapatan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak dikenai PPN.” 
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5. PENUTUP 

Analisis dan kesimpulan yang terdapat dalam opini kami ini adalah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Hasil analisis yang 
terdapat dalam opini adalah tidak mengikat terhadap posisi DJP atau pihak manapun, dan 
tidak terdapat jaminan bahwa DJP atau pihak manapun tidak akan mengambil posisi berbeda 
dari hasil analisis pada surat dan lampiran opini. Dalam hal terjadi perubahan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku surut, hasil analisis kami dapat saja perlu 
dilakukan perubahan. Kami tidak berkewajiban untuk melakukan revisi analisis apabila terjadi 
perubahan peraturan yang terjadi setelah tanggal surat ini.  

Hasil analisis kami adalah hanya untuk Garuda Indonesia (Persero) dan tidak untuk dijadikan 
acuan bagi pihak lain. Kami tidak bertanggungjawab atas akibat kepada pihak lain. Tanpa ijin 
tertulis kami, kecuali terhadap hal-hal berkaitan dengan DJP atau pihak terkait langsung 
dengan upaya hukum lebih lanjut atas kasus sengketa ini, analisis kami tidak dapat dikutip 
sebagian atau seluruhnya atau diberikan. 

Namun demikian, dikarenakan underlying pada transaksi ini dapat dikatakan merupakan 
transaksi pertama yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan adanya Surat Penegasan dari 
Direktur Jenderal Pajak untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari. 

  

Jakarta, 25 Juli 2018 
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MEMORANDUM INFORMASI INI MERUPAKAN SUATU INFORMASI UMUM DAN BUKAN 
MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU USAHA PENJUALAN SUATU SURAT BERHARGA 
KEPADA SIAPAPUN. SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET YANG 
DISEBUTKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI DIDISTRIBUSIKAN SECARA PENAWARAN 
TERBATAS (“PRIVATE PLACEMENT”). 

 
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (“PERSEROAN”) TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN 
PENDAFTARAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) ATAU OTORITAS PASAR MODAL 
MANAPUN JUGA, DAN SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET INI 
TIDAK DICATATKAN DI BURSA EFEK MANAPUN. 

 

 
 

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Kegiatan Usaha: Jasa Angkutan Udara 

 
Kantor Pusat 

Gedung Garuda Indonesia  
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia 

Situs: www.garuda-indonesia.com 

 
Kantor Manajemen 

Gedung Manajemen Garuda City 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 

Tangerang 15111 – Indonesia 
P.O. Box 1004, TNG BUSH 

Telp.: (021) 2560 1290 / 2560 1213 
E-mail: investor@garuda-indonesia.com 

  
Penawaran Terbatas 

Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  

Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah 
Dengan Harga Penerbitan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) 
Untuk Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga 

 
Dalam rangka Penawaran Terbatas  tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan secara terbatas Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute Penerbangan Jeddah 
dan Madinah yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima Pendapatan Penjualan Tiket.   

Surat Berharga akan diterbitkan dengan harga penerbitan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga dengan nilai Hak Atas Pendapatan Penjualan 
Tiket sebesar Rp. 2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah).  

Pembayaran atau penyetoran kepada Pemegang Surat Berharga atas nilai Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket akan 
dilakukan secara bulanan selama 5 tahun, dimana pembayaran pendapatan pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-1 Tanggal Penerbitan. 

PENERBITAN SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET INI TIDAK 
DILAKUKAN MELALUI PENAWARAN UMUM SEPERTI YANG DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO.8 TENTANG PASAR MODAL DAN KARENANYA TIDAK TUNDUK PADA KETENTUAN 
DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. UNTUK 
TUJUAN PENAWARAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN 
PENJUALAN TIKET, SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET INI DAPAT 
DITAWARKAN DAN DIJUAL KEPADA BADAN HUKUM MAUPUN NON BADAN HUKUM YANG 
BERDOMISILI DI INDONESIA DENGAN KETENTUAN SEPANJANG PENAWARAN ATAU PENJUALAN 
TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN PENAWARAN ATAU PENJUALAN SURAT BERHARGA HAK 
ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET INI MENJADI SUATU PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA 
DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN 
PERATURAN PELAKSANAANNYA. 

 
 
 
 

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 



Perseroan sebagai originator bersama dengan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka 
Penawaran Terbatas ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat 
dan laporan yang disajikan dalam Memorandum Informasi ini sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah 
Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.  
 
Sehubungan dengan Penawaran Terbatas ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan 
memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak 
diungkapkan dalam Memorandum Informasi ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis 
dari Perseroan.  
 
Profesi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Terbatas 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket ini bukan merupakan pihak terafiliasi 
dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak 
Terafiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar 
Modal. 
 

Penawaran Terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket ini tidak didaftarkan 
berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. 
Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Memorandum Informasi ini, maka 
dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket ini sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi, kecuali bila 
penawaran dan pembelian Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket tersebut tidak 
bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta 
ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut. 

 

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh Pemegang 
Surat Berharga dan tidak ada lagi informasi yang material belum diungkapkan yang mengakibatkan 
informasi sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau 
menyesatkan. 
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Pemberitahuan Penting 
 
Dokumen ini (dan semua acuan di dalamnya) didistribusikan oleh Perseroan, dalam Penawaran 
Terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga. 
Dokumen ini bersifat sangat rahasia dan hanya disediakan untuk Pemegang Surat Berharga yang 
telah menandatangani pernyataan kerahasiaan yang telah ditetapkan. Kepada para penerima 
dokumen ini perlu ditegaskan bahwa mereka telah menyatakan kesanggupannya untuk menjaga 
kerahasiaan dan untuk menjamin bahwa semua informasi di dalam dokumen ini diperlakukan sebagai 
dokumen rahasia. 
 
Dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen untuk melakukan kegiatan Penawaran Umum 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk 
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
 
Dokumen ini tidak boleh digandakan, diungkapkan atau dibagikan kepada pihak lain kecuali pihak 
tersebut memberitahu penerimanya maksud dan tujuan dari dokumen ini dan kemudian hanya bila 
penerima tersebut menandatangani pernyataan kerahasiaan yang sama yang disediakan Perseroan. 
Dokumen ini hanya boleh digunakan untuk tujuan Penawaran Terbatas Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket. 
 
Walaupun informasi dalam dokumen ini disusun sesuai dengan maksudnya, namun dokumen ini tidak 
dimaksudkan untuk dijadikan suatu dasar keputusan investasi dari Pemegang Surat Berharga untuk 
berinvestasi dalam Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. Dokumen ini bukan 
merupakan rekomendasi dari Perseroan dan/atau salah satu dari afiliasi, petugas, pegawai, konsultan 
hukum, akuntan publik, notaris atau wakil mereka (“Tim”). Keputusan dari Pemegang Surat Berharga 
untuk melakukan atau tidak melakukan investasi harus didasarkan pada keputusan Pemegang Surat 
Berharga sendiri. Informasi dalam dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang 
komprehensif atau yang sudah diverifikasi dan diaudit. Tidak satupun anggota Tim yang dimaksud di 
atas menerima kewajiban atau tanggung jawab atas keakuratan, kecermatan atau kelengkapan dari, 
atau membuat pernyataan atau jaminan, baik dinyatakan, tersirat maupun secara lisan atau tertulis, 
dalam hubungan dengan masalah yang mungkin akan ada di kemudian hari dan dalam hubungan 
dengan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini atau informasi yang menjadi dasar dari 
dokumen ini atau dalam hubungan dengan informasi lain yang disediakan atau yang akan disediakan, 
baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atau bentuk lain, kepada Pemegang Surat Berharga yang 
berkepentingan maupun penasehatnya. Dengan demikian, setiap kewajiban (jika ada) dinyatakan 
sebagai disclaimer oleh Tim, termasuk bila kehilangan atau kerugian disebabkan oleh suatu 
perbuatan atau tanpa-perbuatan dari pihak Tim, baik berupa kelalaian atau tidak. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN  
 

"Addendum 
Perjanjian 
Penerbitan Surat 
Berharga" 

 berarti setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan 
atas Perjanjian Penerbitan Surat Berharga yang dibuat di kemudian hari 
yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga. 

   
“Afiliasi “  a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris 

dari pihak tersebut; 
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau 

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 
d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung 

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau  
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
 

“Akta KIK-EBA 
GIAA01” 
 
 
 
 

 berarti Akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket No. 4 tanggal 3 Mei 
2018 juncto Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 
Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas No. 49 tanggal 22 Juni 2018, 
keduanya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., 
notaris di Jakarta, antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer 
Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian. 
 

“Anggaran Dasar” 
 

 berarti akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan, berikut semua akta 
perubahan, akta berita acara rapat umum pemegang saham Perseroan dan 
semua bukti pengesahan dan pelaporan yang diterbitkan oleh pihak yang 
berwenang atas dokumen-dokumen tersebut, yang telah dibuat hingga saat 
ini. 

   
“Collection Agent”  berarti pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan 

penyerahan atas Pendapatan Penjualan Tiket untuk dan atas nama 
Pemegang Surat Berharga selama Jangka Waktu Surat Berharga, yang 
ditunjuk oleh Pemegang Surat Berharga berdasarkan Perjanjian 
Penunjukan dan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket, yang dalam 
hal ini adalah Penerbit 
 

“Dokumen 
Transaksi” 

 berarti Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute 
Penerbangan Jeddah dan Madinah, Perjanjian Pengumpulan Pendapatan 
Penjualan Tiket dan perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat 
sehubungan dengan Penawaran Terbatas Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket ini. 
 

“Hak Atas 
Pendapatan 
Penjualan Tiket” 
 
 
“Hari Kalender” 

 berarti hak yang dimiliki oleh Perseroan atas semua Pendapatan Penjualan 
Tiket. 
 
 
 
berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa 
kecuali. 
 

“Hari Kerja”  berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Repulik Indonesia, atau hari kerja biasa 
yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 
bukan hari kerja biasa. 
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“Jangka Waktu Surat 
Berharga” 

 berarti jangka waktu efektifnya pengalihan Pendapatan Penjualan Tiket 
yaitu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga. 

   
“Kontrak Investasi 
Kolektif Efek 
Beragun Aset” atau 
“KIK-EBA” 

 berarti kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang 
mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi 
wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank 
Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.  

   
“KIK-EBA GIAA01”  berarti KIK-EBA yang dibentuk berdasarkan Akta KIK-EBA GIAA01. 
   
“Otoritas Jasa 
Keuangan” 

 berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak 
lain,  yang  mempunyai  fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011  tanggal 22 
November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan 
penerima hak dan kewajibannya. 
 

“Pemegang Surat 
Berharga” 

 berarti pihak yang memiliki manfaat atas Surat Berharga  

   
“Penawaran 
Terbatas” 

 berarti penawaran terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket yang dilakukan Perseroan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
-  tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak; 
-  tidak dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak; dan  
- tidak dilakukan melalui media massa yaitu surat kabar, majalah, film, 

radio, dan media eletronik lainnya serta surat, brosur dan barang cetak 
lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak; 

serta bukan penawaran yang dimaksudkan sebagai penawaran umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
 

“Pendapatan 
Penjualan Tiket” 

 berarti pendapatan penjualan tiket (revenue) Perseroan yang diterima dari 
waktu ke waktu selama Jangka Waktu Surat Berharga atas rute 
penerbangan Jeddah dan Madinah, kecuali untuk pendapatan yang 
diperoleh dari penerbangan Haji ke negara tersebut yang dijadwalkan oleh 
Kementerian Agama Republik Indonesia, sampai dengan jumlah sebesar 
Rp. 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) 
yang wajib diserahkan oleh Perseroan kepada Pemegang Surat Berharga 
sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga dan setiap Addendum 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga.  

   
“Penerbit”  berarti pihak yang melakukan penerbitan dan penjualan Surat Berharga, 

yang dalam hal ini adalah Perseroan. 
   
“Perseroan”  berarti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl. Kebon 

Sirih No. 46A, Jakarta Pusat (10110), Indonesia, yang merupakan suatu 
perseroan publik yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku, selaku pihak yang menerbitkan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket atau pengganti dan 
penerima hak dan kewajibannya.  

   
“Perjanjian”  berarti Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Dokumen Transaksi, 

berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya atau 
pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan di kemudian hari. 

   

“Perjanjian 
Penerbitan Surat 

 berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Pemegang Surat 
Berharga perihal penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
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Berharga” Penjualan Tiket, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penebitan 
Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan 
Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 62 tanggal 
28 Juni 2018 juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian 
Penebitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Rute 
Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
No. 63 tanggal 27 Juli 2018, keduanya dibuat di hadapan Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta. 

 
“Perjanjian 
Pengumpulan 
Pendapatan” 

 berarti perjanjian yang dibuat antara Collection Agent dan Pemegang Surat 
Berharga perihal penunjukan Perseroan sebagai agen yang melakukan 
pengumpulan dan penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket, sebagaimana 
dimuat dalam Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengumpulan Pendapatan 
Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk No. 63 tanggal 28 Juni 2018 juncto Akta 
Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penunjukan dan 
Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan 
Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 64 tanggal 27 Juli 2018, 
keduanya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., 
notaris di Jakarta.  
 

“Rekening 
Pendapatan 
Penjualan Tiket” 

 berarti rekening yang dibuka oleh Collection Agent untuk mengumpulkan 
Pendapatan Penjualan Tiket dari waktu ke waktu sebelum diserahkan 
kepada Pemegang Surat Berharga sesuai dengan Tanggal Penyerahan 
Pendapatan Penjualan Tiket. 
 

“Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket” 
atau “Surat 
Berharga” 

 berarti Surat Berharga yang diterbitkan dan dijual oleh Perseroan dan dibeli 
oleh Pemegang Surat Berharga untuk kepentingan KIK-EBA GIAA01 
dengan cara penawaran terbatas (private placement), yang dibuktikan 
dengan Sertifikat Surat Berharga yang diberi nama ”Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket” dengan harga penerbitan sebesar 
Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak Tanggal Penerbitan yang memberikan hak kepada Pemegang 
Surat Berharga atas Pendapatan Penjualan Tiket.  

   
“Transaksi Material”  berarti transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas 

Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “Bapepam-LK”) 
No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 
tertanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha Utama. 
 

“Transaksi Afiliasi”  berarti transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. 
IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-412/BL/2009 
tertanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu. 
  

“Tanggal 
Penerbitan” 

 berarti tanggal penerbitan dan penjualan Surat Berharga berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga yaitu pada waktu efektif diterimanya 
seluruh dana hasil penerbitan dan penjualan Surat Berharga Hak Atas 
Pendapatan Penjualan Tiket dalam rekening Perseroan dan tanggal 
penyerahan Sertifikat Surat Berharga, dengan memperhatikan ketentuan 
dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. 
 

“Tanggal 
Penyerahan  
Pendapatan 
Penjualan Tiket” 

 berarti tanggal-tanggal pada saat mana penyerahan Pendapatan Penjualan 
Tiket jatuh tempo dan wajib diserahkan oleh Perseroan kepada Pemegang 
Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga dan setiap Addendum Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. 
 

“Undang-Undang 
Pasar Modal” 

 berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal beserta perubahan-peruabahannya dan peraturan 
pelaksanaannya. 
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RINGKASAN 
 
LATAR BELAKANG PENAWARAN 

 

Dalam proses pencapaian strategi Sky Beyond 3.5 di tahun 2020 yang dibagi dalam beberapa target 

utama diantaranya: Mencapai Group Value sebesar US$3.5 milliar di tahun 2020; Mencatat 

keuntungan bersih senilai US$175 juta di tahun 2020; Jumlah penumpang Perseroan secara group 

sebesar 45 juta penumpang di tahun 2020; Tingkat ketepatan waktu mencapai 92% di tahun 2020; 

Serta tetap mempertahankan status sebagai maskapai bintang lima kelas dunia, Perseroan menilai 

dibutukan untuk dilakukannya pendanaan yang akan digunakan untuk melakukan ekspansi, 

pengembangan kebutuhan modal kerja dan rencana untuk refinancing utang dari Perseroan secara 

group guna mencapai target tersebut. 

 

Kebutuhan dalam pendanaan Perseroan tersebut dilakukan dengan, salah satunya, mulai 

mengeksplorasi berbagai instrumen investasi dari sisi aktiva dari Perseroan dalam alternatif investasi 

dimana salah satu diantaranya adalah sekuritisasi aset yang akan dilakukan Perseroan untuk 

mengumpulkan dana segar serta memperkuat struktur pendanaan dan re-profile pinjaman Perseroan. 

Oleh karena itu Perseroan  bermaksud untuk melakukan sekuritisasi aset dengan mengalihkan hak 

atas Pendapatan Penjualan Tiket yang dikemas dalam suatu Surat Berharga untuk kemudian 

dijadikan sebagai underlying asset alternatif pendanaan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut 

Perseroan hanya akan mengalihkan hak atas Pendapatan Penjualan Tiket dengan jangka waktu 

tertentu sejak Tanggal Penerbitan kepada Pemegang Surat Berharga sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. Adapun yang beralih adalah hak atas Pendapatan Penjualan 

Tiket untuk rute penerbangan Jeddah dan Madinah saja, akan tetapi tidak termasuk pendapatan 

penjualan tiket untuk penerbangan Haji ke negara tersebut yang dijadwalkan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, Perseroan akan menerbitkan Surat Berharga 

kepada Pemegang Surat Berharga dengan harga penerbitan sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua 

triliun Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga dengan 

nilai hak atas Pendapatan Penjualan Tiket (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebesar 

Rp.2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) berlaku sejak Tanggal 

Penerbitan Surat Berharga. 

 

Pemegang Surat Berharga adalah KIK-EBA GIAA01, yang merupakan suatu Kontrak Investasi 

Kolektif yang dibentuk oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (“Mandiri MI”) selaku Manajer Investasi 

dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank BMI”) selaku Bank Kustodian. KIK-EBA GIAA01 yang 

dibentuk tersebut nantinya akan dijual kepada para investor KIK-EBA yang merupakan investor-

investor institusional ataupun individual serta bentuk hukum lainnya yang menanamkan modalnya 

kedalam KIK – EBA GIAA-01. 

 
 
 
RINGKASAN SINGKAT SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN SURAT BERHARGA  
 
 
Nama Instrumen : Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute Penerbangan 
Jeddah dan Madinah dengan harga penerbitan sebesar 
Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk nilai hak 
atas Pendapatan Penjualan Tiket sebesar 
Rp.2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas 
miliar Rupiah).  
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Penerbit : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Jangka Waktu Surat Berharga  : 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Surat 
Berharga 

Pembayaran  : Bulanan 

Indikasi Tanggal Penerbitan  :  

Indikasi Tanggal Jatuh Tempo  :  

Penggunaan Dana : Dana hasil Surat Berharga setelah dikurangi biaya-biaya 
sehubungan dengan Penerbitan Surat Berharga akan 
dipergunakan untuk ekspansi, pengembangan kebutuhan 
modal kerja dan rencana untuk refinancing utang dari 
Perseroan. 

Sifat Penawaran : Penawaran Terbatas (Private Placement) 

Pencatatan : Tidak dicatatkan di bursa manapun 

Dokumentasi : Transaksi terdokumentasi secara lengkap dengan 
persyaratan yang baku untuk transaksi ini sesuai dengan 
peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
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I.  PENAWARAN SURAT BERHARGA 
 

 

1. KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN  

 

Keterangan ringkas mengenai Penawaran Terbatas Surat Berharga adalah sebagai berikut: 

 

1.1 Penawaran Terbatas  

 

Bahwa dalam rangka Penawaran Terbatas ini Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan secara 

terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket. 

 

Penawaran Terbatas 
 

Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  

Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah 
Dengan Harga Penerbitan sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) 
Untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun Sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga  

(“Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket”) 
 

Dalam rangka Penawaran Terbatas  tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan secara 

terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah dengan harga penerbitan sebesar 

Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal 

Penerbitan Surat Berharga dengan nilai Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket sebesar 

Rp.2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah). 

  

Pembayaran atau penyetoran kepada Pemegang Surat Berharga atas nilai Hak Atas Pendapatan 

Penjualan Tiket akan dilakukan secara bulanan selama 5 tahun, dimana pembayaran pendapatan 

pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-1 Tanggal 

Penerbitan. 

 

2.1 Nama Instrumen  

 

Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute 

Penerbangan Jeddah dan Madinah Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah dengan harga penerbitan 

sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal 

Penerbitan Surat Berharga dengan nilai Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket sebesar 

Rp.2.615.000.000.000,- (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah). 

  

2.2 Jenis Hak Atas Pendapatan 

 

Hak Atas Pendapatan ini ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Surat Berharga Hak Atas 

Pendapatan Penjualan Tiket yang diterbitkan kepada Pemegang Surat Berharga sebagai bukti 

kepemilikan atas Pendapatan Penjualan Tiket dan Perseroan secara sah dan mengikat berkewajiban 

untuk menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga, yang wajib 

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. Surat Berharga tersebut merupakan 

bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. 

 
 

2.3 Jumlah Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, Surat Berharga Hak Atas 

Pendapatan Penjualan Tiket, dan Jangka Waktu Surat Berharga  
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Perseroan akan menerbitkan Surat Berharga dengan nama “Sertifikat Surat Berharga Hak Atas 

Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Rute Penerbangan Jeddah dan 

Madinah” dengan harga penerbitan sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk nilai 

untuk nilai hak atas Pendapatan Penjualan Tiket sebesar Rp.2.615.000.000.000,- (dua triliun enam 

ratus lima belas miliar Rupiah) sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga 

dan Addendum Perjanjian Penerbitan Surat Berharga.  

 

Dana Pendapatan Penjualan Tiket akan diterima oleh Collection Agent untuk dan atas nama 

Pemegang Surat Berharga dan Collection Agent akan menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket 

tersebut kepada Pemegang Surat Berharga sesuai dengan rincian jadwal penyerahan serta jumlah 

Pendapatan Penjualan Tiket sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. 

 

Selama Jangka Waktu Surat Berharga, Collection Agent wajib membuat laporan bulanan atas 

pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket yang berisikan antara lain jumlah riil Pendapatan 

Penjualan Tiket yang dihasilkan dari rute penerbangan Jeddah dan Madinah yang diakui dan jumlah 

yang dibagi untuk diserahkan kepada Pemegang Surat Berharga dan menyampaikan laporan tersebut 

secara bulanan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah periode laporan tersebut 

(“Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket”). Apabila tanggal penyampaian Laporan 

Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja maka Collection 

Agent wajib menyampaikan Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut pada Hari 

Kerja berikutnya. Apabila dipandang perlu, Pemegang Surat Berharga dapat meminta Laporan 

Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket sebelum tanggal penyampaian laporan dengan 

pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya kepada Collection Agent. 

  

Seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh Collection Agent dalam Rekening 

Pendapatan Penjualan Tiket merupakan hak milik dari Pemegang Surat Berharga dan akan 

diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga secara prorata. Jadwal Tanggal 

Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dan jumlah penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 

kepada Pemegang Surat Berharga adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 

Penyerahan 

pendapatan 

 

Indikasi jadwal penyerahan 

 

Jumlah  

 

1 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-1 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 29.000.000.000 (dua puluh 

sembilan miliar Rupiah) 

2 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-2 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 900.000.000 (sembilan 

ratus juta Rupiah) 

3 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-3 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 52.000.000.000 (lima 

puluh dua miliar Rupiah) 

4 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-4 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 900.000.000 (sembilan 

ratus juta Rupiah) 

5 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-5 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 900.000.000 (sembilan 

ratus juta Rupiah) 
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Penyerahan 

pendapatan 

 

Indikasi jadwal penyerahan 

 

Jumlah  

 

6 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-6 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 48.500.000.000 (empat 

puluh delapan miliar lima ratus 

juta Rupiah) 

7 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-7 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

 

8 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-8 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

9 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-9 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 47.000.000.000 (empat 

puluh tujuh miliar Rupiah) 

10 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-10 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

11 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-11 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

12 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-12 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 435.000.000.000 (empat 

ratus tiga puluh lima miliar 

Rupiah) 

13 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-13 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar 
lima ratus juta Rupiah) 

14 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-14 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

15 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-15 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh 

tujuh miliar Rupiah) 

16 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-16 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

17 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-17 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

18 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-18 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh 

tujuh miliar Rupiah) 

19 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-19 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta Rupiah) 

20 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-20 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta Rupiah) 

21 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-21 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh 

tujuh miliar Rupiah) 
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Penyerahan 

pendapatan 

 

Indikasi jadwal penyerahan 

 

Jumlah  

 

22 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-22 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta Rupiah) 

23 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-23 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta Rupiah) 

24 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-24 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 435.000.000.000 (empat 

ratus tiga puluh lima miliar 

Rupiah) 

25 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-25 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar 

lima ratus juta Rupiah) 

26 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-26 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 400.000.000 (empat ratus 

juta Rupiah) 

27 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-27 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh 

tujuh miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

28 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-28 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

29 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-29 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta Rupiah) 

30 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-30 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh 

tujuh miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

31 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-31 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

32 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-32 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

33 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-33 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 27.800.000.000 (dua puluh 

tujuh miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

34 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-34 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

35 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-35 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

36 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-36 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 428.000.000.000 (empat 

ratus dua puluh delapan miliar 

Rupiah) 

37 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-37 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar 

lima ratus juta Rupiah) 
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Penyerahan 

pendapatan 

 

Indikasi jadwal penyerahan 

 

Jumlah  

 

38 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-38 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

39 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-39 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 18.800.000.000 (delapan 

belas miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

40 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-40 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

41 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-41 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

42 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-42 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 18.800.000.000 (delapan 

belas miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

43 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-43 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

44 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-44 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

45 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-45 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 18.800.000.000 (delapan 

belas miliar delapan ratus juta 

Rupiah) 

46 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-46 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

47 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-47 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

48 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-48 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 420.000.000.000 (empat 

ratus dua puluh miliar Rupiah) 

49 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-49 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar 

lima ratus juta Rupiah) 

50 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-50 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

51 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-51 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 9.600.000.000 (sembilan 

miliar enam ratus juta Rupiah) 

52 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-52 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 250.000.000 (dua ratus 

lima puluh juta Rupiah) 

53 Pada 5 Hari Kalender sebelum Rp. 250.000.000 (dua ratus 
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Penyerahan 

pendapatan 

 

Indikasi jadwal penyerahan 

 

Jumlah  

 

ulang bulan ke-53 Tanggal 

Penerbitan 

lima puluh juta Rupiah) 

54 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-54 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 9.200.000.000 (sembilan 

miliar dua ratus juta Rupiah) 

55 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-55 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 100.000.000 (seratus juta 

Rupiah) 

56 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-56 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 100.000.000 (seratus juta 

Rupiah) 

57 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-57 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 9.200.000.000 (sembilan 

miliar dua ratus juta Rupiah) 

58 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-58 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 100.000.000 (seratus juta 

Rupiah) 

59 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-59 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 100.000.000 (seratus juta 

Rupiah) 

60 

Pada 5 Hari Kalender sebelum 

ulang bulan ke-60 Tanggal 

Penerbitan 

Rp. 400.000.000.000 (empat 

ratus miliar Rupiah) 

 

 

Pembayaran pendapatan akan dilakukan per bulan dalam tiap tahunnya. Adapun perhitungan 1 (satu) 

tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari 

Kalender.  
 

Apabila Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket jatuh  pada hari yang bukan Hari Kerja, 

maka penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 
 

Setelah Jangka Waktu Surat Berharga berakhir, maka secara hukum dan tanpa tindakan apapun dari 

Para Pihak, Pendapatan Penjualan Tiket akan menjadi milik Perseroan sehingga seluruh hak atas 

Pendapatan Penjualan Tiket atas rute penerbangan Jeddah dan Madinah akan menjadi milik 

Perseroan kembali. 

 

2.4 Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket  

 

Pemegang Surat Berharga menunjuk Collection Agent untuk melakukan pengumpulan atas 

Pendapatan Penjualan Tiket selama Jangka Waktu Surat Berharga, menyimpan Pendapatan 

Penjualan Tiket untuk kepentingan Pemegang Surat Berharga untuk kemudian diserahkan kepada 

Pemegang Surat Berharga sesuai jadwal penyerahan dan jumlah bagian Pendapatan Penjualan Tiket 

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket dan Collection Agent 

dengan ini menerima penunjukan tersebut. 

 

Selama Jangka Waktu Surat Berharga, setiap Pendapatan Penjualan Tiket yang dikumpulkan oleh 

Collection Agent sebelum diserahkan kepada Pemegang Surat Berharga sesuai dengan jadwal dan 

jumlah penyerahan akan ditempatkan secara langsung ke suatu rekening Collection Agent yang 
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khusus disiapkan untuk menampung Pendapatan Penjualan Tiket atas rute Jeddah dan Madinah 

dengan perincian yang tertera pada Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. 

 

Collection Agent wajib menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket yang telah terkumpul dalam 

Rekening Pendapatan atas Rute Jeddah dan Madinah (“Pendapatan Penjualan Tiket Yang 

Diserahkan”) kepada Pemegang Surat Berharga dengan cara mentransfer kepada rekening bank 

dengan perincian sebagai berikut (“Rekening Pemegang Surat Berharga”): 

 

Nomor Rekening : 2-259-80089-7 

Atas nama : KIK EBA Mandiri GIAA01 

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 

Cabang : Sentral Senayan 2, Jakarta  

 

dengan jumlah dan pada setiap jadwal penyerahan atau transfer sebagai berikut, atau selambat-

lambatnya pada 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal ulang bulan kupon KIK-EBA GIAA01 

berdasarkan Akta KIK-EBA GIAA01, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan 

Penjualan Tiket atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah. 

 

Dalam hal jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang terkumpul dalam satu periode Laporan 

Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket kurang dari Pendapatan Penjualan Tiket Yang Diserahkan, 

sesuai dengan jadwal penyerahan, maka kekurangannya tersebut akan diakumulasikan dengan 

jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan pada jadwal Tanggal Penyerahan 

Pendapatan Penjualan Tiket berikutnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. Apabila 

sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga masih terdapat akumulasi kekurangan atas 

jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan, dimana kekurangan tersebut memang 

terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan Penjualan Tiket sampai dengan jumlah yang 

disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad tidak baik dari Perseroan, maka kekurangan tersebut 

merupakan risiko dari Pemegang Surat Berharga dan Collection Agent tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban untuk menutupi kekurangan tersebut. 

 

2.5 Laporan Atas Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket 

 

Selama Jangka Waktu Surat Berharga, Collection Agent wajib membuat laporan bulanan atas 

pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket yang berisikan jumlah riil Pendapatan Penjualan Tiket 

yang dihasilkan dari Rute Jeddah dan Madinah yang diakui dan jumlah yang dibagi untuk diserahkan 

kepada Pemegang Surat Berharga dan menyampaikan laporan tersebut secara bulanan paling lambat 

21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah periode laporan tersebut (“Laporan Pengumpulan 

Pendapatan Penjualan Tiket”). Apabila tanggal penyampaian Laporan Pengumpulan Pendapatan 

Penjualan Tiket tersebut jatuh pada bukan pada Hari Kerja maka Collection Agent wajib menyampaikan 

Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang 

Surat Berharga dapat meminta Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket sebelum tanggal 

penyampaian laporan dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) hari kerja sebelumnya kepada Collection 

Agent. 

 

Setiap Pendapatan Penjualan Tiket yang tercantum dalam Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan 

Tiket senilai sampai dengan Pendapatan Penjualan Tiket Yang Diserahkan merupakan bukti yang sah 

atas kepemilikan Pendapatan Penjualan Tiket Yang Diserahkan oleh Pemegang Surat Berharga. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Terbatas ini, setelah dikurangi biaya-biaya sehubungan 

dengan Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket akan dipergunakan untuk 

melakukan ekspansi, pengembangan kebutuhan modal kerja dan rencana untuk refinancing utang 

dari Perseroan secara group.  

 

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran 

Terbatas Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang merupakan transaksi afiliasi dan 

benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan 

LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 

Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.2”). 
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III. INFORMASI MENGENAI RUTE PENERBANGAN JEDDAH DAN 
MADINAH 

 
1. Profil Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah (“MEA”) 
 

Sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk melayani 
kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan Surat 
Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan nomor SIUAU/NB-002 (“SIUAU”)  tanggal 13 
Februari 2018 yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada Perseroan, terdapat 380 
rute penerbangan domestik serta 205 rute penerbangan internasional yang dapat dilaksanakan 
oleh Perseroan secara bertahap. Dalam hal Perseroan memutuskan untuk melaksanakan rute-
rute tersebut, Perseroan diharuskan untuk mengajukan surat permohonan pelaksanaan rute 
penerbangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 

 
Sebagai bagian dari rute penerbangan internasional, penerbangan rute MEA dapat dilakukan 
dengan kota asal dan kota tujuan sebagai berikut: 
 

a. Balikpapan (BPN) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
b. Banda Aceh (BTJ) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
c. Bandung (BDO) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
d. Banjarmasin (BDJ) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
e. Jakarta (CGK) untuk tujuan Abu Dhabi (AUH), Doha (DOH), Dubai (DBX), Jeddah 

(JED), Madinah (MED) & Riyadh (RUH) 
f. Makassar (UPG) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
g. Medan (KNO) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
h. Padang (PDG) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
i. Palembang (PLM) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
j. Solo (SOC) untuk tujuan Jeddah (JED) & Madinah (MED) 
k. Surabaya (SUB) untuk tujuan Jeddah (JED), Madinah (MED) & Riyadh (RUH) 
 

Atas pertimbangan kondisi pasar serta aspek permintaan, Perseroan tidak melakukan 
keseluruhan penerbangan dengan rute sebagaimana disebutkan diatas pada saat ini. Perseroan 
percaya untuk rute Jeddah dan Madinah yang saat ini diterbangkan oleh Perseroan merupakan 
pilihan yang paling optimal dan masih mampu untuk tetap menyerap kondisi dan permintaan 
pasar (rute-rute yang saat ini dipilih oleh Perseroan dapat dilihat pada sub bab no. 2 Bab ini). 
Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan ekonomi serta pertumbuhan penduduk, khususnya 
pemeluk agama Islam, di Indonesia serta hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara 
Timur Tengah, Perseroan melihat masih terdapat banyak potensi untuk pengembangan serta 
pertumbuhan permintaan pasar terhadap rute MEA.  
 
Hal ini tentunya akan disikapi oleh Perseroan dengan kesiapan untuk menambah rute MEA 
mengingat sampai dengan saat ini, rute MEA merupakan salah satu rute penting yang menjadi 
salah satu sumber pendapatan terbesar Perseroan.  
 
Selama tahun 2017, Perseroan melayani 9 (sembilan) rute MEA dengan frekuensi penerbangan 
pulang-pergi dalam 1 tahunnya mencapai sebanyak 1.789x (seribu tujuh ratus delapan puluh 
sembilan kali). Atas kesembilan rute MEA tersebut, total penumpang yang diangkut mencapai 
sebanyak 489,900 (empat ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus) orang dan total 
pendapatan dari penumpang untuk rute tersebut mencapai kurang lebih USD 234,335,183 (dua 
ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga Dollar 
Amerika Serikat).  

 
 
2. Jadwal Rute MEA 

 
Sebagaimana diatur berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan dalam bisnis penerbangan di 
Indonesia, Perseroan mempunyai jadwal ijin rute yang dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 
Winter dan Summer. Untuk rute MEA sendiri, ijin rute udah masing-masing periode adalah 
sebagai berikut: 
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• Periode Winter : bulan November sampai dengan bulan Maret (Tahun berikutnya) 

• Periode Summer : bulan April sampai dengan bulan Oktober 

 
Untuk masing-masing periode, Perseroan dapat pengajuan perubahan termasuk atas frekuensi 
maupun jadwal penerbangan dimana perubahan ini akan dilakukan oleh Perseroan dengan 
mempertimbangkan optimalisasi rute atas kondisi serta permintaan pasar. 
 
Berikut merupakan rute perjalanan unuk MEA beserta jadwal selama periode Summer 2018 yang 
akan dilakukan oleh Perseroan, diantaranya:  
 

Rute Jakarta (CGK) – Jeddah (JED) 

 

Jadwal Penerbangan (UTC) 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 

01.10 11.10 GA978 
 

✓ 
  

   

03.00 11.10 GA978 
   

✓    

04.35 14.30 GA980 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

05.00 15.45 GA978       ✓ 

09.15 19.15 GA982 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

 
Rute Jeddah (JED) – Jakarta (CGK) 

 

Jadwal Penerbangan (UTC) 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 

13.10 23.10 GA979  ✓  ✓    

16.30 02.30; +1 GA981 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

18.55 04.50; +1 GA979 ✓       

21.15 07.10; +1 GA983 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

 

Rute Jakarta (CGK) – Madinah (MED) 

 

Jadwal Penerbangan (UTC) 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 

08.25 18.20 GA970 ✓ 
 

     

09.00 18.20 GA970 
  

✓ 
 

   

 

Rute Madinah (MED) – Jakarta (CGK) 

Jadwal Penerbangan (UTC) 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

Jam 
Keberangkatan 

Jam 
Kedatangan 

20.20 05.50; +1 GA971 
 

✓  ✓    

 

Rute Banda Aceh (BTJ) – Jeddah (JED) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

04.35 12.55 GA984* ✓  ✓     

06.00 12.55 GA972** 
    

 ✓  

07.25 15.45 GA972**  ✓  ✓    

12.50 20.40 GA984*    ✓    
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* Termasuk atas penggalan rute dari Surabaya (SUB) 
**Termasuk atas penggalan rute dari Solo (SOC) 

 
Rute Jeddah (JED) – Banda Aceh (BTJ) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

14.55 23.10 GA985* ✓  ✓  ✓   

14.55 23.25 GA973**      ✓  

18.40 03.10; +1 GA973**   ✓  ✓   

22.40 06.50; +1 GA985*     ✓   

* Termasuk atas penggalan rute menuju Surabaya (SUB) 

**Termasuk atas penggalan rute menuju Solo (SOC) 

 

 

Rute Banda Aceh (BTJ) – Madinah (MED) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

04.40 12.55 GA974*  ✓      

* Termasuk atas penggalan rute dari Surabaya (SUB) 

 
 

Rute Madinah (MED) – Banda Aceh (BTJ) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

15.30 23.05 GA975*  ✓      

* Termasuk atas penggalan rute menuju Surabaya (SUB) 

 

Rute Medan (KNO) – Jeddah (MED) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

04.20 12.55 GA986* 
 

✓  ✓    

* Termasuk atas penggalan rute dari Makassar (UPG) 
 

 

Rute Jeddah (JED) – Medan (KNO) 

 
Jam 

Keberangkatan 
Jam 

Kedatangan 
Nomor 

Penerbangan 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

14.55 00.15; +1 GA987* 
  

✓ 
 

✓   

* Termasuk atas penggalan rute menuju Makassar (UPG) 

 

 
3. Data Operasional dan Keuangan Rute MEA 
 

Pertumbuhan rute MEA dapat dilihat dari pendapatan yang diterima oleh Perseroan serta 
beberapa indikator operasional atas rute tersebut. 
 
Pendapatan Rute MEA 2013 – 2017 
Tingkat Compound Annual Growth Rate (“CAGR”) dari pendapatan rute MEA sebesar 5.62% 
(lima koma enam puluh dua persen) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan pada tahun 
2016/2017 sebesar 8.42% (delapan koma empat puluh dua persen). Bagi Perseroan, hal ini 
merupakan suatu pencapaian ditengah turunnya rata-rata harga tiket secara global akibat 
rendahnya harga bahan bakar pada beberapa tahun terakhir. 
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Dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2013 - 2017, rata-rata pendapatan yang didapat oleh 
Perseroan atas penjualan tiket rute MEA sebesar adalah sebesar USD 205,686,590 (dua ratus 
lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat). 
Berikut di bawah ini adalah diagram pendapatan rute MEA sejak tahun 2013 – 2017 (dalam USD). 
 

 
 
Jumlah Penumpang, Frekuensi Penerbangan, dan Tingkat Produksi Rute MEA 2013 – 2017 
Dengan bertambahnya kuota keberangkatan awal dari rute MEA dalam 5 (lima) tahun terakhir, 
tingkat CAGR berada di level 14.74% (empat belas koma tujuh puluh empat persen). Seiring 
dengan fokus Perseroan pada aktifitas Umroh yang mempunyai basis permintaan yang tinggi, 
Perseroan mulai menambah kota asal rute MEA yang terdiri dari Banda Aceh, Medan, Surabaya, 
Solo dan Makassar. Penambahan kota tujuan juga dilakukan dengan tujuan Madinah yang 
dilakukan pada tahun 2016. 
 
Tingkat rata-rata frekuensi penerbangan Perseroan untuk rute MEA adalah 1,476x (seribu empat 
ratus tujuh puluh enam kali) dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kedepannya, Perseroan melihat 
potensi besar untuk menaikkan frekuensi rute MEA dengan melihat prospek peningkatan pasar 
khususnya melalui penerbangan tujuan Madinah yang favorit untuk kegiatan umroh. 
 

  
 
Proyeksi tahun 2018 – 2023 untuk Rute Madinah dan Jeddah, konsistensi terjadi pertumbuhan 
pada pax (jumlah penumpang), sedangkan tarif di proyeksikan turun agar dapat menjangkau 
konsumen yang lebih luas lagi. Sehingga pada proyeksi pendapatan 2018 – 2023 Perseroan tetap 
meningkat data ditampilkan sebagai berikut: 
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Dalam suatu maskapai penerbangan, tingkat produksi diukur melalui Available Seat per Kilometer 
(“ASK”) yaitu perkalian antara jumlah kursi yang diterbangkan dengan jarak tempuh suatu rute 
penerbangan. Tingkat CAGR rute MEA berada di level 14.58% (empat belas koma lima puluh 
delapan persen) dengan rata-rata ASK dari 2013 sampai dengan 2017 adalah 5,648,038,000. 
 
Dengan potensi peningkatan frekuensi untuk rute MEA kedepannya dan penggunaan pesawat 
dengan tipe berbadan besar (Boeing 777-300ER & Airbus A330-300), tingkat produksi rute MEA 
yang diterbangkan oleh Perseroan akan tumbuh secara optimal. Sebagai informasi, pertumbuhan 
ASK di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sebesar 8.83% (delapan koma 
delapan puluh tiga persen). 
 
Berikut di bawah ini adalah diagram frekuensi penerbangan dan kapasitas produksi (ASK) untuk 
rute MEA dari 2013 - 2017. 
 

*Jumlah Produksi digambarkan dengan Available Seat Kilometre (“ASK”). ASK merupakan perkalian antara jumlah seat yang tersedia dalam suatu rute 
penerbangan (jumlah kapasitas tempat duduk pesawat x frekuensi penerbangan) dengan jarak tempuh suatu rute (Jarak KM antara tempat asal ke tempat tujuan).  
 
**Rata-rata pertumbuhan penumpang dari tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah 11,9%  

 
Untuk rute MEA, tingkat CAGR penumpang sebesar 10.23% (sepuluh koma dua puluh tiga 
persen). Namun perlu dicatat bahwa pertumbuhan penumpang untuk rute MEA pada tahun 2017 
adalah sebesar 12.79% (dua belas koma tujuh puluh sembilan persen), tingkat pertumbuhan 
penumpang tersebut apabila dibandingkan tingkat pertumbuhan produksi Perseroan tahun lalu 
sebesar 8.83% (delapan koma delapan puluh tiga persen), jelas terlihat permintaan pasar untuk 
rute MEA masih cukup tinggi. 
 
Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia 
merupakan faktor yang akan terus mendukung permintaan pasar Indonesia atas rute MEA. 

 
 
  

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyeksi Pendapatan Rute Medinah

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

 350,000,000

 400,000,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyeksi Pendapatan Rute Jeddah



 
 

 

 - 21 - 

 
4. Proyeksi Perencanaan Perseroan Untuk Rute MEA 

 
a. Proyeksi Penerbangan untuk RUTE MEA 2018-2023 

 
Sebagai salah satu rute penerbangan utama, hingga 5 (lima) tahun ke depan, Perseroan telah 
memproyeksikan pertumbuhan untuk penerbangan rute MEA, dimana Perseroan bermaksud 
untuk melakukan penambahan armada pesawat terbang dengan jenis pesawat Airbus A330-900 
Neo (301 seat) yang diperuntukkan untuk mengedepankan kenyamanan pada jasa yang 
ditawarkan Perseroan. 
 

 
 
Dalam proyeksi tersebut di atas dapat dilihat bahwa data jumlah kapasitas seat (tempat duduk) 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang merupakan dampak dari penambahan armada 
walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 18.038 atau 1,83% bila dibandingkan 
dengan tahun 2021, penurunan tersebut dikarenakan terdapat tiga rute yang tidak melayani 
penerbangan lagi diantaranya rute SUB-KNO-JED-BTJ-SUB, UPG-KNO-JED-KNO-UPG dan 
SUB-BTJ-JED-BTJ-SUB. Pemberhentian pada rute 3 (tiga) rute tersebut tentunya mempengaruhi 
frekuensi dari perjalanan pesawat, namun Perseroan akan tetap meningkatkan frekuensi 
penerbangan dan membuat rute baru guna menjaga optimalisasi pendapatan dari rute MEA 
diantaranya rute BPN-KNO-JED-KNO-BPN, SUB-JED-SUB (direct flight) dan UPG-JED-UPG 
(direct flight) sehingga Perseroan dapat menjaga pertumbuhan frekuensi penerbangan dari tahun 
ke tahun. Dari sisi ASK secara proyeksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dimana 
merupakan dampak penambahan armada dan frekuensi penerbangan agar dapat mengangkut 
penumpang lebih banyak dan pada tahun 2022 terjadi penurunan dari ASK yang merupakan hasil 
efiensi rute penerbangan. 

 
b. Proyeksi Kinerja Rute MEA 2018-2023 
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Dari chart tersebut dapat dilihat pertumbuhan ASK (kapasitas produksi) untuk rute MEA akan 
terus meningkat, dengan pemaksimalan frekuensi penerbangan dan efisiensi rute penerbangan 
pada tahun 2022. Adanya peningkatan pada jumlah tempat duduk tersebut tentunya didorong dari 
proyeksi permintaan pasar yang tercermin pada peningkatan Revenue Passenger Kilometers 
(RPK) yaitu jumlah penumpang berbayar. Dari data tersebut diketahui bahwa Perseroan 
meningkatkan komponen jumlah atau quantity dibandingkan harga dalam meningkatkan 
pendapatan Perseroan. Namun tidak semua tempat duduk yang tersedia diisi penuh oleh 
penumpang yang akan pergi ke ke rute MEA, hal tersebut dicerminkan dalam data garis Seat 
Load Factor (SLF) yaitu tingkat isian suatu rute penerbangan atau persentase kapasitas 
penumpang berbayar dari tempat duduk yang tersedia. Menurut data proyeksi SLF untuk rute 
MEA tersebut di atas, SLF terendah adalah pada angka 79,96% dan tertinggi pada angka 89,46% 
yang artinya setiap tempat duduk yang tersedia masih belum digunakan kapasitasnya 100%. 
Dalam hal demikian, SLF diatas level 75% menggambarkan optimism Perseroan atas permintaan 
pasar dan Perseroan masih dapat meningkatkan pendapatan Perseroan di masa mendatang 
dengan memaksimalkan kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan (ASK) dimana Perseroan 
akan melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pemasaran dan penjualan untuk rute MEA.  
 
 
c. Proyeksi Pendapatan Rute MEA 2018-2023 

 

 
 

Selain komponen pax, tarif menjadi komponen yang juga mempengaruhi revenue atau 
pendapatan Perseroan. Dalam pembentukan proyeksi 2018 – 2023 secara berturut-turut sebesar 
(dalam USD) 468, 466, 473, 475, 470 dan 475 dimana kedua komponen tarif dan pax tersebut 
dikalikan untuk mendapatkan total proyeksi pendapatan. 
 
Strategi Perseroan yang diantaranya meningkatkan frekuensi penerbangan dan efisiensi rute 
memberikan dampak pada ketersedian tempat duduk dan pendapatan per-kilometernya yang 
dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.  
 
Secara proyeksi, Perseroan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatannya rute MEA dari 
pemaksimalan frekuensi, efisiensi rute dan peningkatan pada kapasitas tempat duduk yang 
digunakan dimana dalam data proyeksi masih belum dalam kapasitas penuh. 
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IV. RISIKO USAHA  
  
Dalam melakukan investasi atau pembelian Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
terdapat sejumlah risiko yang terkandung. Calon Pemegang Surat Berharga harus berhati-hati dalam 
mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Memorandum Informasi ini, khususnya 
risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Surat Berharga Hak 
Atas Pendapatan Penjualan Tiket milik Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui 
atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada 
kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas 
Anak. Calon Pemegang Surat Berharga diharapkan membaca dengan seksama dan memahami 
Risiko-risiko yang terkait dengan investasi atau pembelian Surat Berharga Hak Atas Pendapatan 
Penjualan Tiket.  
 
Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama 
yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja 
maupun harga Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Perseroan baik secara langsung 
maupun tidak langsung: 
 
RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
1. Risiko Keterbatasan Infrastruktur 

 
Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan bandara 
lainnya di Indonesia dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi, 
meningkatkan utilisasi pesawat, memperbaiki kinerja ketepatan waktu (“On Time Performance” 
atau “OTP”) dalam menyediakan jasa transportasi udara yang aman, nyaman dan efisien. 
 
Walaupun penerbangan komersial Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan 
beberapa tahun terakhir ini, sumber daya dari beberapa segmen di dalam industri penerbangan 
termasuk antara lain fasilitas bandara dan sistem kontrol lalu lintas udara, penggunaannya telah 
mencapai kapasitas maksimum penggunaannya sebagai akibat dari peningkatan yang signifikan 
pada volume lalu lintas udara. Kemampuan Perseroan dalam melakukan ekspansi, meningkatkan 
utlisasi, meningkatkan OTP, serta untuk menyediakan sarana transportasi udara yang aman dan 
efisien di masa yang akan datang tergantung pada beberapa faktor dimana termasuk faktor yang 
di luar kendali Perseroan, termasuk: 
  
a. Kapasitas slot pendaratan di bandara-bandara yang dilayani oleh Perseroan, khususnya 

Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dekat Jakarta dan Bandara Internasional Ngurah-Rai 
di Denpasar, Bali;   

b. Kapasitas terminal penumpang di setiap bandara yang dilayani Perseroan, khususnya di 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta;  

c. Kepadatan lalu lintas udara di beberapa bandara utama yang dilayani Perseroan, khususnya 
Bandara Internasional Ngurah-Rai di Denpasar, Bali dan Bandara Internasional Soekarno-
Hatta, dekat Jakarta;  

d. Kualitas pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Controller) nasional;   

e. Kualitas sistem navigasi dan pengendalian lalu lintas darat pesawat di bandara-bandara 
Indonesia; dan  

f. Batasan pada panjang dan/atau kekuatan landasan, sehingga akan mempengaruhi kapasitas 
muatan. 

 
Apabila salah satu dari faktor-faktor diatas tidak memadai, maka akan mengurangi kemampuan 
Perseroan untuk melakukan ekspansi rute atau untuk meningkatkan frekuensi penerbangan pada 
rute yang telah tersedia termasuk rute Jeddah dan Madinah, meningkatkan OTP serta untuk 
menyediakan sarana transportasi udara yang aman, nyaman dan efisien. 
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2. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah Terkait Rute Penerbangan Timur Tengah 
 
Sebagai Perseroan penerbangan, Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui, antara lain, 
Kemenhub melalui DJPU. Kemenhub merupakan otoritas yang bertanggung jawab untuk 
mengatur sektor penerbangan Indonesia, antara lain, menerbitkan lisensi yang diperlukan untuk 
operasi penerbangan, penetapan batas atas tarif kelas ekonomi pada rute domestik untuk 
pelayanan penumpang yang dijual di Indonesia, membatasi tambahan beban  bahan bakar bagi 
penumpang domestik dan jasa kargo dan menyetujui perjanjian bilateral internasional terkait 
transportasi udara dengan negara lain. Pemerintah melalui Kemenhub dapat sewaktu-waktu 
mengeluarkan suatu peraturan maupun kebijakan yang membatasi penerbangan rute Timur 
Tengah. 

 
3. Risiko Geopolitik 

 

Rute penerbangan yang dilakukan Perseroan untuk rute Jeddah dan Madinah melewati area 
udara internasional dari berbagai negara. Perubahan terhadap risiko geopolitical dapat menjadi 
risiko setiap pesawat Perseroan yang melewati area udara dari negara lain. Risiko ini muncul dari 
berbagai kedaan seperti peperangan, kudeta maupun keadaan politik yang kurang kondusif pada 
suatu negara sehingga membahayakan pesawat udara yang terbang melintasi negara tersebut. 
Dalam hal ini pesawat Perseroan akan melewati rute yang lebih panjang dibandingkan rute 
biasanya apabila terdapat indikasi hal tersebut, yang juga akan berpengaruh pada penjualan tiket 
berhubungan dengan keamanan dari penumpang. Selain itu penerbangan seringkali menjadi 
target dari terorisme. 
 

4. Risiko Volume Penumpang Tidak Sesuai Perkiraan Awal 
 
Volume lalu lintas berpengaruh langsung pada pendapatan Perseroan. Volume lalu lintas yang 
ramai akan berdampak positif pada pendapatan Perseroan. Namun, Perseroan juga menghadapi 
risiko volume kendaraan tidak sesuai dengan prediksi, terutama pada penjualan tiket. Hal ini 
dapat terjadi karena proyeksi yang terlalu optimis dan kebijakan-kebijakan yang tidak terpadu. 
Penurunan penjualan tiket juga dapat terjadi akibat dari kenaikan BBM serta melambatnya 
pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan turunnya daya beli calon penumpang. Kondisi social 
yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya peristiwa penipuan agen perjalanan, juga dapat 
memberikan pengaruh negatif terhadap penurunan penumpang. 

  
 
5. Risiko Bencana Alam dan Perisitiwa Alam 

 
Bisnis utama Perseroan dalam jasa transportasi penerbangan sangatlah bergantung pada 
keadaan alam, dimana terdapat standar prosedur tertentu dalam penerbangan demi keselamatan 
penumpang. Kondisi alam tersebut belum dapat di prediksi secara sempurna, namun Perseroan 
selalu melakukan mitigasi terhadap berbagai keadaan alam yang ekstrim serta standar prosedur 
penerbangan yang selalu dievaluasi dalam melakukan mengurangi berbagai risiko. 
 

6. Risiko Kegagalan Sistem 
 

Perseroan bergantung pada sistem Teknologi Informasi (“TI”) untuk menjalankan bisnisnya, 
termasuk:  

• Passenger Service Solution (PSS) yang menyediakan fungsi reservasi, penyediaan tiket 
ketersediaan tempat duduk dan kontrol keberangkatan yang memudahkan Perseroan untuk 
mengatur jadwal penerbangan dan penempatan penumpang, serta menyediakan Perseroan 
platform pendistribusian tiket;  

• Sistem pemesanan dan pembayaran tiket secara online (Internet Booking Engine/IBE) yang 
menyediakan fasilitas mulai dari reservasi, e-ticketing, sampai pembayaran secara on line;  

• Sistem manajemen pendapatan menyediakan analisis data pasar (termasuk perubahan pada 
tarif airline partner dan pesaing) untuk memudahkan Perseroan dalam mengembangkan 
segmentasi harga pada tarif dan alokasi ketersediaan tempat duduk dari seluruh segmen-
segmen harga dengan tujuan untuk memaksimalkan yield penumpang secara efektif.  
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Perseroan berkeyakinan bahwa PSS dan sistem manajemen pendapatan yang tersedia saat ini, 
sangat terbatas kemampuannya untuk memaksimalkan penjualan termasuk keterbatasan dalam 
mengalokasikan persediaan tempat duduk dari seluruh kategori harga yang dapat mempengaruhi 
pemaksimalan yield penumpang secara efektif dibandingkan dengan pesaing Perseroan. Saat ini, 
Perseroan sedang melakukan proses peningkatan sistem manajemen penjualan dan pendapatan 
melalui implementasi sistem pelayanan penumpang dan sistem manajemen pendapatan yang 
baru. Peningkatan ini akan membutuhkan migrasi data dari sistem yang ada saat ini ke sistem 
yang baru. Perseroan dimungkinkan untuk mengeluarkan dana dan sumber-sumber manajemen 
yang cukup signifikan untuk menyelesaikan migrasi data tersebut dan Perseroan tidak dapat 
memastikan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi kesalahan migrasi data, dimana migrasi 
data akan selesai tepat waktu atau sistem informasi baru akan mencapai kinerja yang optimal 
sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Kesalahan migrasi dapat mengakibatkan kehilangan data 
penting, meningkatkan biaya dan secara negatif mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan 
hasil usaha.  
 
Saat ini Perseroan telah mengimplementasikan secara penuh tiket elektronik (e-ticket). Website 
dan sistem reservasi Perseroan harus dapat menampung volume lalu lintas yang tinggi dan 
mampu menyampaikan informasi penerbangan secara akurat. Kegagalan pada website, sistem 
reservasi atau sistem telekomunikasi yang signifikan atau berulang dapat mengurangi daya tarik 
Perseroan dan dapat menyebabkan pelanggan Perseroan membeli tiket dari maskapai 
penerbangan lain. Setiap gangguan dalam sistem ini dapat mengakibatkan hilangnya beberapa 
data pelanggan, meningkatkan beban dan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi 
keuangan dan hasil usaha Perseroan. 
 
Sistem TI Perseroan berhubungan dengan perpindahan informasi penting ke jaringan publik. 
Tingginya kemampuan penggunaan komputer, penemuan terbaru atau pengembangan lainnya 
dapat membahayakan atau melanggar sistem keamanan dan data pribadi yang tersimpan pada 
sistem tersebut. Siapapun yang dapat mengambil informasi penting atau mengganggu pelayanan 
atau usaha Perseroan dapat mengganggu keamanan sistem TI Perseroan. Internet adalah 
jaringan publik dan data yang dikirimkan melalui jaringan ini berasal dari beberapa sumber.   
  
Di masa lalu, virus komputer atau program perangkat lunak yang dapat mengakibatkan tidak 
berfungsinya komputer telah didistribusikan atau disebarluaskan melalui internet, virus komputer 
dapat masuk ke dalam sistem Perseroan atau sistem pihak ketiga, yang dapat mengganggu 
kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan tidak dapat diaksesnya sistem Perseroan oleh 
pihak ketiga. Perseroan mungkin diharuskan untuk meningkatkan modal yang signifikan dan 
sumber lain untuk melindungi dari ancaman pelanggaran keamanan atau untuk mengurangi 
permasalahan yang diakibatkan dari pelanggaran keamanan. Sistem keamanan mungkin belum 
cukup untuk melindungi pelanggaran keamanan dan kegiatan usaha Perseroan dapat 
terpengaruh secara negatif dengan adanya pembatalan pembelian tiket apabila pelanggaran 
keamanan tidak ditanggulangi. 
 

7. Risiko Penyebaran Penyakit 
 
Dalam perpindahan antara negara sering kali beberapa dari penumpang membawa penyakit 
menular yang berasal dari negara lain yang menyebabkan terjangkitnya penyakit kepada 
penumpang lainnya. Sebagai contoh kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
(MERS-CoV) yang merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus yang 
dicatatkan menewaskan puluhan orang. Dampak dari penyebaran virus tersebut adalah 
penutupan rute penerbangan ke timur tengah untuk sementara waktu. Hal tersebut tentunya 
berdampak pada pendapatan Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi. 
 

8. Risiko Berkurangnya Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain 
 
Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Karena itu tidak tertutup 
kemungkinan terjadinya perselisihan (dispute) dengan pihak lain (misalnya travel agent maupun 
penumpang) yang berujung pada proses pengadilan. Bila keputusan pengadilan tidak berpihak 
pada Perseroan, hal itu akan berakibat pada risiko berkurangnya pendapatan Perseroan. 
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Selain risiko usaha yang dapat terjadi dengan partner usaha, tidak menutup juga adanya gugatan 
dari pihak lainnya mengingat usaha yang dijalankan Perseroan digunakan oleh seluruh 
masyarakat, sehingga selalu terdapat potensi gugatan dari masyarakat yang tidak puas dengan 
pelaksanaan usaha oleh Perseroan tersebut. Hal ini dapat berujung pada proses pengadilan dan 
berkurangnya pendapatan Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas 

 
9. Risiko Berkurangnya Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain 

 
Karena industri penerbangan rentan terhadap siklus ekonomi, industri penerbangan secara 
historis mengalami kerugian keuangan yang signifikan selama kemerosotan ekonomi dan periode 
ketidakstabilan politik dan social. Setiap penurunan trafik penumpang (yang mungkin disebabkan 
oleh faktor ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat dikendalikan oleh Garuda) dapat 
berdampak buruk pada kondisi keuangan Garuda dan hasil operasi. Selain itu, industri 
penerbangan cenderung bersifat musiman, dengan sebagian besar pendapatan Garuda dari 
layanan penumpang yang dihasilkan selama paruh kedua tahun ini karena perjalanan untuk 
pariwisata selama liburan musim panas sekolah dan musim liburan akhir tahun. 
 
Pendapatan Garuda dari layanan penumpang domestik juga dipengaruhi oleh rendahnya 
permintaan selama kuartal pertama tahun keuangan karena baik penumpang bisnis maupun 
rekreasi cenderung lebih sedikit bepergian. Awal tahun keuangan adalah saat ketika orang 
merencanakan kegiatan mereka untuk tahun depan. Selain itu, sebagian besar perusahaan juga 
sedang dalam proses penyelesaian strategi bisnis mereka, oleh karena itu semakin kecil 
kemungkinan karyawan mereka akan melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis. Selama bulan 
Ramadhan, yang biasanya terjadi pada musim panas di setiap tahun. Umat Muslim cenderung 
untuk tidak melakukan kegiatan mereka selama puasa, sehingga menyebabkan penurunan 
permintaan. 
 

10. Risiko Perubahan Aliansi 
 
Garuda resmi bergabung dengan SkyTeam pada Maret 2014 dengan tujuan memperluas 
jaringannya secara global melalui maskapai lainnya yang diharapkan pada masa depan akan 
menghasilkan pendapatan tambahan. Untuk bergabung dengan SkyTeam. Garuda berkomitmen 
untuk berbagai investasi termasuk integrasi sistem TI dan ketentuan terkait lainnya. Garuda tidak 
dapat meyakinkan investor, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi keanggotaan SkyTeam 
atau dalam hubungannya dengan maskapai mitra Garuda. Garuda tidak dapat meyakinkan 
investor bahwa manfaat yang diperoleh dari aliansi global SkyTeam akan melebihi biaya investasi 
awal atau biaya tersebut dapat diteruskan ke pelanggan Garuda. Garuda tidak dapat memberikan 
jaminan tentang manfaat relatif dari berada dalam aliansi global SkyTeam dibandingkan dengan 
aliansi lainnya. 
 

11. Hasil operasi Perseroan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh 
perubahan siklus industri penerbangan dan bersifat musiman 
 
Akibat dari sifat industri penerbangan yang rentan terhadap siklus ekonomi, selama terjadi krisis 
ekonomi dan periode ketidakstabilan politik dan sosial di masa lalu, industri penerbangan 
mengalami kerugian keuangan yang signifikan. Setiap penurunan pasar penumpang penerbangan 
di masa yang akan datang (yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan 
sosial yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan) dapat secara negatif mempengaruhi kondisi 
keuangan dan hasil usaha Perseroan. Selain itu, industri penerbangan cenderung bersifat 
musiman. Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan dari penerbangan berjadwal pada 
semester II setiap tahunnya, dengan pemintaan pelayanan penumpang tertinggi terjadi di 
pertengahan bulan Juni sampai pertengahan September dan akhir bulan Desember sampai 
dengan awal bulan Januari, dimana hal ini konsisten dengan musim padat untuk liburan sekolah 
dan akhir tahun. 
 

12. Risiko Operasional 
 
Perseroan memiliki risiko operasional yang dapat terjadi karena tidak lengkapnya dan tidak 
berfungsinya sistem, prosedur, pengawasan, maupun perselisihan (termasuk perselisihan 
hubungan industrial) dalam lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehingga akan 



 
 

 

 - 27 - 

menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Di samping 
itu risiko ini juga timbul karena kurang tersedianya tenaga yang terampil dan berpengalaman serta 
sarana komunikasi atau infrastruktur yang kurang menunjang jaringan operasi PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. khususnya untuk Rute Jeddah dan Madinah. 
 

13. Reputasi dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat kecelakaan atau 
insiden pesawat 
 
Kecelakaan atau insiden pesawat terbang tidak hanya melibatkan biaya perbaikan atau 
penggantian pesawat yang rusak maupun kerugian pelayanan yang dapat bersifat sementara 
atau permanen, tetapi juga ada potensial klaim yang signifikan dari penumpang yang terluka dan 
korban penumpang meninggal. Walaupun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menjaga 
kecukupan cakupan asuransi dibandingkan dengan maskapai penerbangan Indonesia lainnya, 
tingkat cakupan asuransi mungkin tidak memadai dan Perseroan mungkin terpaksa menanggung 
kerugian besar yang timbul dari kecelakaan atau insiden. Klaim yang signifikan akibat kecelakaan 
atau insiden pesawat terbang yang melebihi dari nilai perlindungan asuransi dapat berdampak 
negatif yang bersifat material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, 
setiap kecelakaan atau insiden pesawat terbang, bahkan jika diasuransikan sepenuhnya, bisa 
menciptakan persepsi publik bahwa Perseroan kurang aman atau kurang dapat diandalkan 
dibandingkan dengan maskapai lain, yang akan membahayakan bisnis, reputasi dan hasil usaha 
Perseroan. 

 
RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BERHARGA HAK ATAS 
PENDAPATAN PENJUALAN TIKET 
 

Risiko yang dihadapi calon Pemegang Surat Berharga terkait dengan investasinya pada Surat 
Berharga adalah: 
 

1. Risiko Tidak Likuidnya Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
Risiko tidak likuidnya Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang ditawarkan 
dalam Penawaran Terbatas ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Surat 
Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket sebagai investasi jangka panjang. 
 

2. Risiko Gagal Bayar 
Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran atas 
pendapatan atau manfaat yang timbul dari Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang 
ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 

 
 
 

MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO BERDASARKAN BOBOT DAMPAK 
RISIKO YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN. 
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V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN   
 
1. Riwayat Singkat Perseroan 

 
Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 137 tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. 
Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat 
keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan No. 136. 
 

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 Maret 1975 dari Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., Perseroan 
berubah menjadi Persero dari Perusahaan yang awalnya merupakan Perusahaan Negara. Hal 
tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1971. Perubahan ini telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 1975, tambahan No. 
434. 
 

Anggaran Dasar tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya 
berdasarkan Akta No. 35 tanggal 17 Mei 2018 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima 
perubahan tersebut melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0214641 tanggal 8 Juni 2018. 
 

Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya maskapai tanah air membawa penumpang jamaah Haji ke 
Mekkah sebagai manifestasi dari perkembangan Perseroan dan memasuki kawasan Eropa pada 
tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam. Dua dekade berikutnya menandai titik penting dalam 
sejarah Perseroan di mana terjadi revitalisasi dan restrukturisasi terhadap seluruh struktur Perseroan 
dan kegiatan operasional guna memasuki era persaingan terbuka industri penerbangan baik di 
kalangan nasional maupun internasional. 
 

Revitalisasi yang dilakukan Perseroan antara lain diwujudkan melalui pembangunan kapasitas sumber 
daya manusia yang baik dan berkelanjutan. Melalui pendirian sebuah pusat pelatihan karyawan, yaitu 
Garuda Indonesia Training Center (GITC) yang berlokasi di Jakarta Barat, Perseroan berhasil 
melahirkan karyawan yang unggul dan kompeten guna memasuki era persaingan terbuka industri 
penerbangan secara nasional maupun internasional. 
 

Revitalisasi juga dilakukan terhadap struktur dan kegiatan operasional sebagai manifestasi dari 
kegigihan Perseroan. Demi mendukung perkembangan yang berkesinambungan, Perseroan juga 
mendirikan Pusat Perawatan Pesawat, Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMFAA) di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta pada rentang waktu yang sama. 
 

Pertumbuhan bisnis Perseroan meningkat secara signifikan di era 90-an dan awal milenium, di mana 
masa tersebut merupakan momentum kolektif yang digunakan dengan baik oleh Perseroan dalam 
menyusun strategi jangka panjang sebagai tolok ukur prestasi Perseroan beberapa tahun ke 
depannya. Manajemen baru tersebut membawa Perseroan mengkritisi faktor internal secara konsisten 
melalui pembaharuan, standardisasi evaluasi, langkah strategis serta peningkatan efisiensi. 
 

Pada tahun 2008, Perseroan menorehkan sejarah baru di industri penerbangan dengan berhasil 
menjadi satu-satunya maskapai Indonesia yang memperoleh sertifikasi IATA Operational Safety Audit 
(IOSA) Operator. Prestasi yang diraih merupakan manifestasi dari Perseroan dalam bersungguh-
sungguh menerapkan Nilai-Nilai Perusahaan yang telah menjadi landasan penyusunan pola strategi 
terhadap penyempurnaan diri. 
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Pada tanggal 11 Februari 2011, kredibilitas yang dicapai oleh Perseroan berhasil membawa 
Perseroan menuju ke langkah baru dengan menjadi perusahaan publik setelah melakukan penawaran 
umum perdana (Initial Public Offering) atas 6.335.738.000 saham Perseroan kepada masyarakat. 
Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode 
GIAA.  
 
Beragam apresiasi nasional dan internasional berhasil diraih oleh Perseroan melalui performa yang 
menunjukkan kegigihan, kedisiplinan, serta integritas tinggi semua pihak yang telah memberikan 
kontribusi nyata. Tahun 2013 merupakan momen bersejarah bagi kemajuan Perseroan; Perseroan 
memperoleh penghargaan “The World’s Best Economy Class” dan “Best Economy Class Airline Seat”, 
serta berada pada peringkat ke-7 dalam jajaran “The World’s Top 10 Airlines” dan “Airline Terbaik di 
Kawasan Asia dan Australia” (“Best in Region: Asia and Australia”) pada “Passenger Choice Award 
2013”. Selain itu, pada tahun 2014 Perseroan adalah salah satu dari tujuh maskapai bintang lima di 
dunia. Selanjutnya, penghargaan “The World’s Best Cabin Crew” juga diperoleh Perseroan selama 
empat tahun berturut-turut hingga tahun 2017. 
 
Untuk menopang kemantapan langkah di atmosfer penerbangan internasional, Perseroan bergabung 
bersama aliansi penerbangan sebagai bagian dari program eskalasi jaringan internasional. Bersama 
aliansi SkyTeam, Perseroan melakukan ekspansi terhadap kuantitas wilayah baik di dalam dan luar 
negeri. Pengembangan jaringan tersebut memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa 
Perseroan untuk terhubung ke 1.074 destinasi di 177 negara dengan total penerbangan lebih dari 
17.000 penerbangan per hari yang dilayani oleh seluruh maskapai penerbangan anggota SkyTeam. 
Selain itu, SkyTeam menyediakan 672 lounges terbaik di seluruh dunia yang dapat diakses bagi para 
pengguna jasa. Dengan melakukan perjanjian codeshare dengan 27 maskapai internasional di Asia 
Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa dan bahkan Amerika, Perseroan memperkokoh 
eksistensi dengan daya saingnya. 
 
Terdapat 7 (tujuh) entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan hingga tahun 2017 dengan persentase 
kepemilikan diatas 50%. Fokus dari ketujuh entitas anak merupakan produk/jasa pendukung bisnis 
perusahaan induk yang mana tanggung jawab tersebut dioperasikan oleh PT Aero Wisata, PT Sabre 
Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Aero Systems 
Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia (GIH) France. Dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan didukung oleh SDM unggul sebanyak 7.645 orang 
karyawan yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. 
 
Sebagai maskapai milik pemerintah, Perseroan terus berevolusi dari sebuah maskapai nasional 
pertama menjadi salah satu maskapai kelas dunia kebanggaan Indonesia yang melayani berbagai 
destinasi. Keuntungan ekspansi destinasi yang diperoleh dari transformasi ini bukan hanya akses 
yang lebih besar, tetapi juga frekuensi penerbangan dan konektivitas rute secara global. 
 
Visi dari Perseroan adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan 
layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunankan keramahan Indonesia, sedangkan 
misi dari Perseroan adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) 
Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi 
nasional dengan memberikan pelayanan yang professional. 
 
Adapun jejak langkah (milestones) dari Perseroan adalah: 
 

• 1949  : Perseroan beroperasi untuk pertama kali dengan nama “Indonesian Airways” yang 
berubah pada Desember 1949 menjadi “Garuda Indonesian Airways”. 

  

• 1950  : Perseroan menjadi perusahaan joint venture antara Pemerintah Indonesia dengan 
maskapai penerbangan Belanda, KLM, dengan proporsi kepemilikan masing-masing 
49% dan 51%. 

 

• 1954 : Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh kepemilikan saham Perseroan dan 
menjadi pemegang saham tunggal. 

 

• 1956  : Perseroan melakukan penerbangan haji menuju Arab Saudi untuk pertama kalinya. 
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• 1975 : Legalitas usaha Perseroan menjadi PT (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda 
Indonesia yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara dengan hukum Indonesia. 

 

• 1985 : Perseroan mulai menggunakan logo “Modern Bird Symbol”, yang masih digunakan 
hingga saat ini. 

 

• 2008  : Perseroan menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) yang merupakan 
sertifikat keselamatan penerbangan yang diakui secara internasional. 

 

• 2010  : Perseroan dinobatkan menjadi “4 Star Airline” dan “The World’s Most Improved Airline” 
oleh Skytrax. 

 

• 2011 : Perseroan menjadi Perusahaan Publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 

 

• 2013 : Perseroan menjadi maskapai penerbangan pertama di Indonesia yang meluncurkan 
layanan First Class Lounge. 

 

• 2014  : Perseroan bergabung dengan Skyteam Global Alliance serta menerima penghargaan 
“The World’s Best Cabin Crew” dan memperoleh kehormatan tertinggi untuk menjadi 
salah satu dari tujuh 5 Star Airline di dunia. 

 

• 2015 : Perseroan menerima penghargaan “The World’s Best Cabin Crew” dari Skytrax selama 
dua tahun berturut-turut. 

 

• 2016 : Perseroan memperbarui sertifikasi sebagai maskapai Indonesia pertama dan satu-
satunya yang menjadi bagian 5 Star Alirline di dunia. Selain itu Perseroan kembali 
dinobatkan sebagai “The World’s Best Cabin Crew” dari Skytrax selama tiga kali 
berturut-turut serta berhasil meraih predikat “The World’s Most Loved Airline” 

 

• 2017 : Menetapkan Sky Beyond 3.5 sebagai strategi jangka panjang Perseroan dengan visi 
“Bringing Indonesian Hospitality to the World” serta berhasil mempertahankan “The 
World’s Best Cabin Crew” untuk keempat kalinya. 

 

Merujuk pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta tanggal tanggal 
17 Mei 2018 No. 35, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mencakup kegiatan usaha utama 
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dijabarkan berikut ini: 

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; 
2. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar 

negeri; 
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak 

ketiga; 
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik 

untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; 
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan 

sendiri maupun untuk pihak ketiga; 
6. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan; 
7. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk 

keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; dan 
8. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak 

ketiga. 
 

Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yakni 
pergudangan, perkantoran, fasilitas pariwisata, serta penyewaan dan pengusahaan sarana dan 
prasarana yang terkait industri penerbangan. 
 

Saat ini, Perseroan telah menjalankan seluruh ruang lingkup kegiatannya kecuali jasa layanan 
konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan. 
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2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan  
 
Hingga pembentukan Memorandum Informasi ini, Daftar Pemegang Saham yang terdaftar sesuai 
dengan Laporan Tahunan Perseroan periode 2017 adalah sebagai berikut : 
 

Nama Pemegang Saham 

31 Desember 2017 

Jumlah Saham 
Persentase 
Kepemilikan 

Jumlah Modal Disetor 

Saham seri A Dwiwarna : 
Pemerintah Negara Republik 

Indonesia 
1 0,0000% 0,05 

    

Saham seri A Dwiwarna : 
Pemerintah Negara Republik 

Indonesia 
15.670.777.620 60,5363% 793.216.468 

PT Trans Airways 6.630.958.172 25.6154% 335.658.467 

    

Direktur :    

Pahala Nugraha Mansury 2.927.600 0,0113% 148.188 

Nicodemus Panarung Lampe 373.893 0,0014% 18.926 

Puji Nur Handayani 70.458 0,0003% 3.566 

Masyarakat 
(kepemilikan di bawah 2%) 

3.581.468.510 13.8352% 1.310.326.950 
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3. Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya 
Memorandum Informasi ini adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama & Komisaris Independen : Jusman Syafii Djamal 
Komisaris Independen 
Komisaris Independen 
Komisaris  

: 
: 
: 

Hasan M. Soedjono 
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 
Chairal Tanjung 

Komisaris  : Muzaffar Ismail 
Komisaris  : Dony Oskaria 
Komisaris  : Luky Alfirman 
 
Dewan Direksi 
 
Direktur Utama   : Pahala Nugraha Mansury 
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Helmi Imam Satriyono 
Direktur Layanan : Nicodemus P. Lampe 
Direktur Niaga Domestik : Nina Sulistyowati 
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Linggarsari Suharso 
Direktur Kargo & Niaga Internasional : Sigit Muhartono 
Direktur Teknik : I Wayan Susena 
Direktur Operasi : Triyanto Moeharsono 

 

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan:  

Dewan Komisaris 

 

Jusman Syafii Djamal 
Komisaris Utama / Komisaris Independen 
 
Ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada bulan Desember 2014. Saat ini beliau 
juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia. 
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Direktur 
Utama PT Dirgantara Indonesia, Direktur SDM PT IPTN dan Direktur Helikopter, 
Sistem Senjata dan Antariksa. 
 
Jusman Syafii Djamal lahir di Langsa 28 Juli 1954, meraih gelar Sarjana Teknik 
Mesin bidang Aeronautical Engineering dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 
 
 

 

Hasan M. Soedjono 
Komisaris Independen 
 
Ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada bulan Desember 2014. Saat ini 
beliau juga menjabat sebagai Chairman di The Board Flight Focus Pte. Ltd., 
CEO di Aerostratos Pte. Ltd., Chairman di PT Naviga Tech Asia, SE Asia 
Representatives di Aircraft Portfolio Management Pte. Ltd., dan Chairman di PT 
Sumarno – Pabottingi Associates. Sebelumnya, beliau pernah menjabat 
sebagai CEO di Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Vice Chairman di PT 
Republika Media Mandiri dan juga CEO di PT Sempati Air. 
 
Hasan M. Soedjono lahir pada 15 Nopember 1951, meraih gelar double degree 
Bachelor of Science (BSc), Systems Engineering & Chemical Engineering dari 
King Fadh University of Proteleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia. 
 
  



 
 

 

 - 33 - 

 

Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 
Komisaris Independen 
 
Ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada bulan April 2018. Saat ini beliau 
juga menjabat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia dan Direktur 
Pemberitaan dan Produksi JakTV. Sebelumnya beliau pernah menjabat di 
Knator Hukum TSA, Direktur Utama Harian Jakarta dan Direktur Utama Majalah 
Pilar. 
 
Hebert Timbo Parluhutan Siahaan lahir di Medan 18 November 1959, meraih 
gelar Sarjana di Universitas Indonesia. 
 
 
 

 

Chairal Tanjung 
Komisaris  
 
Ditunjuk sebagai Komisaris pada bulan Desember 2014. Saat ini beliau juga 
menjabat sebagai Direktur di CT Corp. Sebelumnya beliau pernah menjabat 
sebagai Finance Manager di CT Corp dan Auditor di BPKP. 
 
Chairal Tanjung lahir di Jakarta 16 Mei 1966, menempuh pendidikan di STAN 
dan juga meraih gelar Sarjana Ekonomi serta Pasca Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Indonesia Jakarta. 
 
 
 
 

 

Muzaffar Ismail 
Komisaris 
 
Ditunjuk sebagai Komisaris pada bulan Desember 2014. Saat ini beliau juga 
menjabat sebagai Direktur Kelayakan Udara & Pengoperasian Pesawat di 
Kementrian Perhubungan. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai 
Kepala Sub Direktorat Perawatan di Kementerian Perhubungan. 
 
Muzaffar Ismail lahir di Sigli 13 Januari 1958, meraih gelar Sarjana Teknik 
Perkapalan dari Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Master Adm 
Publik dari STIAMI. 

 

  

 

Dony Oskaria 
Komisaris 
 
Ditunjuk sebagai Komisaris pada bulan Desember 2014. Saat ini beliau 
menjabat sebagai CEO Kawasan Terpadu Trans Studio. Sebelumnya beliau 
pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Bank Mega seperti, Funding 
Director, West Indonesia Business Director, Regional Manager Bandung, 
Corporate Secretary & Service Development Division Head, dan juga Operation 
Development Division Head.  
 
Dony Oskaria lahir di Tanah Datar pada tahun 1969, meraih gelar Sarjana 
Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung dan gelar MBA 
dari Asian Institute of Management Philippine. 
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Luky Alfirman 
Komisaris 
 
Menjabat sebagai komisaris sejak April 2018. Saat ini beliau juga menjabat 
sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian 
Keuangan. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Chief of Staff Menteri 
Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Kepala Pusat 
Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Kebijakan Fiskal 
serta jabatan lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
 
Luky Alfirman lahir di Bandung 27 Maret 1970, meraih gelar Sarjana Teknik dari 
Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memperoleh gelar Master dan Doktor 
jurusan ekonomi dari University of Colorado, Boulder, AS. 

 
 

Direksi  
 

 

Pahala Nugraha Mansury 
Direktur Utama  

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 08 April 1971. Menjabat sebagai 
Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan 
Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
No. 61 tanggal 27 April 2017.  
 
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Finance & Treasury PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (2016 - 2017), Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (2015 - 2016), Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (2010 - 2015), EVP Coordinator Finance & Strategy PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk (2006 - 2010), SVP Corporate Development PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk (2005 - 2006), SVP Accounting merangkap SVP Change 
Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005), SVP Economic & 
Financial Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003 - 2005), Project 
Leader of The Boston Consulting Group (2002 - 2003), Senior Consultant di 
Booz Allen Hamilton (1999 - 2000) dan Konsultan Change Management di 
Anderson Consulting Indonesia (1994 - 1997).  
 
Beliau meraih gelar S1-Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia dan gelar S2-
Master of Business Administration dari the Stern School of Busines. 
  
 

 

HELMI IMAM SATRIYONO 
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 
 
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 25 Mei 1968. Menjabat sebagai 
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 2 tanggal 15 April 2016.  
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Executive Bank Mandiri (Europe) 
Limited (2013 - 2016) dan Direktur Treasury PT Mandiri Sekuritas (2012 - 
2013). 
 
Beliau meraih gelar S1-Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung 
dan S2-Magister Manajemen Keuangan & Perbankan dari Universitas 
Indonesia. 
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NICODEMUS P. LAMPE 
Direktur Layanan 
 
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 19 Juni 1960. Menjabat sebagai 
Direktur Pelayanan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan 
Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
No. 3 tanggal 15 Mei 2015. 
 
Sebelumnya menjabat sebagai VP Ground Services PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk (2015), VP Domestic Region 2 (Jakarta & Jawa Barat) PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2013 - 2015) dan VP International Region 
Asia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2013 -2015). 
 
Beliau meraih gelar S1-Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret dan 
S2-Magister Manajemen Transportasi Udara dari Universitas Indonesia. 
 

 

Nina Sulistyowati 
Direktur Niaga Domestik 

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 06 Juni 1964. Menjabat sebagai 
Direktur Niaga Domestik berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan pada tanggal 19 April 2018.. 
 
Sebelumnya menjabat sebagai Pj. Direktur Utama PT Pertamina Lubricants 
(2017), VP Strategic Planning & Business Development - Marketing & Trading, 
PT Pertamina (Persero) (2011 - 2017). 
 
Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Manajemen dari Universitas 
Padjajaran dan S2-Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. 
 
 

  

Linggarsari Suharso 
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 18 Agustus 1961. Menjabat 
sebagai Direktur SDM dan Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk No. 2 tanggal 15 April 2016. 
 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT GMF Aero Asia (2016 - 
2017), Partner Renoir Consulting (2012 - 2016), Managing Partner, PDA 
Consultant (2007 - 2016) dan EVP Human Capital, PT Bank Permata (2005 - 
2007). 
 
Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia 
dan S2-Magister Psikologi Industri & Organisasi dari Universitas Indonesia. 
 

  

Sigit Muhartono 
Direktur Kargo dan Niaga Internasional 

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 14 Desember 1962. Menjabat 
sebagai Direktur Kargo dan Niaga Internasional berdasarkan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 19 April 2018. 
Sebelumnya pernah menjabat Presiden Direktur, PT Central Pertiwi Bahar 
(2015 - 2016), Presiden Direktur, PT Truba Jaya Engineering (2013 - 2014), 
Presiden Direktur, Meppo-Gen- Sintesa Group (2012 - 2013), Director of 
Finance, Business Development and Commercial PT Cardig Air (2008 - 2011), 
Managing Director PT Danareksa Sekuritas (1997 - 2005) dan AVP Corporate 
Banking Group PT Bank Niaga (1989 - 1997). 
 
Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 
Teknologi Sepuluh November dan S2-Master of Business Administration dari 
Saint Louis University. 
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I Wayan Susena 
Direktur Teknik 

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 07 Februari 1968. Menjabat 
sebagai Direktur Teknik berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
Perseroan pada tanggal 19 April 2018. 
 
Sebelumnya pernah menjabat Director of Base Operation PT GMF Aero Asia 
(2015 - 2017), VP Base Maintenance PT GMF Aero Asia (2012 - 2015) dan GM 
Aircraft Structure Maintenance PT GMF Aero Asia (2011 - 2012). 
 
Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Teknik Mesin darInstitut Teknologi 
Sepuluh Nopember dan S2-Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi (STIE) Jakarta. 
 

 

Triyanto Moeharsono 
Direktur Operasi 

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 05 Oktober 1959. Menjabat sebagai 
Direktur Operasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
Perseroan pada tanggal 19 April 2018. 
 
Sebelumnya pernah menjabat VP Ground Operations PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk (2015 - 2017) dan VP Operational Planning and Control PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2013 - 2015). 
 
Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Hukum Transnasional dari 
Universitas Indonesa dan S2-Magister Manajemen Transportasi Udara dari 
Universitas Pembangunan Nasional. 

  

 
4. Entitas Anak 

 
Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung pada 7 (tujuh) entitas 
anak sebagai berikut : 
 
 

a. PT Aero Wisata (“AWS”) 
Bergerak dalam kegiatan usaha pariwisata dan hospitality yang mencakup usaha perhotelan, 
jasa boga, transportasi darat dan keagenan serta tours and travel. AWS memiliki lima divisi 
usaha yaitu Food Services, Hotel & Resort, Travel & Leisure, Logistic dan Transportation 
Services dengan 15 (lima belas) anak perusahaan. 
 

Komposisi Kepemilikan Saham AWS 

Perseroan 99,99% Dana Pensiun AWS 0,1% 

 

b. PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (“GMFAA”) 
Bergerak di bidang jasa perawatan, reparasi dan overhaul pesawat terbang serta 
pendukungnya seperti jasa layanan material dan logistik, jasa konsultan dan pelatihan serta 
penyediaan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat, komponen dan mesin. 

 

Komposisi Kepemilikan Saham GMFAA 

Perseroan 89,1% AWS 0,9% Publik 10% 

 

c. PT Citilink Indonesia (“Citilink”) 
Menjalankan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga/komersial berbiaya murah (low 
cost). 

 

Komposisi Kepemilikan Saham Citilink 

Perseroan 99% AWS 1% 
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d. PT Gapura Angkasa (“Gapura”) 
Penyediaan jasa dan layanan Ground Handling yang profesional untuk perusahaan 
penerbangan domestik maupun internasional di bandara Indonesia. 

 

Komposisi Kepemilikan Saham Gapura 

Perseroan 58.75% Angkasa Pura 1 10% Angkasa Pura 2 31.25% 

 

e. PT Sabre Travel Network Indonesia (“SABRE”) 
Bergerak di penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi dengan cakupan kegiatan 
usaha adalah bidang jasa sistem komputerisasi reservasi, menyewakan perangkat komputer 
menyediakan fasilitas pelatihan dan menyediakan petugas yang dapat membantu mengatasi 
masalah Computerized Reservation Systems (CRS) kepada biro - biro perjalanan. 

 

Komposisi Kepemilikan Saham Sabre 

Perseroan 95% 
Sabre Asia Pacific Pte. 

Ltd. 
5% 

 

f. PT Aero Systems Indonesia (“Asyst”) 
Bergerak di bidang jasa konsultasi sistem informasi yang mencakup rekayasa sistem 
teknologi informasi, pemeliharaan dan pengoperasian sistem teknologi informasi dalam 
industri perjalanan (travel), transportasi serta industri lainnya. 

 

Komposisi Kepemilikan Saham Asyst 

Perseroan 51% AWS 49% 

 

g. Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (“GIH France”) 
Menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa biro paket perjalanan wisata, agen pemasaran 
tiket perjalanan sebagai upaya memperluas jaringan internasional Garuda, khususnya 
kawasan Eropa serta menyediakan jasa leasing/penyewaan pesawat. 

 

Komposisi Kepemilikan Saham GIH France 

Perseroan 100% 
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VI. PERPAJAKAN 
 
Calon pembeli Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket (dalam hal ini adalah Pemegang 
Surat Berharga) dalam Penawaran Terbatas ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan 
Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan pendapatan bunga, 
pembelian, pemilikan maupun penjualan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang 
dibeli melalui Penawaran Terbatas ini. 
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VII. RINGKASAN PERJANJIAN PENERBITAN SURAT BERHARGA  

 
 
 
1. Umum 
 

Surat Berharga diberi nama "Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah".  
 
Harga penerbitan dan penjualan Surat Berharga adalah sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua 
triliun Rupiah) untuk nilai hak atas Pendapatan Penjualan Tiket sebesar Rp.2.615.000.000.000,- 
(dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Jangka waktu Surat Berharga adalah 5 
(lima) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Surat Berharga. 

 
2. Penyerahan Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket 
 

Seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh Collection Agent dalam Rekening 
Pendapatan Penjualan Tiket merupakan hak milik dari Pemegang Surat Berharga dan akan 
diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga secara prorata.  
 
Jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dan jumlah penyerahan Pendapatan 
Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga adalah sebagai berikut: 

1. sebesar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-1 Tanggal Penerbitan; 

2. sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-2 Tanggal Penerbitan; 

3. sebesar Rp. 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-3 Tanggal Penerbitan; 

4. sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-4 Tanggal Penerbitan; 

5. sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-5 Tanggal Penerbitan; 

6. sebesar Rp. 48.500.000.000 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) pada 5 
(lima) Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-6 Tanggal Penerbitan; 

7. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-7 Tanggal Penerbitan; 

8. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-8 Tanggal Penerbitan; 

9. sebesar Rp. 47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-9 Tanggal Penerbitan; 

10. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-10 Tanggal Penerbitan; 

11. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-11 Tanggal Penerbitan; 

12. sebesar Rp. 435.000.000.000 (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-12 Tanggal Penerbitan; 

13. sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-13 Tanggal Penerbitan; 

14. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-14 Tanggal Penerbitan; 
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15. sebesar Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-15 Tanggal Penerbitan; 

16. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-16 Tanggal Penerbitan; 

17. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-17 Tanggal Penerbitan; 

18. sebesar Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-18 Tanggal Penerbitan; 

19. sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-19 Tanggal Penerbitan; 

20. sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-20 Tanggal Penerbitan; 

21. sebesar Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-21 Tanggal Penerbitan; 

22. sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-22 Tanggal Penerbitan; 

23. sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-23 Tanggal Penerbitan; 

24. sebesar Rp. 435.000.000.000 (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-24 Tanggal Penerbitan; 

25. sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-25 Tanggal Penerbitan; 

26. sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-26 Tanggal Penerbitan; 

27. sebesar Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-27 Tanggal Penerbitan; 

28. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-28 Tanggal Penerbitan; 

29. sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum 
ulang bulan ke-29 Tanggal Penerbitan; 

30. sebesar Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-30 Tanggal Penerbitan; 

31. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-31 Tanggal Penerbitan; 

32. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-32 Tanggal Penerbitan; 

33. sebesar Rp. 27.800.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-33 Tanggal Penerbitan; 

34. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-34 Tanggal Penerbitan; 

35. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-35 Tanggal Penerbitan; 

36. sebesar Rp. 428.000.000.000 (empat ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-36 Tanggal Penerbitan; 

37. sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-37 Tanggal Penerbitan; 

38. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-38 Tanggal Penerbitan; 
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39. sebesar Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-39 Tanggal Penerbitan; 

40. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-40 Tanggal Penerbitan; 

41. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-41 Tanggal Penerbitan; 

42. sebesar Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-42 Tanggal Penerbitan; 

43. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-43 Tanggal Penerbitan; 

44. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-44 Tanggal Penerbitan; 

45. sebesar Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) 
Hari Kalender sebelum ulang bulan ke-45 Tanggal Penerbitan; 

46. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-46 Tanggal Penerbitan; 

47. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-47 Tanggal Penerbitan; 

48. sebesar Rp. 420.000.000.000 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-48 Tanggal Penerbitan; 

49. sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-49 Tanggal Penerbitan; 

50. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-50 Tanggal Penerbitan; 

51. sebesar Rp. 9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-51 Tanggal Penerbitan; 

52. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-52 Tanggal Penerbitan; 

53. sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-53 Tanggal Penerbitan; 

54. sebesar Rp. 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-54 Tanggal Penerbitan; 

55. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum ulang 
bulan ke-55 Tanggal Penerbitan; 

56. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum ulang 
bulan ke-57 Tanggal Penerbitan; 

57. sebesar Rp. 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari 
Kalender sebelum ulang bulan ke-57 Tanggal Penerbitan; 

58. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum ulang 
bulan ke-58 Tanggal Penerbitan; 

59. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender sebelum ulang 
bulan ke-59 Tanggal Penerbitan; 

60. sebesar Rp. 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) pada 5 (lima) Hari Kalender 
sebelum ulang bulan ke-60 Tanggal Penerbitan. 

  
Apabila Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, 
maka penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 
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3. Syarat – Syarat Surat Berharga 
 

Syarat-syarat Surat Berharga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga adalah: 
 
a. Sejak Tanggal Penerbitan dan selama Jangka Waktu Surat Berharga, Sertifikat Surat 

Berharga merupakan bukti kepemilikan atas Pendapatan Penjualan Tiket oleh Pemegang 
Surat Berharga dan Perseroan secara sah dan mengikat berkewajiban untuk menyerahkan 
Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang Surat Berharga, yang wajib dilaksanakan 
berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. Surat Berharga tersebut merupakan 
bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. 

  
b. Para pihak setuju dan mengakui bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Surat Berharga maka 

secara hukum Pendapatan Penjualan Tiket beralih kepada dan menjadi milik Pemegang Surat 
Berharga sejak Tanggal Penerbitan dan selama Jangka Waktu Surat Berharga.  

 
c. Surat Berharga dapat dialihkan oleh Pemegang Surat Berharga kepada pihak lain dengan 

cara melakukan endorsemen terhadap Sertifikat Surat Berharga, dimana Perseroan akan 
tetap terikat dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga selaku Perseroan dari Surat 
Berharga. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Surat Berharga yang baru hanya 
berhak atas sisa Pendapatan Penjualan Tiket yang belum jatuh tempo berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan Surat Berharga dan untuk sisa Jangka Waktu Surat Berharga.  

d. Dana Pendapatan Penjualan Tiket akan dikumpulkan dan diterima oleh Collection Agent 
dalam Rekening Pendapatan Penjualan Tiket untuk kepentingan Pemegang Surat Berharga 
dan Collection Agent akan menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket kepada Pemegang 
Surat Berharga pada setiap Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket serta dalam 
jumlah penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga, Addendum Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, Perjanjian Pengumpulan 
dan Addendum Perjanjian Pengumpulan Pendapatan.  

e. Selama Jangka Waktu Surat Berharga, Collection Agent akan diwajibkan berdasarkan 
Perjanjian Pengumpulan Pendapatan untuk membuat laporan bulanan atas pengumpulan 
Pendapatan Penjualan Tiket dan jumlah yang dibagi untuk diserahkan kepada Pemegang 
Surat Berharga, dan menyampaikan laporan tersebut paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari 
Kalender setelah periode laporan tersebut (“Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan 
Tiket”). Apabila tanggal penyampaian Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket 
tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja maka Collection Agent akan wajib menyampaikan 
Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut pada Hari Kerja berikutnya. 
Apabila dipandang perlu, Pemegang Surat Berharga dapat meminta Laporan Pengumpulan 
Pendapatan Penjualan Tiket sebelum tanggal penyampaian laporan dengan pemberitahuan 
tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya kepada Collection Agent, sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. 

f. Apabila Collection Agent ternyata lalai untuk menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket 
sesuai Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket, maka setelah lewat jatuh tempo 
Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang bersangkutan, Collection Agent harus 
membayar denda sebesar 9.75% p.a. Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat, 
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sampai dengan penyerahan Pendapatan 
Penjualan Tiket berikut pembayaran denda tersebut dipenuhi oleh Collection Agent. Denda 
yang dibayar oleh Collection Agent merupakan hak Pemegang Surat Berharga dan akan 
dibayarkan secara proporsional berdasarkan besarnya Surat Berharga yang dimilikinya. 

g. Dalam hal jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang terkumpul dalam satu periode Laporan 
Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket kurang dari Pendapatan Penjualan Tiket yang 
wajib diserahkan sesuai dengan jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 
dalam Pasal 4.7 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, maka kekurangannya tersebut akan 
diakumulasikan dengan jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan pada 
jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket berikutnya berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan Surat Berharga. Untuk menghindari keragu-raguan, kekurangan yang terjadi 
dalam suatu Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang bukan disebabkan oleh 
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itikad tidak baik dari Perseroan bukan merupakan peristiwa kelalaian/cidera janji Perseroan. 
Apabila sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga masih terdapat akumulasi 
kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan, dimana 
kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan Penjualan 
Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad tidak baik 
dari Perseroan, maka kekurangan tersebut merupakan risiko dari Pemegang Surat Berharga 
dan Collection Agent tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menutupi kekurangan 
tersebut.  

h. Dalam hal terjadi kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan, 
dimana kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan 
Penjualan Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad 
tidak baik dari Perseroan, Perseroan dapat (namun tidak berkewajiban) menambah dan/atau 
mengganti Pendapatan Penjualan Tiket dengan pendapatan penjualan tiket Perseroan dari 
rute penerbangan lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.  

i. Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis 3 Hari Kerja sebelumnya kepada Mandiri MI dan 
Bank BMI, dapat melakukan penyerahan atas seluruh jumlah Pendapatan Penjualan Tiket 
pada suatu Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket tanpa dikenakan penalti atau 
kewajiban kompensasi kepada Pemegang Surat Berharga. 

 
j. Bagi Pemegang Surat Berharga berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh 
Perseroan kepada Pemegang Surat Berharga, maka Perseroan harus memotong pajak 
tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 
pajak serta akan memberikan bukti pemotongan kepada Pemegang Surat Berharga. 

 
4. Pembatasan – Pembatasan dan Kewajiban – Kewajiban Perseroan 
 

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan diatur dalam pasal 5 Perjanjian 
Penerbitan Surat Berharga dimana Perseroan berjanji dan mengikat diri untuk: 
 
Perseroan tanpa izin tertulis dari Pemegang Surat Berharga, dimana pemberian izin tertulis 
tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:  

(i) izin tersebut tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan  

(ii) Pemegang Surat Berharga wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin Perseroan 
dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen 
pendukungnya diterima secara lengkap oleh Pemegang Surat Berharga ("Jangka Waktu 
Tanggapan").  

Apabila Pemegang Surat Berharga telah menerima kelengkapan dokumen pendukung dari 
Perseroan dan berpendapat masih membutuhkan tambahan dokumen pendukung lainnya yang 
diperlukan dari Perseroan, maka Pemegang Surat Berharga dapat meminta kembali kekurangan 
dokumen pendukung yang diperlukan tersebut dari Perseroan dalam Jangka Waktu Tanggapan. 
Apabila dalam dalam Jangka Waktu Tanggapan Pemegang Surat Berharga tidak meminta 
dokumen pendukung lainnya, maka dokumen tersebut dianggap telah lengkap. Apabila sampai 
dengan hari terakhir Jangka Waktu Tanggapan Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari 
Pemegang Surat Berharga, maka Pemegang Surat Berharga dianggap telah memberikan izinnya; 
tidak akan melakukan hal hal sebagai berikut:  

a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau pembubaran kecuali 
penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada 
perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan atau perusahaan hasil penggabungan atau peleburan, serta tidak 
mempengaruhi kemampuan Perseroan atau perusahaan hasil penggabungan atau  peleburan 
dalam melakukan penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket.  

b. Mengubah bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar 
Perseroan terkecuali dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan.  
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c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
oleh Perseroan kecuali permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat 
adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga. 

 
Perseroan berkewajiban untuk:  
 
a. menjalankan usaha dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

b. mengajukan, memperoleh, dan memelihara semua ijin dan persetujuan yang diperlukan untuk 
mengadakan rute penerbangan ke dan dari Jeddah dan Madinah serta menyediakan pesawat 
terbang yang sesuai dan memadai untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan 
penerbangan ke dan dari Jeddah dan Madinah pada setiap saat selama Jangka Waktu Surat 
Berharga; 

c. memisahkan Pendapatan Penjualan Tiket dari aset Perseroan dan/atau memastikan bahwa 
Pendapatan Penjualan Tiket tidak masuk dalam harta/boedel pailit Perseroan dalam hal 
Perseroan pailit; 

d. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan 
akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi umum yang 
berlaku; 

e. memberitahukan dengan segera kepada Pemegang Surat Berharga melalui Mandiri MI 
secara tertulis setelah menyadari terjadinya kelalaian seperti tersebut dalam Pasal 6 
Perjanjian Penerbitan Surat Berharga atau apabila ada kejadian atau perkembangan penting 
yang berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kemampuan Perseroan dalam menyerahkan 
Pendapatan Penjualan Tiket;  

f. membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada 
Pemerintah Republik Indonesia; 

g. memelihara aktiva tetap dengan baik dan mengasuransikannya dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi perusahaa yang bidang usahanya sama 
dengan bidang usaha Perseroan kepada perusahaan asuransi yang secara umum dikenal 
mempunyai reputasi baik;  

h. mempertahankan izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan;  

i. memberitahukan secara tertulis dan menyerahkan kepada Pemegang Surat Berharga fotokopi 
dari salinan akta yang terkait dengan perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan 
komisaris, pembagian dividen maupun keputusan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
(”RUPS”) Perseroan beserta bukti-bukti persetujuan, laporan dari, dan/atau pemberitahuan 
kepada instansi yang terkait (jika ada);  

j. mengizinkan Mandiri MI untuk sewaktu-waktu selama jam kerja melakukan kunjungan 
langsung ke Perseroan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-
lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dan Perseroan wajib memberi keterangan dan data 
yang berkaitan dengan transaksi ini yang diminta oleh Mandiri MI;  

k. memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Transaksi;  

l. memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Mandiri MI 
sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan 
Surat Berharga; 

 
m. melakukan pemeringkatan atas perusahaan (corporate rating) setiap tahun yang dilakukan 

oleh Lembaga Pemeringkat yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan 
menyerahkan setiap hasil pemeringkatan  tersebut kepada Mandiri MI dan Bank BMI 

 
5. Hak Pemegang Surat Berharga 
 

Selama Jangka Waktu Surat Berharga, seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh 
Collection Agent dalam Rekening Pendapatan Penjualan Tiket merupakan hak milik dari 
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Pemegang Surat Berharga dan akan diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat 
Berharga secara prorata. 
 
Pemegang Surat Berharga berhak untuk menerima penyerahan dana atas Pendapatan Penjualan 
Tiket pada setiap Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang akan dibagikan oleh 
Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga melalui Rekening Pendapatan Penjualan 
Tiket. 

 
6. Kejadian Kelalaian dan Akibat Hukumnya 
 

Kejadian kelalaian dan akibat hukum diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga 
sebagai berikut: 

 
a. Perseroan tidak dapat menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket melalui Collection Agent 

kepada Pemegang Surat Berharga berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga atas 
itikad tidak baik; 

b. izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan 
dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan 
yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan Perseroan tidak 
dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;  

c. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara 
apapun,semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan 
yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga 
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dalam 
Dokumen Transaksi;  

d. Perseroan lalai melaksanakan dan/atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau 
lebih ketentuan dalam Dokumen Transaksi;  

e. pernyataan dan jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan keuangan 
Perseroan dan pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan 
atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan 
dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan;  

f. terjadi atau sedang berlangsung keadaan yang merupakan keadaan cidera janji (event of 
default) pada salah satu perjanjian utang, hipotik, hak tanggungan, atau perjanjian atau 
dokumen lain yang dibuat Perseroan atau pinjaman oleh Perseroan baik yang ada sekarang 
maupun yang akan ada di kemudian hari sepanjang jumlah yang dilalaikan pembayarannya 
tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aktiva yang dikelola Perseroan.  

g. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit 
atau adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang 
berwenang. 

 
7. Pembelian Kembali Surat Berharga 
 

Dalam hal terjadi kejadian kelalaian dan rapat Pemegang Surat Berharga memutuskan agar 
Mandiri MI melakukan penjualan kembali Surat Berharga kepada Perseroan, maka Perseroan 
dapat membeli kembali Surat Berharga sesuai dengan keputusan rapat Pemegang Surat 
Berharga dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
8. Surat Jaminan 

 
Jika diperlukan, Perseroan dapat memberikan Surat Jaminan (sebagaimana didefinisikan di 
bawah ini) dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan 

oleh Perusahaan Penjaminan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau Perusahaan 
Asuransi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diserahkan oleh Perseroan kepada 
Pemegang Surat Berharga untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Perseroan kepada 
Pemegang Surat Berharga sehubungan dengan Surat Berharga dimana persyaratan 
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pencairan Jaminan di atur tersendiri di dalam dokumen sehubungan dengan Jaminan 
tersebut.  

2. Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Perusahaan 
Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. 

3. Perusahaaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Perusahaan Asuransi 
Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

4. Sejak Tanggal Penerbitan hingga Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga, Perseroan setuju 
agar penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dijamin dengan suatu Surat Jaminan, dimana 
besaran nilai penjaminan harus disetujui oleh Pemegang Surat Berharga. 

 
9. Pemberitahuan 
 

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Penerbitan Surat 
Berharga dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila 
disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang 
bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos 
tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan-perubahan 
alamat harus disampaikan juga menurut ketentuan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Surat Berharga. 
Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga adalah:  
 
Perseroan   : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Management Building, Garuda City Center Lantai-2,  
Soekarno-Hatta International Airport,  
Tangerang 15111, Indonesia 
Telepon: (021) 25601290 / 25601213  
Untuk Perhatian: VP Treasury Management   

 
Pemegang Surat Berharga : PT Mandiri Manajemen Investasi 

Plaza Mandiri Lantai 29, 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, 
Jakarta 12190, Indonesia 
Telepon: (021) 5263505 
Faksimili: (021) 5275705 
Untuk Perhatian: Kepala Divisi Alternative Investment & 

Produk 
 
  PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

Sentral Senayan III Lantai 8,  
Jalan Asia Afrika Nomor 8,  
Gelora Bung Karno - Senayan,  
Jakarta 10270, Indonesia 
Telepon: (021) 29228888 
Faksimili: (021) 29228926 
Untuk Perhatian: Bank Kustodian 

 
Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat 
tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja 
sebelumnya.  

 
10. Hukum yang Berlaku 
 

Perjanjian Penerbitan Surat Berharga diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia. 
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VIII. RINGKASAN PERJANJIAN PENUNJUKAN DAN PENGUMPULAN 

PENDAPATAN PENJUALAN TIKET  
 
 

1. Penunjukan Collection Agent 
 

Pemegang Surat Berharga menunjuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk bertindak 
sebagai Collection Agent untuk dan atas nama Pemegang Surat Berharga melakukan 
pengumpulan atas Pendapatan Penjualan Tiket selama Jangka Waktu Surat Berharga, dan 
menyimpan Pendapatan Penjualan Tiket untuk kepentingan Pemegang Surat Berharga untuk 
kemudian diserahkan kepada Pemegang Surat Berharga sesuai Tanggal Penyerahan 
Pendapatan Penjualan Tiket dan dalam jumlah bagian Pendapatan Penjualan Tiket sebagaimana 
diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan dan setiap perubahan dan/atau penambahan 
dan/atau pembaharuan atas Perjanjian Pengumpulan Pendapatan yang dibuat di kemudian hari 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengumpulan Pendapatan 
(“Addendum Perjanjian”), Perjanjian Penerbitan Surat Berharga, dan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. sebagai Collection Agent dengan ini menerima penunjukan tersebut. PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Perseroan yang menerbitkan Surat Berharga dengan ini 
menyetujui penunjukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Collection Agent. 

 
 
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Collection Agent 
 
 Selama jangka waktu Surat Berharga, Peseroan wajib untuk mengirimkan (transfer) dana 

sehubungan dengan Pendapatan Penjualan Tiket ke dalam Rekening Pendapatan Penjualan 
Tiket pada tanggal 14 dan tanggal 28 setiap bulannya. 

 
 Setiap Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh Collection Agent dari Perseroan akan 

dikumpulkan oleh Collection Agent sebelum diserahkan kepada Pemegang Surat Berharga sesuai 
dengan jadwal Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dan dalam jumlah penyerahan 
berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan dan Addendum Perjanjian, akan ditempatkan 
secara langsung dalam Rekening Pendapatan Penjualan Tiket dengan perincian sebagai berikut:
  

  Nomor Rekening  : 0018.01.002243.30.4  
  Atas nama   : PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk.   
  Nama Bank   : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
  Cabang   : Tanah Abang 
 
 Selama Jangka Waktu Surat Berharga, Collection Agent wajib membuat laporan bulanan atas 

pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket yang terkumpul dalam Rekening Pendapatan 
Penjualan Tiket dan jumlah yang dibagi untuk diserahkan kepada Pemegang Surat Berharga, dan 
menyampaikan Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket. Apabila tanggal 
penyampaian Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket tersebut jatuh pada bukan Hari 
Kerja maka Collection Agent wajib menyampaikan Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan 
Tiket tersebut pada Hari Kerja berikutnya. Apabila dipandang perlu, Pemegang Surat Berharga 
dapat meminta Laporan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket sebelum tanggal 
penyampaian laporan dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya kepada 
Collection Agent. 

 
 Seluruh Pendapatan Penjualan Tiket yang diterima oleh Collection Agent dan terkumpul dalam 

Rekening Pendapatan Penjualan Tiket dari waktu ke waktu merupakan hak milik dari Pemegang 
Surat Berharga dan wajib diserahkan oleh Collection Agent kepada Pemegang Surat Berharga 
secara prorata sesuai dengan Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket dari Surat 
Berharga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan dan Addendum 
Perjanjian. 
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Collection Agent wajib menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket yang telah terkumpul dalam 
Rekening Pendapatan Penjualan Tiket (“Pendapatan Penjualan Tiket Yang Diserahkan”) kepada 
Pemegang Surat Berharga sesuai dengan Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 
dengan cara mentransfer kepada rekening bank dengan perincian sebagai berikut (“Rekening 
Pemegang Surat Berharga”):  

   
  Nomor Rekening : 2-259-80089-7  
  Atas nama  : KIK EBA Mandiri GIAA01   
  Nama Bank  : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 
 

Setiap Pendapatan Penjualan Tiket yang tercantum dalam Laporan Pengumpulan Pendapatan 
Penjualan Tiket merupakan bukti yang sah atas kepemilikan Pendapatan Penjualan Tiket oleh 
Pemegang Surat Berharga dan Pendapatan Penjualan Tiket yang diserahkan kepada Pemegang 
Surat Berharga oleh Perseroan. 

 
Apabila Collection Agent ternyata lalai untuk menyerahkan Pendapatan Penjualan Tiket sesuai 
Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket, maka setelah lewat jatuh tempo Tanggal 
Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket yang bersangkutan, Collection Agent harus membayar 
denda sebesar 9.75% p.a. Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat, dengan 
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan 
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sampai dengan penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket 
berikut pembayaran denda tersebut dipenuhi oleh Collection Agent. Denda yang dibayar oleh 
Collection Agent merupakan hak Pemegang Surat Berharga  dan akan dibayarkan secara 
proporsional berdasarkan besarnya Surat Berharga yang dimilikinya. 

 
Dalam hal jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang terkumpul dalam satu periode Laporan 
Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket kurang dari Pendapatan Penjualan Tiket Yang 
Diserahkan sesuai dengan jadwal penyerahan dalam Pasal 3.5 Perjanjian Pengumpulan 
Pendapatan dan Addendum Perjanjian, maka kekurangannya tersebut akan diakumulasikan 
dengan jumlah Pendapatan Penjualan Tiket Yang Diserahkan pada jadwal penyerahan berikutnya 
berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan dan Addendum Perjanjian. Untuk menghindari 
keragu-raguan, apabila sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga masih terdapat 
akumulasi kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket Yang diserahkan, dimana 
kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan Penjualan 
Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad tidak baik dari 
Perseroan, maka kekurangan tersebut merupakan risiko dari Pemegang Surat Berharga dan 
Collection Agent tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk menutupi kekurangan 
tersebut. 

 
Dalam hal terjadi kekurangan atas jumlah Pendapatan Penjualan Tiket yang wajib diserahkan, 
dimana kekurangan tersebut memang terjadi sebagai akibat tidak tercapainya Pendapatan 
Penjualan Tiket sampai dengan jumlah yang disepakati yang bukan disebabkan oleh itikad tidak 
baik dari Perseroan, Perseroan dapat (namun tidak berkewajiban) menambah dan/atau 
mengganti Pendapatan Penjualan Tiket dengan pendapatan penjualan tiket Perseroan dari rute 
penerbangan lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. 

 
Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis 3 Hari Kerja sebelumnya kepada Mandiri MI dan Bank 
BMI, dapat melakukan penyerahan atas seluruh jumlah Pendapatan Penjualan Tiket pada suatu 
Tanggal Penyerahan Pendapatan Penjualan Tiket tanpa dikenakan penalti atau kewajiban 
kompensasi kepada Pemegang Surat Berharga. 

 
Bagi Pemegang Surat Berharga berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada 
Pemegang Surat Berharga, maka Perseroan harus memotong pajak tersebut dan 
membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta akan 
memberikan bukti pemotongan kepada Pemegang Surat Berharga. 
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3. Pemberitahuan 
 

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Pengumpulan 
Pendapatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila 
disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang 
bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos 
tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan-perubahan 
alamat harus disampaikan juga menurut ketentuan Pasal 6 Perjanjian Pengumpulan Pendapatan. 
Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan adalah:  
 
Perseroan   : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Management Building, Garuda City Center Lantai-2,  
Soekarno-Hatta International Airport,  
Tangerang 15111, 
Indonesia 

 
Telepon: (021) 25601290 / 25601213  
Untuk Perhatian: VP Treasury Management   

 
Collection Agent   : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Management Building, Garuda City Center Lantai-2,  
Soekarno-Hatta International Airport,  
Tangerang 15111, 
Indonesia 
Telepon: (021) 25601290 / 25601213  

    Untuk Perhatian: VP Treasury Management 
 
Pemegang Surat Berharga : PT Mandiri Manajemen Investasi 

Plaza Mandiri Lantai 29, 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, 
Jakarta 12190, 
Indonesia 
Telepon: (021) 5263505 
Faksimili: (021) 5275705 
Untuk Perhatian: Kepala Divisi Alternative Investment & 

Produk 
 
  PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

Sentral Senayan III Lantai 8,  
Jalan Asia Afrika Nomor 8,  
Gelora Bung Karno - Senayan,  
Jakarta 10270,  
Indonesia 
Telepon: (021) 29228888 
Faksimili: (021) 29228926 
Untuk Perhatian: Bank Kustodian 

 
Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat 
tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja 
sebelumnya. 

 
 
4. Hukum yang Berlaku 
 

Perjanjian Pengumpulan Pendapatan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia. 
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IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
 
 

Berikut ini adalah salinan Pendapat Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
Perseroan dalam rangka Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket melalui 
Memorandum Informasi ini, yang disusun oleh Konsultan Hukum Roosdiono & Partners. 
 

 


















